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ABSTRAK 

Program Pengalihan Hutang untuk Kegiatan Konservasi atau Debt-for-Nature Swap 
{DNS) adalah salah satu melrnnisme konversi hutang negam-negara herkembang 
yang dapat menjadi salah satu sumher utarna penda!laan lingkungan bidup. Tahun 
2008 nllal hutang pemerintah Indonesia Rp 1.548 triliuu · dan rasio rerbadap 
Pendapatan Domestik Bruto sudah meneapai 30 person. Tahun 2006, pemerintah 
Republik Federal Jerman dan pemerintah Indonesia menyepakati program DNS III 
senilai EUR12,5 juta .(Rpl25 miliar) yang akan dilabanakao selama lima tahun, 
untuk sektor kehutanan dan liugkungan bidup. Hasil analisis sensitivitas dengan AHP 
menunjukkan bahwa aspek tnmsparansi merupakan isu kebijakao !Y"flg memiliki 
sensitivitas tertinggi sebingga menjadi faktor utama untuk meningkatkan efektivitas 
implementasi. DNS III. lsu-isu da!l masalah kebijakan yang pehting herikul!lya 
herturut-turut adalah aspek tekuis UMK, kebijakao anggaran dan butang luar negeri, 
komitmen negara kreditor, da!l kelembagaan. Isu Tranparansi dapat mempengarubi 
kinetja program lebib dari 50 person. Metode analisis kebijakan dan AHP 
menyimpulkan bahwa untuk mengoptimasikan program DNS III, maka prloritas 
perbalkan dari para pengombil kebijakao, harus dilakakan dari. isu dan masalah yang 
memiliki tingkat sensitivitas tertinggi termasuk isu tentang partisipasi publik, 
publikasi. dan akses kepada informasi. 

Kala kunei: debt-for nature swap, AHP, analisis sensitivitas, analisis kebijakao, 
isu kebijakan, masalah kebijakao 
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ABSTRACI' 

The debt-for-nature swap (DNS) is one of the debt eonVersioti mechanisms that 
could become a major environmental funding sources in the future. Indonesia is one 
of the most debtor oountty with total Rp 1.548 billion debt in 2008 or reru*ed over 30 
percent to its Gross Domestic Product (GOP) on the same year. Finally, in·2006 
Indonesia and Federal Republic of Germany agreed to implement DNS Ill five years 
project's term for EUR12.5• million debt conversion. Using AHP's am!lysis of 
sensitivity, the result ot this resurcb shows the main issue that get most attention 
from stakeholders from highest to lowest is Transparancy, Technically Problem of 
MSE, Budgeting and External Debt Poliey, Creditor's Committnent, and lnstitu1ion. 
Tranparancy co]lld influence more than 50 pereent to the prognun performance. Both 
policy analysis and AHP methud indicates that to optimize prognun perfoiillli.I!Ce, 
poliey makers need prioritizing.activities from the high sensitivity .issue··includes 
public participstion, publicstion, and access to prognun report 

Key words: debt-for-nature swap, sensitivity analysis, AHP, poliey;analysis, poliey 
issues. 
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STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIIlAN HUTANG UNTUK 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DEBT-FOR-NATURE SWAP) Dl 

INDONESIA (Studi Kasus Kredit Investasi Lingkungan Usaha Mikro dan Kecil) 

Masalah kebijakan publik merupakan masalah yang menarlk karena kebijakan ini 

ikut menentukan peri kebidupan masyarakat banyak, dapat mengarahkan masyarakat 

untuk mencapai tujuan-tujuan bersama atau sebalikoya, dapat meoemui kegagalan 

bi!a difonnulasikan dan diterapkan seeam tidak tepat. Pada sisi yang lain, keputusan 

pemerintah Indonesia untuk melaksonakan skema pengalihan hutang (debt-swap) 

melalui mekanisme Debt-for-Nature Swap (DNS), mulai dilaksanakan tahun 2006, 

sebingga memerlukan ana!isis isi dan dampak: kebijakan tersebut. 

Penulis menilai kebijakan pemcrintah Indonesia untuk mengimp!ementasikan DNS 

adalah tema yang menarik karena beberapa alasan; Perterna, DNS relatif baru 
' ' • ' I , 

diterapkan di Indonesia, yaitu sejak tahun 2006, dan sampai pene\itian ini selesai 

dilak~ progeam DNS ,Ill bef11pa kredit inveS!asi lingkungan. untuk usaba 

mikro dan keeil, masih dilaksanakan. Alasan kedua adalah konsep DNS adalah 

konsep yang sangat menarik yaitu membiayai kegiatan konservasi dan lingkungan 

bidup di dalam negeri, dengan cara mengalihkan sebagian hutang luar negeri. 

Sumber pendanaan ini memberikan dua keuntungan tangsung yaitu pengarangan 

hutang luar negeri , dan tersedianya dana konservasi dan lingkungan bidup yang 

herasal dalam negeri. Alasan berikntnya adalab tema DNS belum pemah ditelili oleb 

mahasiswa tingkat magister pada Progeam Studi Kajtan llmu Lingkungan, 

Universitas Indonesia 
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unit !credit investasi lingkungan untuk u.saha keeil dan mikro {Dhewanthi, 2007). 
Jumlah pengaliban ini relatif kecil dibandingkan dengan potensi DNS dan 
kawasan konservasi serta masalab--masalah lingkangan hlduj> di Indonesia 

Karena besamya potensi ekonomi UMK sekaligns potensi peueemarannya, serta 
!IIllSih terdapat kesempatan yang besar Wltuk melalmkan restrukturisasi hutang 
luar negeri melalui DNS, dan progeam !credit betgulir UMK yang kbas, maka. olah 
peueliti dip~Uldang perlu untuk melekekan studl tentang dana investasi DNS UI 
agar didapatkan kebijakan yang efektif di masa yang akan dawng. 

Berdasarkan de:finisi dan ruang lingknpnya, maka. analisis kebijakan publik 
ditujukan .kepndn setiap lrebijakan yang ditetapkan olah bedan•bedan dan 
Jembaga-lembaga pemerintah dalam bidang · tertentu. Penelitian ini ter!IIllSDk 
dalam ruaug .lingkup analisis kebijakan publik • menurut defullsi Dye (1980), 
karena objek penelitian udalah kebijakan publik restrukturisasi hllllmg melalui 
progeam debt for nature swap yang ditelllpkan dan dikelola o1eh lembaga-Jembaga 
pemerintah. 

Pendekatan penelitian ini adalah Jmesi-knalillltif, dimana dilekekan perbandingan 
berpasangan (pairwise comparison) dan dianalisis dengan menggWiakan .AHP dan 
menggWiakan analisis sensitivitas untuk menentukan prioritas tiap masalah yang 
dianalisis. Berdasarkan unit analisisuya, meka narasumber penelitian ini orialah 
Jembaga-lembaga yang terlihat di dalam progeam DNS ill. Uni~ analisis 
ditentukau berdasatl<an aws laporan implemenlllsi progeam DNS, wawancara 
mendalam dengan pars namsumber di lembnga pemerinlllh dan non·pemerintah 
yang terlibat progeam DNS untuk sektor UMK. 
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Analisis kebijakan di dalam penelitian ini bersiJlrt deskrlptif yang meneliti sobab 
dan nldbat dari kebijakan restrukturlsasi hulang luar negeri melalui implementnsi 
program pengaliban hulang un1Uk konservasi (debt for nature swap). Sedangkan 
jenis pemantauan yang dilakuksn dalam penelitian ini adalah monitoring 
eksplanasi (explanation), yaitu pemanUu:!an yang bertujuan untuk menjelasksn 
adanya perbedaan antara hasil dengan tujuan kebijakan (Dunn, 1999). Sesuai 
klasifikasi Dunn, pendekatan yang dipilih sebagai alat untuk melakuksn 
monitoring adalah pendekatan sintesis riset dan prnktik. Pendekatan moniroring 
sintesis dan prnktik menerapksn kompilasi, perbendingan dan pengujian 
terhadap basil-basil implementnsi kebijakan DNS di masa sebelunmya atau di 
tempat lain. 

Hasil penelitian menunj ukkan, klasifikasi Donn sesuai dengan pendapat pam 
narasumber penelitian yang mendeskripsikan isu-isu kebijakan yang muncul 
dalam setiap hirarld struktur DNS ill, mulai dari lembaga pemerlntah di tingkat 
nasional sampai kepnda pelaksanaan program di tingkat lokal yaitu para 
pengusaba mikro dan kecil. lmpiementasi kebijaksn Debt for Nature Swap un1Uk 
investasi linglrungan bagi usaba mikro dan kecil, tennasuk tipe kahijakan rasional 
yang disusun dan dikelola oleh lembaga pemerintah yaitu Kantor Menteri 
Lingkungan Hidup. 

Jsu-isu kebijaksn yang muncul dapat dikelompokksn menjadi lima isu kebijakan 
yaitu kclembagaan (LEMBAGA), komitmen nagam kreditor (KOMITMEN), 
kebijakan anggaran dan hutang luar negcrl (KBUAKAN), aspek-aspek tekuis 
usaha mikro dan kecil (TEKNIS) dan transparansi program (IRS I' ARAN). 
Sedangkan empat . kriteria Ielah ditetapksn oleh pemerintah INdonesia dan 
pemerintah Jerman . yaitu perbaikan minimal satu paremeter lingkongan 
(PRMETER), niiai kredit macet tidalc melebihl 10'/o (TDKMACET), penyerapan 
kredit minimal 80'/o pada akhir program (DYSERAP), dan legalisasi meksnisme 
dana bergulir (DNBGULIR). 

Bobot perbaikan minimal satu paremeter lingkongan (PRMETER) terhadap tujuan 
(GOAL).menunjukkan niiai 0, 565 atau yang tertinggi dibandingkan tigu kriteria 
yang lain (TDKMACET, DYSERAP, DNBGULIR), · yang berarti paremeter 
tertinggi merupaicm isu kebijaksn yang paling panting dan menjadi ·!average 
(pengungkit) diibandingkan kriterla yang lain. Usaba perbaikan dalam isu-isu 
I'RMETER aksn menyebabksn basil yang relatif lebih signifikan dibandingkan 
perbaiksn yang dilakuksn terhadap tiga kriteria yang lain. 

Transperausi Program adalah isu kebijaksn yang mempunyai tingkat sensitivitas 
tertinggLdibandingksn isu kebijaksn lalunya. lsu transparansi proram dapat 
mempengaruhi tujuan dan kriteria yang di~<;tapksn dalam program· DNS sebesar 
lebih dari 56o/o, sehinggu merupaksn pengungkit (leverage) bagi perubahan atau 
refurmulasi program DNS di masa yang . akan dalaug. I.U-iso kebijakan 
berikutnya yang memiliki tingkat sensilivitas terlinggi hingga terendah adalah 
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Aspek Teknis UMK, Kebijakan Anggai:an· dan Hutang LUlll' Negeri, Komitmen 
Negara Kreditor dan Kelembegaan. 

Dapat disimpuiksn bebwa isu-isu kebijakan yang diungkapkan oleh informan 
terdiri dari dua yaitu: masalah kebljakan yang memang henar terjadi dan dialami, 
dan isu potensial yang mencermiokan kekhawatiran afau saran dari para infonnan 
yang diwawancariri.' Seluruh inforinah penelitian sepal<at program DNS dapat 
rnernbantu rneningketkan kualifaS· lingkungan hidup dan membantu para 
pengusabe mikro dan kecil. 

Daftar Kep11l!takaan: 101 (tahuo 1968 sampai tahnn 21109) 
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B. Thesis Tide : Implementing Study of Debt fur Nature Swap Policy fur 

Envkonment Management in Indonesia (Case Study on 

Investment Credit for Micro dan Small Enterprises) 

:Initial pagexxiii, Content, 94, Figures, 13, Tables, 13, C. Page 

Appendices, 21. 

D. Summary Content: 

Indonesia has burdened by enonnous debt !rom other countries, and just made use 
of DNS (debt for nature swap) in 2006 through bilateral agreement with German 
Government. Indonesian Government obtained conservation fund of 12.5 million 
Buras to disburse conservation activities in three national park in Sumatra Island, 
also to help micro and small ente!'prises (Dhewanthi, 2007). This allocation is 
considered small, compared to DNS potencies, vast of nature preservation and 
national park ami the huge problems of environment in Indonesia 

The economic potential of MSE ami it huge impact on envkonmental pollution, 
and big opportunity to use DNS on the debt cesttueturing progmm. and 
Wliqueness of the DNS III progmm. so l decided to conduct a researeh on this 
topic. I bope the result of this research would heoome important reference to make 
a better policy in the future. 

According to its definition and scope, public policy analysis will be appointed to 
every level of policy made and settled by certain government institutions. 
Researches include public policy analysis's scope by Dye definition (1980), for 
the research object is public policy of debt restructuring progeam through DNS 
(debt for uatnre swap}, that has been resolved and managed by government 
institutions. 

According to analysis Wlit, this research has chosen the institutions that involve 
on the implementation of DNS ill. Analysis Wlit is decided based on: DNS 
Progeam Implementation Reports, in-depth interviews with sources !rom 
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government and non government parties that bas involved- in DNS Program for 
Micro, Minor and lotennediatellusiness sectors. 

Policy Analysis in this research is descriptive, in particular on cause and 
consequences of debt restructuring policy through debt allocation program 
implementation for conservation (debt-for-nature swap). Observing type on this 
research is Explanation Monitoring; observing process to provide explanation on 
differences between result and policy objective (Dunn, 1999). According to 
Dunn's classification, research and practice synthetic approach is chosen as 
appropriate tool to perform the monitoring process. Synthetic and Practical 
Monitoring Approach apply compilation, comparison, and assessment on previnus 
period of polioy implementation result or the same DNS program thet 
implemented in other places. 

Result showed Dunn classification is matched with sources opinion in description 
of policy issues which were decided in each hierarchy of DNS Ill Structure; start 
from national government institction to local program implementation as micro 
and minor entrepreneurs. Policy implementation of DNS for Micro business 
environment investment, including rational policy type, bas arranged and 
managed by government institction such as Ministry of the Envimnment Office. 

The result of this research are: Policy issues and problems are classified into five: 
institutional (LEMBAGA), commitment of !he creditor country (KOMITMEN), 
debt and allocation policy (KBUAKAN), technical aspects of minor and micro 
business (TEKNIS) and Program Transparency (TRSP ARAN). Meanwhile, four 
criteria has been selected by Indonesian and Germany Government; at least one 
parameter environment improvement (PARAMETER), 5% maxiroum of clogged 
credits (KRDMACET), 80"A. minimum of credit absorption by the end of program 
(DYSERAP), and legal process of sustainable fund mechanism (DNBGUL!R). 

lraprovement qWllity by one envimnment parameter minimal toward the Gnal 
showed 0.565, or the highest compered to other three criteria (TDKMACET, 
DYSERAP, DNBGUL!R). Tbis means the highest parameter as the most 
important policy issue and become leverages than other criteria. lmprovemenl 
efforts in these Parameter issues will result more significantly than other criteria 
improvement efforts. 

Program Transparency is highly sensitive policy issue compare to other. Program 
trnnsparency issue can influence 56% of goals and selected criteria in DNS 
program, wbicb became leverage to DNS Program's changes and reformulation in 
the future. The next policy issues with highest to lowest level of sensitivity are: 
Technical Aspect of Minor and Intermediate Business, Policy of Allocation and 
Deln from Other Country, and Creditor and InstitctioWll Commitment. 

It might be concluded that policy issues that has revealed by informant were two 
kinds: policy problems thet did happened and been went through, and potential 
issue that reflects aoxiety or suggestion from the interviewed informant. All the 
research informants agroed on conclusion that DNS program do help 
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improvement Jl"lC"SS of environment quality, as weU as significantly contribute to 
micro and small enterprises. 

E. Number of References: 101 fwued from l%81o 2009). 

_-,, 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Keputusan organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) untuk menaikkan 

harga minyak bumi tahun 1973 dan 1979 Ieiah menyebabkan negara·negara 

berkembang sekaligus importir minyak bumi berbadapan dengan krisis keuangan 

yang semakin parab :(ECLAC, 2001). Peningkatan harga minyak bumi Ieiah 

merigakibatkan maningkatnya harga barang·barang impor, sehlngga negara importir 

mengalaini krisis ganda, yaitu peningkatan beban: hutang luar -negeri dan -kenaikan 

anggmn belanja. Banyak negara · berkembang meminjam dana deri lembaga­

lembaga keuangau internallional seperti Bank ·Dunia dan ·Dana Moneter 

lntemasional. Ketergautungan kepada hutang luar 'negeri memicu krisis hutang 

dania tahun 1982, ketika pemerintah• Meksiko menyatakan seeara resmi bahwa 

mercka tidak sanggup membayar bunga htunng luar negeri sebesar US$80 mi!iar 

(1'hapa. 2000) .. 

Pada saat yang bersamaan negara·negara berkembang juga mengalokiiSikan anggaran 

pembangunannya kepada progunn-progunn peogelolaan llegkungan bidup, untuk 

mengurangi dampak negatif pembangunan seperti pencemaran lingkangan dan 

kerusakan swnber daya alam. Keterbatasan dana pembangunan deri pemerintah 

merupakan salah satu alasan bahwa sumber-sumber dana peodanaan lain dibntuhkan 

dalam ptogunn.pengelolaan lingkangan hidup (Purnomo, 2004). -· · · 
• . 

Sejak pe:rtengahan 1980-an, negara-negara ·donor intemasional tunngutBrakan 

· •keprihatinan mereka pada kerusakan bulan troi>is yang semakin besar (Moye 2001, 

ECLAC 2001). Studi yang dilakukan Greener (1991) juga menyimpulkan, terdapat 

hubungan pusitif antam tingkat hutnng luar .negeri dengan kerusakan lingkangan di 

negara berkembang, yaitu semakin besar beben hutaug ;yang hams dibayar satu 

negara, maka semakin besar pula kerusak:an lingkungannya. Bebernpa solusi Iiska! 

yang diberikan IMF temyata memperburuk kualitas sumberdaya alam di negara­

negara berkembang, karena meroka terpaksa membetasi impnr harnng UJlluk 

menekun hutaug luar negeri dan men<;ari aubsitusinya di dalarn negeri (Keenan, 
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2005). Sebagian besar nilai pembayaran pokok hutang dan bunganya remyata 

dibayar dengan pendapatan dari eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran 

(O<:hiollini, 1990). 

Indonesia menghadapi kasus serupa ketika rezim Orde Baru mulai bedruasa tahun 

1967. Pemerintah memb~tuhkan sumber-sumber pendapatan bam ·yang·diperlukan 

untuk menstahilkan dan memperbaili perekonomian Indonesia Kebutuhan untnk 

mendapatkan sumber-sumber devisa yang cepat menyebabkan pemerintah Indonesia 

memutuskan untnk.mengeksttaksi sumberdaya alam seperti bulan, mlnyak bumi, gas 

alam dan tambang mineral untnk,pasar ekspor. Hutan hujan tropis di Kalimantan, 

Sumatera, dan pulau-pulau lain dengan pob:on-pohon. ksyu kems tropis, dinilai 

sebagai komnditas yang depat ditebang dan dijual dengan . cepat dan mudab. 

Kenaikan barga mlnyak bumi tallun 1974 telab mendorong eksploitasi besar-besaran 

cadangan minyak bumi, dan ketika barga mlnyak jatull peda dekade 1980-an, 

Indonesia mengandalkan pinjaman luar negeri sebagai modal pembangl!!UUI 

pertanian dan industrialisasi (Emmerson, ed., 2001). Selama dasawarsa pertama 

kekuasaan Orde Barn. teljadi kemundurnn sumber daya tanah dan air sangat serius, 

karena dalam periode ini- teljadi proses penyesualan ekologi dari tingkst 

prodnktivitas stahil ke tingkat yang lebih rendab dan sering kali korang stahil (Thee, 

2004). 

Hasil survei yang dilakekan departemen kebutanan menyatakan babwa llllupan hutan 

pada tabun 1985 mencopai 119 jum hektare amu lllrjadi penUI1lllllD 27 person 

dibandingksn luas hutan tabun 1950. Laju deforestasi selama periode 1970-1990 

diperkiraksn antam 0,6--1,2 juta bektare pertahun, sedangi9ln dalam.periode·l990-

. 2005 rata-ram mencopai 1,9 · juta hektare pertahun (FAO, .2009) ... Proses 

industrialisasi di l>erbagai. kawasan di Pulau Jawa pada awal em Orde Baru juga 

menyebabkan pencemaran lingkungan yang , terus meningkat dan sangat 

membabayakan kesebatan masyarekat (Adi~ondrn, 2003) . 

. Pada era Orde Baru pula, pemerintah Indonesia torus meningkstkaa.pengguoaan 

hutang luar negeri untuk membiayai pembanganan. Pemerintah saat itu lebih 
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memilih pinjaman intern.Sional untuk menutup defisit anggaran belanja daripada 

· mengarangi peageluaran pembangunan (Thee, 2004). Lebih lanjut Thee 

mel\ielaskan, di dalam sistem anggaran berimbang · di era • pemeriutuban em @rde 

Baru. butang-hutang luar negeri kbW!usnya dari kreditor )'ling tergabung dalam 1001, 

ditempatkan pada kolom "peneritnruul nega.m," sehingga sistem ini dapat dianggap 

fiksi dan mendorong pemerintab terus berbutang. Namun setiap tabun pemerintab 

Indonesia masill terns mencari hutang baru untuk membiayai pembaagunan . 

. . Sampai tabun 2001, jumlab total hutllng Indonesia lebib dari US$137·.miliar.atau 

· banapir- Rp 1.400 lriliun, dan setiap bari pemerintah barus membayar bunga hutang 

US$18-2{1 juta (Rp160-!80 miliar) balum termasuk ·hutang polrok 'fahun 2007 

APBN-Perubaban menyatokan, · bebun peaabayaran hutang luar negeri meneapai 

Rp55 triliun dari total seluruhanggaran sebesar Rp650 triliun. 

Meskipun menurut data World Blink (2007) msio hutang berbanding GOP Indonesia 

~ak tabun 1997 terull menunjukkan penurunan, tetapi nilai nominal hutang masib 

sangat besar. Pada tabun 2007, total butang pemerintah telah meocapai sebesar Rp 

1.313,276 triliun, yang terdiriatas hutang luar negeri sebesar Rp598,026 lriliun dan 

hutang dalam negeri sebasar Rp715,2 triliun. Tahun 2008 nilai butang ini meningkat 

menjndi Rpl.S48 triliun dan rasionya meocapai 30 persen dari Pendaputan Domestik 

Bmto(PDB). 

Deogan adanya tambaban.butang bam untuk menu!Up defisit.anggaran dalam APBN 

2008 maka otomatis tote! hutang pemerintab pada tabun 2008 akan bertambah dari 

tabun 2007. Artinya total hutang pemerintab akan semakin husar, •sehingga akan 

. meoambah kewajiban membayar bunga butang dan kewajiban membayar cicilan 

pokok bUlang; · Pada tabun 2008, kewajiban .Pemerintah. untuk membayar bunga 

butang dalam APBN 2008 total mencapai Rp91,4 trilyun yang terdiri atas ·kewajiban 

membayar bunga hutang pinjaman dalam negeri sebesar Rp 62,7 triliun; dan 

pinjaman hutang Iuar negeri sebesar Rp28, 1 lriliun. Secara total, kewajiban 

membayar bunga hutang pada tabun 2008 bertarnbah sehusar Rp7,8 triUun bila 

dibandingkan dengan ke~jiban membayar bunga hutang pada talmo 2007 sebesar 
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Rp83,5 triliun yang terdiri alas kewl\iiban membayar bunga hulaug pinjaman dalam 

negeri sebesar Rp 58,8 triliun; dan pinjaman luar negeri sebesar Rp24; 7 triliun. 

Behan pembayaran cicilan pnkok hubmg luar negeri selama.2009 dlperkirakan akan 

naik sekitar Rpl0,5 triliun dari sebelumnya Rp61,6 triliun menjadl Rp72,1 triliun 

(Antara, 2009). 

Untuk menyelamatkan lingknngan bidup dan memperlarnhat degradasi lingkungan di 

negara-negara berirembang yang sehagian besot masih memiliki kondlsi lingkungan 

yang dapat dlselama!kan; maka tahun 1984 muneul. geglisan dl Amerika Serikat 

untuk mellgalihkan sehagian hubmg negara-negara berkembang menjadi kegiabm 

k<>nservasi alam. ,Gagasan yang dlkenal sebagai pnngalihan hutang untuk .kegiatan 

loonservasi alam (debt-for-nature swap) ini, mulai-diterapkan tahun 1987·di Bolivia 

dan dlikuti oleh beberapa,negara debitor lain di .Amerike Latin dan Afrika (Sheikh, 

2006). Melalui perantara lemboga swadaya internasional seperti Worldwide Fwrdfor 

Nature (WWF), Conservation Jnternalidnal · (CI) dan The Nature Conservancy 

(INC), dan lemhaga swadaya masyarakat nasional seperti Y oyasan Kehati, negara 

kreditor mengalihkan sebogian bulaug luar negeri milik negara berkemhang pada 

harga diskon. Negara debitor lalu memhayar senliai hutang yang telah didiskon, dan 

· diberikan untuk kegia1au konservasi di dalam negeri hersanglootan. 

Sampai lahun 2004, program debt-for-nature-swap (DNS) telah dilaksanakan olah 

lebih dari 34 negam, antara lain Ghana, Filipino, Kosta Rike, Guatemala, 

· Madagaskar, dan P8IIliDlli. Madagaskar mendapatkan US$24 juta dana konservasi 

melalui skema DNS dari pemerinlah Amerike Serikat, dan US$20 juta·· dari 

. , pemerinlah Praneis, sedangkun DNS untuk Kosta Rika mencapai US$26 juta. Total 

nilai pengalihan hUtang melalui DNS sampai lahun 2004, kurang lebih US$3,7 

miliar, yang menghasilkan dana untuk kagiatas di bidang lingkungan sahesar US$1,2 

miliat. (Cherrington, 2004). 

Karena nilai hutang luar negeri Pemerinlah . sangat besar, maka Majelis 

.Permusyawarabm Rakyat Republik. Indonesia (MPR-Rl) menetapkan kebijakan 

nasional restrukturlsasi dan.pengerangan hulang luar negeri. Melalui Ketetapan MPR 
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No. IV/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, Bab IV. 

Arah Kebijakan, dinyatakan bahwa . 'pemerinlllh Indonesia· harus melakukan 

renegosiasi dan memperoepat restrukturisasi hutang luar negeri bersama Dllllll 

. Moneter Internasional, Bank Dunia; le:nihaga keuangan intemasional lairutya dan 

negara donor dengan memperhatikan .kemampuan bongsa dan negara. yang 

pelaksanaannya dilaknkan secara traru;paran dan dikonsultasikan dengan DeWan 

Perwakilan Rakyat (Bappenas,. 2009). Pemerinlllh Indonesia me:nindnklanjuti TAP 

MPR tersebut dengan memanfuatkan skema restrukturisasi dan renegosiasi hutang 

, pada negara-negara kreditor, antara lain melalui mekunisme pengalihan hutang (tkbt 

swap). 

Pada saat yang bersamaan, teroapat bukti bahwa teljadi peningkatan peneemaran 

llngkungan sebesar 15% selarna krisis ekonomi dan moneter tetjadi 1997-1998, 

mesklpun output industri menurun 18% (Msah, 1998). Lebih 1anjut menuntt Afsah, 

bal ini disebsbkan karena pada saat krisis, industri mengurangi pengeluaran sooara 

siginifikan, termasuk anggaran untuk penanggutangan peneemarsn. · 

Untuk melaksanaksn Ketetapan MPR tersebut, pemerinlllh Indonesia anggota Paris 

Club yang mengbimpun negara kreditor, st;iak tabun 2005 Ielah· memanfuatkan 

kesepakatan lembsga tersebut mengeuni persetujuan klausul pengalihan hutang 

bilateral yang dimului sejak tabun 1990 :(GECD, 2007).'· Potensi konversi hutang 

pemerinlllh indonesia diperlrirakan mencapai lebih dari Rp18 trilinn. Tahno 2005 

Indonesia mulai memanfaatkan pengalihan hutang llliink program pendidikan dengan 

Jerman dan ltalia 

Tahun 2004 pemerintab Indonesia mengajnkan· proposal betjudul Financial 

Assistance for ETWironmentallfiVestments kepada pemerintab Jerman. Proposal ini 

ditujnkan untuk membiayai kegiatan usaha nillo:o, kecil dan menengah yang tidak 

memiliki akses perbonkan dalaru pengelolann lingkungan hidup (KLH, 2004). 

Tabun 2006, pemerinlllh Jerman menyepakati propesal tersebut dan bersadia 

mengalihkan sebsgian hutang pemerintab Indonesia melalui mekanisme DNS untuk 

kegiatan di sektor kabutanan dan lingkungan hidup. 
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Melalui program DNS 1ahun 2006 atau dikeual. pula sebagoi DNS ill, pemerinlah 

Indonesia mendapatkrut dana konservasi sebesar €12,5 jula (Rp125 miliar) umuk 

dua kegiatan yaitu konservasi alam dan kredit investasi lingkungan. Kegiatan 

konservasi alam dilakukan di tiga .lalnao nasional di Pulau Sumatem yaitu Taman 

Nasional Leuser, Taman Nasional Kerincl Seblat, Taman Nasional Bukit Barisan 

Selamn dengan anggm:an sebesar €6,25 julll. Pemerin1ah lndnnesia mengalokasikan 

dana konservasi sekitar US$2,3 per-bektanl pada 1ahun 2004, sedangkan di Tbailaod 

mencapai US$20,6 per-hektanl, dan Amerika Serikat sebesar US$76,12 per-hektare. 

Konferensi keaneknmgaman hsyati ketujuh di Kuala Lumpur, Malaysia pada 1ahun 

2006, telah menyepakati bahwa dana pengelolaan kawasan konservasi di kawasan 

· negara-negam anggota ASEAN minimal US$18,3 per-hektanl per1ahun (I'empn, 

2006). 

Program DNS ill yang lain ndalah kredit investasi bergulir llllit usaha mikro dan 

keel! untuk pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan di 15 provinsi (RLH, 2008). 

Menurut data BPS 1ahun 2007, jumlah llllit usaha di Indonesia mencapai 43 juta llllit, 

. 99,9% diaotaraoya ndaiah usaha mikro dan keel! yang menyerap 97,3% angkalan 

ketja yang ada (BPS 2007 dalrun Brata, 2009). Jumlah dan keragaman usaha yang 

tinggi · menyehsbkan UMK menghssllkan berbagei jenis limbah yang · dibuaog ke 

lingkungan. Karena . skala bisnis dan permudalan yang relstif.sangat kecil, maka 

lirnbah-lirnbah tersebut tidak ditangeni dengan baik dan berpotenal mencemari 

lingkongan (Dhewanthi, 2007). · 

Nilai hutang yang dikonversi menjsdi anggm:an program DNS m relatif sangat kecil 

dihsndingkan data jumlah potenal hutang Indonesia yang dapat dikonversi dengan 

mekanisme yang soma pada pemerin1ah Jerman (Bereru11nann, 2007). Pelaksanaan 

program DNS m yang dimulai pada Tahun Anggarao 2006 jnga relatif teriambat 

dibandingkan dengan program DNS yang te!ah dimulai 1ahun 1987. 
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Indonesia menghadapi tantangan pembangunan be!kelanjutan ~<arena meningkatnya 

dampak negatif pembangunan berupa peneemamn. llul.ah. air ·dan udanl yang 

berpotensi untuk mengurangi kualitas sumber daya manUSia Pada saat yang 

·bersamam..terdapat peluang yang relatifbesm bagi Indonesia-untuk memanfuatkan 

skema pengalihan hutang luar negeri untuk membiayai kegiatas-kegiatan konservasi 

aiam dan lingkungao bid up (debt-for-nature swap). 

. .· 
; . ,,, -

lmplementasi DNS Ill mela!ui kredit .inveswi lingkungao !Ultuk usaha mikro dan 

kecil merupakan salab saw upaya •Pernerintab untuk memperkuat program 

pengelolaan linglruilgao hidup. Di sisi Jain, pemanfuatan potensi DNS temyata 

masih •relatif saogat. keel!. djbaridingkan .jumlab hutang .Juar negeri pemerintab 

Indonesia dan poteUSi DNS yang ada, sedangkun tingkat penyerapan kreditDNS Ill 

sampai akbir tabun 2008 masih relatif rendab. Berdasarkan kondisi-kondisi objektif 

tersebut maka permasalabao yang diajokao di dalam penelitian ini adalab: 

lmplementasi kebijabn pengallllan butang luar negeri lndonesis melalui 

mekanbme DNS ill belnm optimaL 

Deri perumusan masalab di atas, maka pertanyaan-pertanyaan yang diajokao di 

dalam penelitian ini adalab: 

I. Bagairoana kebijakan pengalihan hutang diimplementasikan melalui program 

kredit investasi lingkungan untuk usaha mikro dan keci! di Indonesia? 

2. Apa saja isu-isu utama kebijakan dalam implementasi program DNS Ill uatuk 

nsaha mikro dan kecil di Indonesia? 

3. Faktnr-falctor apa saja yang dapat mengnptimalkan program DNS Ill? 

1.3. Tujuan Penelilian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telab disusun, maka tujuan penelitian ini 

adalab: 
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1. Menganalisis implementasi kebijakan penempan prognnn · DNS m untuk sekror 

usaba m.ikro dan kecil di Indonesia. 

· · 2. Mengidantifikasi dan menganalisis isu-isu utama dalam kebijakan DNS lll untuk 

sektor usaba m.ikro dan kecil di Indonesia. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang dinilai para pihak yang berkepentingan mampu 

mengoptimalkan prognnn DNS m. 

1.4. Manfaat l'enelitian 

Manfaat yang .diperoleh dari .penelitien ini,' adalah: 

I. Para .pihak yang berkepentingan dapat mengidentifikesi dan menganaiisis fllktor­

faktm pengh.ambat dalam kebijakan implementasi DNS ill di Indonesia. 

, 2. Tersedianya pilihan-pilihan kebijakan untuk optimasi implementasi DNS lll di 

Indonesia. 

.. '· 

' . 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teoritik 

2.1.1 Paradigma pengelolaan lingkungan 

Keyakirum yang lruat tentang kedudukan. lingknngan bidnp sebagei bamng publik 

telab· menyebabkan ketiedaan tindakan dari para pemangkn kepentingan 'untuk 

menekan pencemaran lingknngan (Ostrom, 1990). Hal ini disebabkan karena 

mamJSia sebagai makbluk individu yang rasional dan berorientasi pribadi (self 

interesteri), tidak akan ikut• serta dalam usaha menoapai kesejubternan. bersama 

(Olson; 1965 dalam Ostrom, 1990). Manusia akan memaksimalkan kesejahternan 

pribedinya dan dapat pula memanfaatkan basil usaha orang lain antuk 

kesejabteraannya sendiri alan banya mencari untung (free rider). Bila semua manusia 

bertindak sebagai free rider maka masyarakat tidak akan memperoleb keuntungan­

keuntnogan kolektif seperti air, tanab, atau udara yang bersih, .Olson menyabut 

konsep ini sebegai Logika Tindalmn Kolektif(The Logic•ofCo/lec/iveAciion). 

Dampek dari motif manusia yang banya mencari untung dalam pengelolaan sumber 

daya alam akan menyebabkan tmgedi peda barang publik atau The Tragedy of the 

Commons, sebagaimana pemyataan Hardin (1968), Karena udara dan ait tidak.dapat 

dipagari, maka menurut Hardin, dibutubkan . betbagai ins !rumen lrebijakan untuk 

menc;egab leljedinya tiagedi ini: 

. lnstrumen kebijakan dalam pengelolaan lingknngan bidup umumhya dapat dibag:i 

. 'menjadi dna kategori · besar yaltu: (I) co1tiTIUllld-and-oontrol; (2) mar/ret-based 

InCentive atau Incentive-based mechanism (Gunatilake, 20011). lnstrumen command­

and-control atau atur dan awasi· mulai diimplementasikan pada awal dekade 1980-an, 

lrelika pemerintah di berbagei negara bertindak sebegai regulator yang menetapkan 

berbegai peraturan (regulatory regime) tentang baku mutu emisi dan standar 

teknologi (Eckersley 1995, · Shatp 2000), dan memaksa perusahaan-perusahaan 

menaatinya. Penaatan itu antara lain dilaknkan dengan memasang alat pengolab 

limbeb di ujung proses produksi (end-ofplpe) balk pengo lab limbab usir maupun alat 

pengendalian emisi. Peudekatan · rezim regulatoritas ini menyebabkan munculnya 
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persepsi bahwa program pengelolaan lingkungan yang memerlukan biaya tinggi dan 

menjadi sumber pengeluaran baru (rost center) nntuk perusabaan {Soemarwoto, 

2005). 

Penerapan prinsip Command and Control, antara lam dilokukan dengan prinsip 

Polluter Pays Principle atau prinsip pencemar hams membayar, yang menyatakan 

bahwa biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran hams ditanggung. oleh 

peru:emar. Renerapan prinsip dilokukan dengan mengintomalisasikan biaya-biaya 

ekstemalitas oleh perusabaan. Asas ini diatur pula. dalam Undang-nndang N.32 

tnhun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sekretariat 

Negara, 2009). 

Penoxapan prinsip peneemar hams membayar . banya efektif untuk sumber 

pencemaran yang terpusat, di mana menurut Suparmoko .(2007), pemerintah 

memerlukan biaya tertentu nntuk penegakan peraturan (enforcement cost). Prinsip 

ini tidllk efektif diterapkan untuk sumber pencemar yang dapat ditentukan sumber 

utarnanya, tersebar, dan bemgam seperti usaha mikro den kecil (UMK). 

Bermunaan dengan perkembangan peru:emaran dari sumber non-point source, maka 

peda dekade 1990-an mnncul patadigma pengelolaaidingkungan yang baru yaitu 

paradigma prodoksi lebih bersih (cleaner production) yang menggeser.pengelolaan 

lingkungan lebih ke hulu yaitu pada proses produksi yang memanfaatkan teknologi 

nntuk meningkatkan efisiensi dan mengumngi baban baku, mengumngi pemakalan 

energi dan bahan kimia tambahan. Paradigma ini disebut pula atur diri sendiri 

(Soemarwoto, 2005) "!<arena memasukkan · unsur kesuksrelaan dalam pengelolaan 

lingkungan. Dalam patadigma Atur Diri Sendiri (ADS), peranan pemerintah bergeser 

dari peagatur dan pengawas menjadi peudorong masyarak:at nntuk menyelamatkan 

lingkungan. Masyarakat bebas memilih seodiri cara dan leknologi untuk 

menyelamatkan lingkungan hidup (Soemarwoto, 2005) . 

. Perubaban ini menyebahkan bergesemya pusat ak.tivitas pengelolaan lingkungan dari 

pengembangan dan introduksi teknologi pengolahan limbah di• mulut pipa kepada 
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perbailim sistem produksi yang lebih mmah linglrungan· yang bertujuan untuk 

mencegah atau meminimasi volume limbah. · Pergesemn ini menyebabkan 

berk:urangnya biaya yang diperlukan unit usaba untuk mempertahankan kinelja 

pengelolaan lingkungannya (KLH, 2007). Selain memberikan keuntangan finansial 

berupa peoghematan pemakaiao bahan baku dati bahm kimia tambabao serta 

penguraugao reyect rate product, peralatan produksi bersih ini temyata dapat pula 

mengnrnngi be ban pengo laban limbab (BNI, 2007). . . ,, . ; . ' 

Untuk menekan biaya penegakan peraturan make pencemaran dari surnber tek tentu 

yang beljumlah relatif sangat baoyak dan tersebat, dapat dicegab atau dikurangi 

dengan: meningkatkan kesedaran l!laSyatakat dalatn memelibara lingkungan hidup 

dati tindukan sukarela dari perusabaon·perusabaao yang membuaog limbab ke media 

lingkungan. Salah satu strategi yang -umum'dipakai pemerintab atau pihak regulator 

lainnya untuk memimntu para pengusaba meningkatkan kualitas lingkimgan hidup 

adalah mernberikan insentif ekonomi (Kllhn 1995, Dryzek, ed. 2001 ). 

Peneliti sepakat dengaa Kahn (1995) dan Adjaye (2005) yang menyatakan bahwa 

insentif ekonomi adalah saiah. satu alat. imntu ·untuk ruempertemukan kopentingaa 

pribadi . dan kepentingan sosial dalatn masalah-masaiah lingkungan hidup. 

Kepentingan . pribadi . dimaksudkan sebagai kepentingaa untuk memaksimalkan 

pemenuhan 1\ljuan.tujuan pribadi termasuk motivasi untuk mendapatkan keun!ungan 

ekonomi. Kepentingan sosia! dimaksudkan sebagai kepentingan seluruh masyarakat 

. Ul\tllk.menikmati lingkungan yang bersih, sebat, dan bebas pnlusi. Lebih lanjut Kahn 

menjelaskan contoh insentif ekonomi antata lain pajak peneemaran, sahsidi 

pencegabao. peneelilatan, perdagangan izin. (permit trading), sistem deposit. dana 

bergulir, dan bonding and liability systems. Kredit yang diberikan kepada UMK 

dalatn skema.DNS m termasuk dalam deposit dana bergulir. 

Program DNS ill edalah salah satu implementasi kebijaksn perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dengan memakai instramen insentif ekonomi dari 

pemerintab. Campur tangan pemerintab dalatn masalah pencemaran tetap diperlukan 

hila instrumen kebijakan yang ada relatif tidak efesien untuk menurunkan tingkat 

11 

Studi Implementasi..., I Gusti Gede Maha S. Adi, Pascasarjana UI, 2010



pencemaran (Suparmolro, ·2007). Perundang-undangan yang mengatur perllndungan 

dan pengelolaan Iing]rongan hidup juga menyatakan bahwa salah satu asas 

perlindungan dan pengelolaan linglrongan hidup adalah tanggung jawab negara, 

sehlngga program DNS Ill merupakan salah satu contoh pengejaWlllltahan asas 

. tersebut (Sektetariat Negara RI, 2009). 

2.1.2 Analisis kebijakan 

K.ebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untak mengarahkan 

cara-<:arn bertindak yang dibuat secara lerencam dan lronsisten· didam mencapai 

tujuan tertentu. Sedangkan menurut Anderson (1979) kebijakan publik adalah 

· kebijakan yang ditetapkan o1eh badan·badan atau lembaga pemerintah. Secara 

tra<lisional para poker ilmu polilik mengketegorikan kebijakan publik. menjadi tiga 

jenis yaitu: kebijakan substantif, kebijakan kelembagaan dan kahijakan menurut 

kurun wnktu tertentu (Suberto, 2005). 

Salah satu aktivitas dalam studi kebijakan adatah analisis kebijakan. Dunn (1999) 

menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah aktivitas intelekenal dan praktis, yang 

ditujukan untuk menciptakan dan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan 

pengetahuan tentang dan di dalam proses pernbuatan kebijakan. Dalam mertciptakan 

pengetahuan tentang proses pembuatan .kahijakan, maka para analis kebijakan 

meneliti sebah, akibal, dan kinetja kebijakan dan program publik. 

· Lebih lanjut Dunn met\ielaskan bahwa salah· satu tqjuan penting analiais kebijakan 

publik adalah untak. merumuskan masalab sebagai bagian dari pencarian solusi. 

Sadangkan P8lll0ns (2005) betpendapat bahwa tujuan analisis kebijakan adalah 

mengevaluasi pendelrotan-pendeketan yang memberikan kerangke penjelasan yang 

''paling masuk ukal" untak menemngkan suatu keputusan terteiltu. · · Sadangkan untak 

ruang linglrop analisis kebijakan, peneliti sepakst dengan Dye (1980) yang 

. menyatakan ruang itu adalah apa yang dilakukan dan tidak dilalrokan oleb 

pemerintah. Analisis kebijakan mempunyai bebempa manfuat penting, ant;ua lain 

digunakan dalam pengenahangan· ilmu pengetahuau, membantu para ptalct.isi didam 
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memecahkan masalah-masalah publik dan berguna untuk tujuan-tujuan polilik 

(Subarsono, 02006). 

2.1.3 Lil1glmp analisis 

Berdasarkan delinisi dan ruang lingkup yang diajulqm Dye (!980), maka analisis 

kebijakan publik ditujakan kepada setiap kebijakan yang ditetapkan oleh badan­

badan dan Jembaga-lembaga pemerin!ah dalam bidang tertentu. · Ruang lingkup 

penelitian ini termasok dalam ruang lingkup analisis kebijakan publik menurut 

delinisi Dye, karena objek penelitian adalah kebijakan pllblik berupa kebijakan 

restrukturisasi hutang yang dilaksanakan oleh pemerin!ah Indonesia melalui progunn 

DNS III dan dikelola oleblembaga pemerin!ah·yliitu KLH, yang diirl!plementaSlkan 

melalui progmm konversi·hutang untuk kogiatan konservasi (debt-for-nature .-wop). 

Analisis kolembagaan terhadap leinbaga swasta seperti lembaga keuangan, UMK, 

dan lembaga non-pemerintah seperti LSM· di dalam penelitian ini terbatas hanya 

untuk mendokung analisis kebijakan DNS III. 

2.1.4 Benlllk analisis 

Berdasarkan bubungan antw:a · komponen informasi-kebijakan dengan metode 

analisisnya, Dunn (1999) membedakan tiga. bentuk analisis kebijakan yaitu: (!) 

• analisis prospektif; berupa prodoksi datr tmnsfonnasi infotmasi . sebelum aksi 

kebijakan dimulai, (2) analisis reirospektif; berupa peneiptaan dan tmnsformasi 

informasi setelah akili kobijakan dilakukan, dan (3) analisis terintegrasi, yang 

merupokan knmbinasi bentuk analisis (I) dan (2); ' , .. 

Ketiga. bentuk analisis tersebut mempunyai dampak berbeda-beda terhadap sebuah 

kebijakan yang disusun dan•diimplementaslkan. Analisis prospektif -mensimiosakan 

semua informasi untuk dipakai dalam merumnskon · altematif dan prererensi 

kebijakan. lnformasi yang terkumpul sebelum kebijakan diputuaksn juga dipakai 

dalam peramalan, seperti yang biasanya dipahai pam ahli'ekonomi atau anal is sis! em. 
Dengan demikian, analisis ini tidak memasokkan kogiatan mengumpulkan informasi 

dalam definisi tentimg.analisis kebijakan .. · • .· 
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Analisis retrospek1if merupakan analisis yang tidal< berorientasi lrepada tujuan dan 

sasaran spesifik dari sebuah kebijakan, tetapi kepada konsekuensi kebijakan. Para 

paknr politik dan sosiolog merupakan kelompok yang ·sering memakai analisis 

retrospektif untuk mengkaji . dampak dari sebuah kebijakan pemerintah selelah 

kebijakan tersebut diimplementasikan.. Penelitian .bennaksud menentukan kslegori 

. ··program DNS lli berdasrukan prodoksi dan transformasi infonnasinya. 

2.1.5 Tahapan analisis 

Tahapan di dalam analisis kebijakan juga disampaikan oleh Patton dan Sawicki 

(1986) yang melipnti enam lllbap y.Utu: (l) Tahap verifikasi yang bel'tl!iuan 

merumuskan dan menjelaskan masalah,..(2) membangun dan mengevaluasi kriteria, 

(3) meogidentifikasi kebijakan altematif, (4) mengevaluasi lrebijakan-kebijakan 

alteruatif, (5) menyajikan dan memilih kebijakan di antam kebijakan-kebijakan 

altematifyang disusun, (6) memonitor basil-basil kebijakan. 

Penelitian ini meogikuti lllhapan yang dinyatakan Patton and Sawicki, dan diawali 

deogan deskripsi tentang lrebijakan nasional konversi hutang· (debt swap) dan 

implementasi DNS lli di Indonesia, dan masalah-masalah apa soja yang muncul 

lretika kebijakan tersebut diimplementasikan melalul program DNS IJI, seperti. yang 

tercantum dalam bagian Perumusan Masalah penetitian ini. Krileria·kriteria.dalam 

kebijakan yang akan dibangun dan dievaluasi,. diperoleb dari kriteria prognun yang 

telah. dis,usun dalam sebuah kesepakatan · alltara pemarintah Jerman dan Indonesia. 

Seluruh kriteria akan dievaluasi dengan memakai aruilisis lrelembagsan serta 

perangkat lunak AHP. Hasil pengo laban dengan AHP akan mengbasilkan bobot dari 

berbagai allematif kebijakan. Tahap analisis ke-4, 5 dan ke-6 disajikan da1am tahel 

pilihan-pilihan prioritas masalah seanal analisis AHP dan analisis deskriptif untuk 

menjelaskan priroritas tersebut. 

Peneliti sepakat dengan Gordon et.al •. (lo977J,.yang menggatllbari<an variasi .analisis 

kebijakan sebagai sebuah kontinuum yang tidal< terputus dan saling berhubnngan, di 

mana setiap lllhap memiliki tujuan dan .output yang berbeda-beda (Gamber !). 
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Penelitian ini merupakan varian dari konfurum Gordon, )'llitu pelielitian prula tingkat 

monitoring dan evaluasi kebijakan, 'yang bertujdan mengkaji bagaitnana kinelja 

kebijakan publik. dengan mempertimbangkan· tujuan keb!jakan dan apa dampak 

kebijakan terbadap suatu persoalan lel:te!!tU. 

Anidisis 

d~i 

kebijakan 

Posisl penelitian 
Analisis 

Kebijal<an 

2 

· Analisis lsi 

kebijakan 

Analisis tmtuk 

Kebfal<an ~. 
' 

5 

·! Informasi· · Advokasi 

untuk , ~b)j.kan, 

kebijakan 

. . ' - . ' ' _.,_, - ,:. ' 

Gambar L Variasi Analisis Kebijakan (Gordon, eta!, 1977) dan posisi penelitian 
··- \ 

Tabap ketiga pad<!: gafls kontinum (Gambar l) ditujukan untuk menganallsis 

bagafmana kinerja kebijakan DNS ill yang dikelola oleb KLH, dengan 

mempertimbangkan tujuan kebijakannya, dan apa dampak kebijakan itu terbadap 

suatu persoalan tertentu. Dalam penelitian ini, tujuan kebijakan telab diketabni )'llitu 

memngkatkan kualitas lirlgkuliga.1 bidup, sedangkan ~pak kebijakan akan 
' ' 

dianalisis lebih lnnjut. Tabapan analisis ini dlsebut p~ Monitoring 'lriiplementasi 

Kebi)akan ~na dilakakan pada saat. kebijakan sedarig dih,;ptemen\asikan. 
' '. . ; " ., ' • ! 

Subarsono (2006) menyatakan. monitoring implementasi kebijakan adalab kegiatan 

analisis kebijakan untuk melakakan evalnasi terbadap impelefuentasi kebijakan. 

!<arena program DNS Ill masih berlangsung saat penelitian ini dilaksanakan, meke . ' ; . 
analis kebijakannya Umnasuk .Warn 1abap Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. 

Berd~ lai>o= basil evaluasi program yang telab dilaksanakan i<LH dan isu­

isu kebijakan utama yang dinyatakan oleh para stak21wlders, meke implementasinya 

akan di~vatuasi dalam studi implementasi kebijakan, yang dinyatakan sebagal basil 
' '- ~ ',; ,. '-' 

analisis melalui metode AHP. 
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Monitoring ke)lijakan memlliki tiga tujuon (Parsons, 2005) yaitu: (I) Melliaga agar 

kebijakan Ylll!8 s¢ang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan SllSOl'llll, (2) 

menemakan kesalabon .sedini mqngkin sehlngga mengurangi risiko yang lebih bessr, 

(3) melakakan tindakan modifikasi tllliladap kebijakan apabila basil monitoring 

mengharuakan untuk itu . 

Untuk mencapai tujwm monitoring implementasi kebijakan, maka Ripley and 

Fmnklin (1982) mendeskripsikan babwa implementasi kebijakan terdiri dari lima 
-- . . .. 

kegiatan yaitu: (I) Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan 

tanggung jawab menjalankan program, baros mendapatkan sumber-sumber yang 

dibutuhkan agar implementasi """alan lancar, (2) sumber-sumber ini melipoti 

personil, peralatan, laban tanab, behan-bahao mentah, dan uang (3) badan-badan 

pelaksana pengembangun bahasa anggaran dasar menjadi arahao-arahan kookrit, 

regulasi serta rencana-reooma dan desain program, ( 4) badan-badan pelaksana baros 

mengorganisasikan kegiatan mereka dengan meneiptakan unit-unit birokrasi dan 

rutinitas untuk mengatasi beban kega, dan (5) badan pelaksana memberikan 

keuntungan. atau pembayaran kepada pera pelanggan atau kelompok-kelompok 

target. 

Penelitian jni akan menganalisis aspek kelembagaan dan ruang lingkup tugw; pokok .. ~ '·' . ' 

dan fungsi dan sumbardaya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga ini dalam 

mengiropienlentasikan program DNS m.. Analisis kel~bagaan juga dspat 
. ... '· 

digunakan untuk menjelaakan kegiatan (3), (4), dan (5) sebagaimana yang dimaksud 
' Fmnklin and Ripley di alas. 

/ . - .· 

' Lebih lanjut menurut Grindle (1980), tugas implementasi kebijakan adalah 
' --. ' . 

membentuk suatu kaitan (linkage) yang memodahkan tujuan-tujwm kebijakan dspat 

direalisasikan sebagai dampek dari suatu kegiatan pemerintah. Faktor-faktor yang 

mempengarahi implementasi kebijakan adalah komunikesi, sumber-sumber, 
. . ' ' 

kecenderungan-kecenderungan atau tingkeh laku, dan struktur birokrasi (Edwards, 

1980 dalam Winumo, 2008). 
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2.1.6 Proseslmplemontasi · 

Studi implementasi adalah bagian yang sangat panting untuk meru:t~pai tujuan 

kebijaknn. Pengaruh implementasi terhadap kebijakan dlsebabkan oleh para birokrat 

·yang melaksanakan kebijaknn dalam prnktiknya bllkan pegawai ·negeri yang netral, 

tetapi mempunyai ide, nilai, kepentingan, keyak.inan, yang· mereka pakai untuk 

membentuk kebijakan (Massey, 1993 dalam Parsons, 2005). Model implementasi 

kebijaknn dikelompokkan menjadi tiga model yaitu model msionallop down, mOdel 

.bottom up, model implenrentasi hibrid, 

Model msional lap down yang berisi gagasan babwa implementasi adalah 

• menjadikan orang melakekan apa-apa yang diperinlabkan dan mengonttol urutan 

tahapan dalam sebuah sistem; dan implementasi·adalah .soal pengembangan sebuah 

progmm kontrol kebijakan (Piessman dan Wildavslcy, 1973 dalam Parsons, 2005). 

Model bollr>m up menekankan bahwa implementasi di lapangan memberikan 

keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan dan prosedur 

dianggap mengaodnng elemen interpretatif (Parsons, 2005). Model ini mengakni 

bahwa para profesional pnnya peran panting dalam menjalankan pelaksanaan sebuab 

kebijakan karena proses kebijakan mungkin "dibelokken" . oleh implementasi 

kehijaknn yang didominssi oleh kalangan profesional (Dunleavy, 1982)•·. 

• Modal implementasibihrid terdiri dari beberapa teori implementasi kebijaknn seperti 

. implementasi sebagia. proses evolusi, implementasi dalam kerangke ~erialis, 

implementasi dan tipe . kebijakan, analisis ·anter-organisasi dan implementasi 

·(Parsons, 2005). Hasil penelitirui .akan menentukan model• implementasi DNS III 

serta dampak dari implementasi modal tersebut terhadep kebijakannya. 

2.1. 7 Konsep ilefJe.for-nature swap 

Mekanisme Debt-for-Nattue Swap melihatkan penangguhan s'\iumlah hutang luar 

negeri negam-negara berlrembang dalam nilai tukar mala uang lokal, untuk mendanai 

kegiatan .konservasl dan perliodungan liogkengan di negara bersangke!an (Moye, 

200 I). Berdeaarkan jenis hutang yang dapat dialihkan, maka mekanisme DNS dapat 
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dipakai untuk meogalihkan semua jellis hutang luar negeri, berupa bullmg bilat<ral, 

multibilatend, multilateral, komersial, maupun hutang swasta. Ptognun DNS 

didomin.asi oleh pengalihan hutang bilatetal dan multilatetal, tetapi hutang swasta 

juga mulai dialihkan (Ochiollini, 1990). Saleh· satu contoh hutaog swasta yang 

dialihkan dalam skema DNS dilakukan tahun 1989 oleh American Express 

Company. Perusahaan penerbit.kartu !credit ini meojual piutangnya berupa sum! 

hutang (obligasi) pemerintah Costa Rica senilai US$5,6 jota ·yang dibeli deogan 

harga US$784 ribu oleh LSM Conservation International (The New York Times, 

1989). 

Pelaksanaan DNS.: juga melibatkan banyak pibak yang masing-masing saling 

berkaitan karena · kegiatan konversi ini memerlukan tierOOgai · disiplin ihnu. 

Berdasarkan para pibak yang rerlibat di dalam pelaksanwm konversi, maka terdapat 

dua model DNS yang lazim diimplemeotasikan yaitu: (i) Model triperti dan (ii) 

Model bilatetal. 

(1) DNS trlparli 

Untuk mengaiihkan hutang negara kepada kegiatan konservasi, maka negara !creditor 

memerlukan pibak ketiga. yang biS!l • dipereaya untuk membeli, mengelola atau 

melakaanakan program DNS, dan biasanya adalah lembaga-lembilga konservasi atan 

aktivis lingkongan yang bersedia mengambil alih hutang tersebut, dan benmding 

dangan pibak terhutang. Mailurut Thapa (1998), biasmiya bank-bank komersial 

tertarik dengao konversi hutang menjadi penyertaau saham (debt equity swap), 

sedangkao DNS biasmiya dipilih para pibak yang memiliki kepedelian kepada 

program perlindungan lingkongau. .Berbagai jenis hutang luar · negeri · dilpat 

dikonversi tetapi .yai!g paling lnzim adalab hutang kategori ODA (<!lficial 

development assistance) atau bantuan resmi pembangunan. 

Dalam skema konversi triperti, pengalihan sebagian hullmg ini untuk kegiatan 

konservasi memedukan paranan lembilga-lembilga konservasi dan donor yang rnau 

membayar sebagiao bntaog tersebot yang berperan sebagai pibak ketiga dalam 

perundingao antara kreditor dan .debitor, Pibak ketiga ini disebut pula investor 
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linglamgan, yang membeli' hutang negaxa berkembang pada berga diskon di pasar 

sekunder., Nilai hutailg yang telllh didiskon ·ini merupakan jumlah dana. yang 

dialihkan ke dalam program.konservasi yang disediakan oleh negara debiror. Seinua 

mekanisme DNS pada sepuluh talmo pertama · diimplementasiksn sesuai dengan 

· mekanisme yang diajukan Lovejoy tahun 1984 yaitu memakai pihak ketiga atau DNS 

triparti (Chetringron, 2004). 

Pihak ketiga juga menjalankan petan menjembatani . proses perundingan dan 

pelaksanaan pengalihan sebagian hulling serta pelnkslmaannya kegiallm konservasi di 

lapangan, dan biasanya dilakukan oleh organisasi non-pemerintah seperti WWF, 

Conservation International (Cl) atau <'C/ie,Nature Conservancy (INC) utan Yayasan 

Keanekaragaman Hayati (Kebati). Se!ain organisasi linglamgan hidup; peranan pihak 

ketiga ini dapat dlberiksn kepada Iembaga. pendidikan, Iemboga intemasional; atau 

negara:Iain yang mentiliki kemampuan dankapasitas dalam negosiasi serta mencari 

dana pembelian hutang. 

,_. ·' 

(2) DNS bilateral 

Sejalt PariS Club menerima usulan konversi hutang tahun 1990,.DNS bilatural muini 

diperkenalkan, dl mana negosiasi DNS dllaltukan hanya oleh dua pihak (bilateral) 

dimana. negara kreditor Jangsuog membatalkan sejumlah hutang kepada nega.ra 

debiror. Konversi melalui hubungan bilatural antara pemerintah debitor dan kreditor 

tanpa mclibsli<:an.pibak ketiga (Dhewanthi, 2007). 

Negara debitor dan kreditor akan menycpakati program linglamgan•hldup yang altan 

dibiayai dengan sisa butang luar · negeri setelah konversi, yang akan .dibayarkan 

kepada ·lembaga keuangan atau baalt yang:ditunjuk oleh• kreditor. Tingkat 

pemotongan hutang bilaterahergantung kepada kesepakatan bersama kedua pibak 

Meskipun premis pertukaran hutang untuk konservasi lingkuogan sekilas sederbaan, 

namun dalam implementasinya usaha-usaha untuk menoapai kesepakatan dalam 

DNS memerlukan keJjasama dan koordlnasi berbagai pillak. 
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~lain kedua lipe DNS tersebut, tenlapat beberapa pengecualian .la!rena keinginan 

negara kreditor. Amerika Serilcrtt melalui mekanisme Undang-undang Perlindungan 

Hutan Tropls mengallulkan permintaan pengaliban hutang Belize dengnn pemiltara 

LSM (Cherrington, 2004). Melalui mekanisme yang sama, pemerintah Amerika 

·Serikat mengalihkan hutang pemerintah Indonesia senilw US$30 juta pada 

pertengahan tahun 2009, di mana kedua pihak menyepakati LSM Yayasan 

Keanekamgaman Hayali (Kehati) sebagw pengelola dana dan pelaksana program 

DNS IV untuk sektor kebutaoan di dalam tiga kawasan taman nasional di Ptilau 

Sumatera (The Jakarta Post, 2009). · .: , 

2.1.8 lmplementasi di lingkat intemasional ·· • 

, Pasar sekander negara-negara berkembang 'mulai muncul pada tahun .. 1982 la!rena 

meningkatnya krisis•hutang internesional (Dogse and Droste, 1990). Karena negam-

. negara · debitor tidak mampu memhayar · hutang-hutangnya, maka pam : kreditor 

terutama bank-bank swasta memutuskan untuk menjnal hutang-hut.ang. itu dengan 

harga diskon. daripada tetap menahannya sebagw kredit macet. Pada awalnya sangat 

sedikit pemhali yang tertarik dengan jual beli butang ini, tempi .hersimuUtn •dengan 

kenoikan bunga dari sisi penawaran dan permintuaan. transaksi meningkat• Hutang­

butaog macet ini diperdagangkan dengnn berbagai mekauisme konversi:seperti• debt­

for-equity swap, debt buy back; debt-debt swaps, debt for bonds dan .befkembang 

pula debt-jor-develupment swap (pengaliluui hutang untuk kegiatan pembangiman) 

dan debt-for-nature swups (pengatiban butaog .untuk kanservasi alam). 

Gagasan utrtuk menghulmngkan hutang luar negeri dengan peles!arian lingkugnan 

bidup pertama kali dikemukakan tahun 1984 •oleh Walcil Presiden·Bidang' Sains 

World Wide Fund for Nature (WWF) Thomas E. Lovejoy, dalam artilrel :opini di 

sumt kabar The New York Times (ECLAC, 2001),·Lovejoy mengungkapkan·ide 

behwa hu!ang lunr negeri dapat dihubimgkan dengan program konservasi •di.negara· 

negara berkembang, karena krisis keuangan yang terjadi saat im Ielah menyebahkan 

semakin mengecilnya anggaran untuk lingkungan bidup di negara-negara yang 

hutang luar negeri yang sangat tinggi. Pada saat yang betsamaan, negara penghutang 

ini mengejar pertumbuban ekonomi dan pendapatannya dengan produk yang 
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berorientasi ekspor, sehingga mendorong eksploitasi hutan dan sumberdaya alam 

lainoya. Bila keru:mkan hutan dan .l.ingkuogat~ dapat ditek:an, maka kemungkinan 

negara-negam debitor lepas darl je<at hutang luar negeri akan semakio besar. 

Lovejoy kemudian mengusulksn untuk melakukan pengalihan (konversi) sebagian 

hutang milik negara-negara kreditor menjadi program konvervasi l.inglrungan hidup 

di negara-negam debitor yang mernpaksn negara miskin alllu negara berkembang 

(ECLAC, 2001). Premis dasar darl konsep konversi hutang ini adalah 

membelanjakan uang untuk memhayar hutan'g pada program-program yang 

diraneang untuk meningkalkan pengelolaan ltngirungan dan sumberdaya alam, se!Ul 

program-program pembangunan berkelanjutan termasuk bidang pendidikan di negara 

debitor (Thapa, 1998). Pada awalnya program ini ditujuksn kepada negara rniskin 

dengan kategori hutang sangat tinggi atau HJPC, te!aPi kemudian diberiksn juga 

kepada negara dangan pendepatan sedang. 

Bolivia adalah negara pertama yang mengimp!ementasikan DNS tahun 1987. Untuk 

setiap hutang senilai US$!, maka pemerintah Bolivia akan membel.inya US$15 sen. 

Conservation International yang bertindak sehagai investor linglrungan, memberiksn 

hibah senilai US$100,000 untuk membeli hutang Bolivia yang bernilai US$650,000, 

yang dipakai pemerintah Bolivia untuk program konservasi di kawasan Beni 

Biosphere, yaitu sebuah kawasan. konservasi hutan tropis seluas 1,5 juta hektare 

(Page, 2004). Lebih darl 30 negara telab menyusul Bolivia, seperti Ghana, Filipina, 

Koslll Rika, Guatemala, Panama, Madagaskar, dan lain-lain. Sampai tahun 2002 total 

nilai. pengalihan hutang untuk daua tiaglrungan sndeh mencapai kurang lebih 

US$7,069 rniliar yang menghasilkan daua tiaglrungan sebesar US$989,593 jn!a 

(CIFOR, 2003). 

Beberapa negara kreditor juga mengadopsi konsep DNS dengan beberapa varian 

seperti Debt-for-Environment di Jerman, Debt-for-Aid di Be!gia, Debt-for­

Conservation Initiative di Canada, Debt-for-Development and Environment dl 

Belanda, Debt{or-Convertion Initiative-for-the Environment dl Amerika Letin dan 

Tropical Forest Conservalion di Amerika Serikat (Departemen Kehutanan, 1998). 
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' 

Grafik I menunjuklain bahwa Republik Fedeml Jermm menjadi negara kreditor 

terbesar dalam Paris Club, yang menyepakati pola · pengaliban butang melalui 

mel:anisme DNS. 

El '"""""' El...,. 
IIIJSA 

19% ·os,.m i .,. •N"<Irn-ar 
' 

Grafik 1. Pernentase Kreditouang Melalrukan DNS. 
' Sumber. Paris Club, 2005 · 

. 2.1.9 Pr"llf11m DNS di Indonesia 

· Masalab utama pencemaran muncul karena tindakm produsen dan konsumen yang 

mefliadikan media ling.kungan sebagai tempat .penampungao llinbab. Adapun 

penyebab perilaka yang• meneemari lingkungan dapat dikategnrikan . dalarn dua 

pellyebab utaxna, • yaitu: (I) adaoya konsep babwa ling.kungan tidak ada yang 

memiliki sehingga merupaleao barang inilik umum (common property),· dan (2) 

karakteristik: kOIISWlllli di sekitar kawasan/dae<ab yaog mengalami peneemaran 

(Sbatp, 2008). Mel:anisme untuk mengalihkan hutang kepada kegiatan ling.kungan 

hidup adalab salab satu solusi altematif altematif untuk mengatasi masalab 

peneemaran ling.kungan. Faktor-fuktor .Jain yang mendorong pemanfaatan · DNS di 

lndnnesia. adalab: 
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(1) Kel>ijakan IIDnversi butang nasional . 

. Kooversi hutang (debt swap) adalah salah satu melomisme pengurangan hutang yang 

secam umwn dapat diartik.an sebagai pertukamn butang luar negeri dengan ekuitas 

atau dana dalam mala uang lokal untuk pembiayaan p.royek dan .alau program 

pemerinta.b. Daiam konteks butang luar negeri debUwpP bu.lam .merupakan topik 

baru bagi banyak kalangan dJ Indonesia, ~ babempa negam telah 

mengimplementasikan progrsm mekanisme ini, seperti Argentina, Ghana, Mexico, 

Bresil, Filipina {R.sgimUII, 20Q5). 

>- ••• • 

Pemerinta.b Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri telah melakukan 

pendekatan kepade. negara-negans kreditur anggola Consultative Groap on Indonesia 

(COt) mengena,i ·bu11lemeiili program tkbt swap alas butaDg luar negeri pemerinta.b. 

Hasil pendekalan terSebut menunjukkau bahwa sebugian negans kreditur mendukuug 

program debt swap clndonesia, sebagian lagi mengindikasikan kemungkinan untuk 

melakukan program debt swap dengan Indonesia namun tergantung pade. pendekatan 

dan usul konkrit deri pemerinta.b Indonesia, sedangkan selebibuya tidak depat 

melakukan program konversi hutang karena tidek mempunyai basis legal dalam 

pe;raturan negam mereka (Tabell ). 

Untuk mengeta.bui manfaat yang akan diperoleh deri program debt swap, maka 

hams diketa.bui diketa.bui potensi nilai hatang Indonesia yang depat dikonversikan 

beberapa negara yruig bersedla untuk melaksanakan program tersebut. KeSepakat;m 
·-· . - ·-· - .. 

debt swap merupakan begian deri kesapekalan dalam Paris II dan III. Untuk bisa 

menoapai debt swap dibutahkan kesepakatan secara bilateral. Negam kredltor dan 

debitor telah menyepakati bahW.. untuk'pinjamart pemerintalrlnelalui ODA (Official 

Development Assistance) atau bantuan ·pembangunan resmi, depat dilalfukan debt 

swap sampai 1 00".4 deri n.ilai hulang, sedangkan non-ODA bisa dikonversi maksintal 

30 person (Ragimun, 2005). " 

Menurut data yang dlkeluarkan Departemen LuarNegeri dan· Advisory Groap, nilai 

hutang yang dapat dikonvetsi deri en am negara pendukuug konversi hutang ade.lah 

US$817,5 jUia atau setara Rp8,17 triliun (US$1~RplO.ll00). Pade. awalnya 
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mekanisme debt swap tergolong jarang dignnakan· &lam lreiallgka keringanan 

hutang (debt re/iefj diantaranya karena kurangnya pengetahuan tenUmg mekanisme 

itu sendiri. • Namun kemlldfan mekanisme · ini sndah mengalami beberapa 

penyederhanaan sehingga mulai banyak diimplemen1asikan serta dilkuti dengan 

kontribusi yang lebih signifikan baik dalam jumli!h maupnn dukunglin fin!insial 

khususnya untuk proyek-proyek dibidang llngkungan dan pembangnnan psda 

umumnya. Oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu selalu melakukan terobosan 

dalam mngka perbaikan manajemen hutang dan khusiumya hutang IW!r negeri yang 

banyak dipengaruhi flnktuasi kurs rupiilh (Ragimun, 2005). 

Tabel!. Tanggapan Negsm Kreditnr Mengenai Program Debt Swap dengan Indonesia 

Negara 
. .,. -· 

program--Debt Swap dablllu- ' r··. . . . . .. . . . 

I. i . ' I. . . . I''!: 
I :{mggi;s . 

.. . . 
' 2 . 2. 

. . 
3.11>lla 3 • 3. Belgia . 
4. Jerman 4. Spanyo1 4. .. 
5. Perancis 5.Swiss 5.Jepang 

I 6. SW<lil\a . . . . . ' . 6.K~ .. 
Se!atan .. 

"· . . ., .. ! .. . : .' ·: ._ ,, '. ' -' /'·--- .. . 

; Deplu dan. 

. ',_ :.. '-- -

Sektor-sek:lm peJI!~ yang diminf\li ole)l ,.negara-negara kreditor untuk 

prognun debt-swap beragam, seperti teroantum. dalam Tilhel 2 .. , Pemiliban. sek:!or 

biasanya ditentukan oleh basil negosiasi antara sek:!or,-seldor .prioritas di .negara 

debitor dengan sektor-se!dor yang dipilih oleh kreditor (KfW, 2007) .. 

. Dalam hljsil kajiannya terbedap DNS yang disepakati .oleh Jerman k!,lpsda. bolberapa 

negara debitor, Berel!Slllann (2007) menyatakan. bilhwa pertimbangaa .menyepakati 

debt-swap bidang pendidikan dan kesehatan .·untuk. pemerintah Indonesia,· .karena 

ksdua bidang tersebut tercantum secara resmi sebagai prioritas program pemerintah. 
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Alasan itu• didukung pula kondisi objektif pasca gempa di •Yogyakarta yang 

memerlukan dana relatif besar untuk program rehabilitasi dan· rekonstruksi gedung­

gedung sekolah. 

Tabel2. · Bidang-bidang yallg Diminati Kreditor·untuk Konverni Hutllllg 

Bidang YaftginUiiii&ti Negara 

.... '!'1 ot.'!!i<:!!'..-~ .. ~· ·~· ------·--""'!'. "''!!s!!p.n!""'yo'l'~"!'Fi!!l.n'l"laml!'· ~ia~--"'.!"'"-1 
2 Pendidikan 

3 Ungkungan hidup. khUSUSIIya kehutanan 

4 Kelislrilom 

5 Pengelolaan Air Minum 
- --- -- ------ -

6 Rumah Sakit 

7 Keamanan Pelayaran Oighl house) 

8 T eknologi Infonnasi 

- ---~-- -

9 Pcmbangu:nan!sosialfpengentasan kemiskinm 

! () Debt to Equity Swap 

Sumber: RBgimun, 2005 

(2) KOraktemtik program 

Spanyol, Jennan~ Pemncls 

. Spanyol, Ka:nada, Jerman, Pemncis, 

_ Swedia. AS, Fin1a:ndia 

Spanyol 

Spanyol 

:Spanyof 

Spanyol 

Spanyol 

. - '-- . 
Pemncis, Swedia, Swiss 

Tanggal 5 Juli · 2007 pemeriritah · Republik Federal Jerinim sepakat 

menghapU.bi.drukan (Write ojj) butang pemeriritah · Iridonesia dalam ODA senilai 

€25,5 juta' aliiu 28 persen dari total hutang ODA senilai €91,4 juta. Keputusan itu 

dilak:aanakan setelab pemeriutah Indonesia dinyatakan telab berbasil menyelesaikan 

program Debt Swap I for Education (Pengalihan Hutang Tabap lmtuk Pendidikao). 

Dalani program yang dilak:aanakan · dalam tahim • 2004-2006 terse but, pemeriutah 

Indonesia mernbangun sekolab dasar dan medrasab ibtidaiyab di daerab Yogyakarta 

dan Jawa Timgab senilai RP125 miliar, atau setara dengan nilai hutang yang telabn 

disepakali untuk dihapusbukukan. 
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Pemerintah Indonesia kembali berhasil mengimplementasikan DNS n ·dari hutang 

ODA dengan Pemerintah Jerman sen.ilai €23 juta. Sedat!gkan llllluk DNS N, 

reneana menghapusbukulam hutang bern.ilai €20 juta melalul program. rekonstrnksi 

dan rehabilitasi sekolah dasar dan sekoiah menengah pertruna di Yogyakarfa dan 

Jawa Tengah. Program DNS ill saat ini masih betjalan dan dikelola oleh Kantor 

Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Departemen . Kehutanan (Departemen 

Kehutanan, 2007). Sampai pertengahan tahun 2009, tiga negara telah menyepakati 

konversi hutang Indonesia yaitu Repahlik Federal Jerman, Italia. dan Amerika 

Serikat. 

Tabel3 Dana DNS dalam APBN 2006-2008 . 
Tahun Aoggarao DaoaDNSAPBN 

(lip mllhlr) 
. . 

2006 5,0 

2007 17,1 
. .. .. .. 

2008 1S~6 

-··- . .. - -- --
Somber: KLH, 2008 

2.1.10 DNS m usaha mikro dan ketll 

Meslcipun paradigmn pengelolaan lingkungan mengalami pembahan, tetapi sektor 

usaha ntikro dan keoil tetap membuang limbahnya langsqng ke 01edia.ijngkangan 

tanpa Pli"l!olahan y;mg benar. Di sisi permodalan, · UMK ternyata tidak dapat 

meningketken aksesnya untuk mendapatken kredit perbankan (BNI, 2007). Lellih 

lanjut menurut BNI, pembiaywm lingkungan untuk sektor UMK merupakan kredit 

berisiko. relatif .f,inggi b\lgi perbankan karena adanya keterbatasap kemarnpuan 
' ' . - " ' 

J<euongan UMK. Sebagian besar UMK .tidak mempunyai infonnasi keuangan dan 

agunan yang memedai, di saruping itu pasamya aangat sensitif. Untuk meningka!kan 

ldnerja UMK dalam pengelolaan lingkungan, pemerintah mencetuskan progrsm - , .. 
... pinjanaan lunak lingkangan seperti JBIC..P AE, IEPC-kfw I dan II, dan melalui 

mekanisme dana bergulir yang difasilitasi oleh DNS (KLH, 2006b ). 
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Pengembangan usaba keeil di Indonesia pada tahap-tahap ·awal memerlukan 

. keberpihakan yang tegas dar! pemerintah. Industri kecil dan menellg1lh sulit tumbuh 

seodirl karena masih merupakan embrlo· yang lemah dan perlu · perlakuan .kbosus 

(Masyhuri, 2000). Data Bodan Pusat Statislik tahun 2007, jumlha unit usaha di 

Indonesia meocapai 43 juta unit, 99,9% diantaranya adlaah usaha mikro·dan keeil 

yang menyerap 97;3% angkatan ketja yang• ada (BPS 2007 dalam Brata, 2009) .. Di 

sisi lain, sektor UMKM meoghadapi masalab dalammengelola sumberdaya mereka 

untuk mencapai tingkat ellsiensi dalam produksi, baik karena deplesi sumberdaya 

alam dan inellsiensi dalam beiprodukai. Oleb karena itu, cara be1produksi lebih 

bersih (cleaner production) pada sektor UMKM horus dipromosikan (Dewanthi, 

.. 2007). 

(1). Kilrakteristik blsnis 

· Menurut Undang•undang No.2o· tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, muks kriteria usaba·mikro adalah seOOgai berikat: memiliki kekayaan 

bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

u.saha; atan memiliki besil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000. 

Sedangkan kriteria usaba kooil adalah sebegai. berikut: memiliki kekaywm bersih 

· · .!ebih. dar! Rp50.000.000 · sampai dengan paling ban yak Rp500.000.000 tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat u.saha; atau memiliki ·besil penjualan tahunan 

lebih darj Rp300.000.0QO sampai dengan paling banyak Rp2.SOO.OOO.OOO. 

Kantor Menteri Negara Lingkangan Hidup, Depattemen Keuangan, dan Bank 

Indonesia mulai merancang insentif ekonomi <kepada · 'UMI(iM yang mulai 

dimplementasi!<an pada .pertengahan tahun 1990-an. Pmgran1 yang disebut JBIC­

p AE didanai oleh pemerintah Jepang dan bertujuan untuk meogurangi tingkat pelusi 

industri (Jhe end of pipe). Keberhasilan program. kredit lingkungan ini diteruskan 

deogan pembiayaao dar! pemeriutah Jerman· melalui progtaril •pinjaman .[unak 

Industrial Efficiency and Pollution Controll-KjW (IEPCl-KfW). 

Tahun 2007 pemerintah Indonesia berbasil mencapai kesepakatan DNS ill dengan 

· pemerintah Jerman senilai €12,5 juta yang merupoklm diskoli sebesar 50% dar! 
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hutang ODA senilai €25 juta. l'rol!l"'ll DNS III tetsebut dibagi menjadi dua yaitu 

sektor l<ehu:tanan dan linglamgan bidup. Dana sebesar masing-masing €6,25 juta 

diberikan kepada Deparremen Kehutanan untuk kegialan konservasi pada tiga taman 

nasional di Sumatera dao Kautor Menteri Negara Lingkungan · Hidup sebagai 

lembaga•pengelola !>fOl!l"'ll (management agency) !>fOl!l"'ll prol!l"'ll kradit investasi 

lingkungan untuk sektor UMK. Lembaga pelaksana !>fOl!l"'ll (executing agency) 

dalam penelitian ini meliputi bank yang dipilih untuk mengelola daoa DNS III dao 

menyalumkan kradit iuveStasi lingkuugan l<epada UMK dan unit bantuan teknis 

(KLH; 2008) , • · 

•i .: ' . ' 

Dana yang dialokasikan untuk prol!l"'ll ini adalah setara dengan Rp68 miliar <lalam 

jangka waktu lima tabun (2006-2010). Kautor Lingkungan Hidup telab 

meugalokasikan dana sebesar Rp 18 miliar untuk tlhun engganu:i2007 (KU!i 2009). 

Dalam menyadiakan pembiayaan prol!l"'ll DNS, Bank Pelaksana juga berkun1ribusi 

melalui penyertaan dana pembiayaan konrerslalnya (joint financing) l<epada UMK 

dun.gan mengikuti ketentuan perbankau. · Penyertaan dana Bank Pelaksana sekurang­

kurangnya 20% dari total pembiayaan, tergantung pada jeuis. proposal·pembiayaan 

iuvestasi lingkuugan. Dengan demikian PfOl!l"'ll DNS bakan prol!l"'ll bantuan cuma· 

cuma, retapi prol!l"'ll pembiayaan komersial yang hams dikembalikan oleh naseheh. 

Namun demilcian, tingkat suku bunga atau bsgi basil yang diterapkan re1atif lebih 

rendeh serta JlOI\iaminan yang lebih menarik dibandingkan dengllll pembiayaan 

komersiallainnya. 

(l) Karakterlstlk dampak Unglru.ugao ' ,·: 

Unit UMK menghasilkan lim bah· sebagai: sisa proses· .produksi. ·yang dibuang • ke 

lingkuugan. Situs resmi ICLH menyatakan bahwa ·karakteristik ·limbah . yang 

dihasilkan UMK mengandung berbagai po1utan yang. membahayakan 1ingkungan 

seperti karbon dioksida, ksrben monoksida, belerang dioksida, larutan alkohol, air 

buangan (ejluen), panas, insektisida, tanah, debu dao lain-lain. Zat-zatpencemar ini 

dapat menyebabkan berbagal penyalcit seperti l<eraeunan, sesak napas, salcit kulit, dao 

. sebagainya (KLH, 2007). Limbah yang dihasilkan oleh unit-unit UMI<Ii, berpolensi 

tidak terdeteksi karenii beberapa Japnmn tentang DNS III tidak menyatakan den.gan 
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tegas sekto.t usaha ini sebagai kegiatan yang wajib menyusun dokumen Analisis 

Mengenai Dllmpak Lingkungnn .(Dbewnnthi 2007; ;Kl:J! 2007 dnn KLH 2008). 

(3) Kredlt usaha mikro dan kecil 

Perbankan nasiolial memiliki jangkauan ynng luas sampai ke daernh-daerah di 

seluruh Indonesia, sebingga mentpaknn alternatif sumber pendnnaan untuk bisnis 

UMK. Karakteristik khas dari UMK, antara lain banyak yung belum memiliki sistem 

administrasi keuangan yang sederbana sekalipun, belum ada reru:ana usaha yang 

solid dnn seringkali belum memisablo>n keuangan keluarga dengan keuangan 

perusahaan dnn dl dalam banyak k.asus tidak memiliki jantinan (kolateral) kredlt 

Oleh sebab itu, usaha ini tidak memiliki kredibilitas yung cukup untuk memperoleh 

pembiayaan dari perbankea (KLH, 2008), 

Kendala-kendala lain dalam pengembangan UMK adalab tiagkat peadidlknn yang 

relatif rendab dnn tidak memiliki kelengkapan izin usaba atau persyaratan hokum 

lainnya. Di lain pibak, tidak semua bank mengenal usaha di bidnng lingkangan 

hidup maupun investasi lingkungan. sehingga belum tersadia kepasitas dan 

sumberdaya yang cukup untuk rnenilai prospek suatu investasi lingkungan. 

Kondisi-kondisi yung dihad3Pi UMK dan perbanken nasional berkaitan dengan 

pernbiayaan DNS III, memerlaknn katalis ynng dapat menjembatani berbagai 

kebutuban dari kedua sisi, sebingga UMK bisa mendapatkan dana untuk berinvestasi 

di bidnng lingkungan. sedangkun bank dapat mengembangkun portofolio kredltuya. 

Prognun DNS III yung dikelola oleb kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dapat 

diharapkan untuk mengatasi masalah ini. 

Prognun penyalUlllll kredit DNS III kepoda UMK adalah pmgnun yung bertujuan 

memperbeiki kualitas lingkungan di Indonesia melalui bantuan pendnnaan nntuk 

UMK yang relatif sulit mendapatkan fasititas perbankan knnvensional ngar dapat 

melakukan investasl lingkungan. dnn dalam waktu bersamaan dapat meningkatkan 

daya kompetlsinya (KLH, 2008). Melalui pemberian dnna pendamping dnn 

bantuan tekais, maka diharapkan UMK yang memiliki peluang usaha yang baik dari 
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. segi lingkungan memiliki kesempatan mendapatkan pinjaman dengan suku bunga 

rendab dengan perioda penge!Dbalian yang cokup panjaog (KLH, 2008). Progrom 

pinjaman lunak di bidang lingkungan ini telab dilaksanakao bebempa kali oleb 

Kant<>r Menterl Negara Lingkungao Hidup yaitu melalui proyek JBI~>PAB,•IEPC I 

· dao IEPC II dengan sasaran yang berbeda·beda (BNI 2007, KLH:2006b ). 

.. . ' 

:. ,. 
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2.2. Kerangk.a Konsep 

penulis mengajukan kerangka konsep penelitian seperti tampak da1am Gambar 2 di 

bawahini: 

,.-------~~~~ 

'l'A:ff' 1\{Pl~ 
lV/h1Jlilt'l 'i~t:· 

Hmh<Hl!: 013HN: 
(J.t;; Si 1.nki t!.;,·i gu-::i 

Htl\(:tJt: Ltlti!' H~~g~:ri) 

l~'~.tl,Hiflh:::!i Ut::!!t:.: 

l(d{lt~i:;~!!-l)r:M 
S~<'i~J-1 Pnd~ C!uti 

di.!!! KH.;:.!iii..'ir L~\ift 

Uitt!bhtt!Xi!i H!i!l!!) 
dfl! f !<:vllH'n!h\j!f 
1\''t( "1 l i i lt!I~Hi ~~~.!!I 

KtmtU: •.~ Li:ugla!~!1,!t~! t 

-----•I Remerinlllhln!lo.nesia f---' 

m 

Gambar 2. Skema Kerangka Konsep dan Fokus Penelitian 

CJ Fok:us Penelitian 

MendukungBasis Legal 
Meoghasilklln Kebljakan 
MC1l,1!ilasillwl Program 

- Mendukung Kebutuban Objeklif 
Menekan Kebutuhan Objektif 
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2.3. Kerangka Berpildr , ', • 

Penulis Kerangka' menyusun kemngka belJ)ikir penelitian, seperti tampak pada 

Gambar 3 di bewah ini. 

Gambar 3. SkemaKerangkaBetpikir 
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3. METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasl dan Waldu Peneti(ian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kola Jakarta dan sekitamya selama empat bulan, yaitu 

dari bulan November200& sampai bulanFebruari 2009. 

3.2. Pendekatan Penelitiao 

Berdasarkan metode yang · dipakai, ll1l1ka penelitian ini termasuk penelitian 

komplementer yaitu penelitian yang ·menggabungkan dan atau lebih met<llle 

penelitian (Jacobsen 2009, Neurruin 2003, Seule, ed., 2007) sedangkan pendekatan 

penelitian ini termasuk dalam penelitian kuasi-kwllilatif. 

Data penelitian berupa l:ranskripsl wawancara ruendalam dengan para informan 

merupakan metode kwllif.atif, yang akan disajikan dengan metode anslitis deskriptif 
,,,,' '-

untuk menganalisis mllkna yang terdapa! di balik i•waba.n·Jawnban dari para 

infurman. Data berupa basil wawaneara jnga akan diolah dengan metode Analytic 

Hierarchy Process (AHP) untuk menentuknn bnbot prioritas pada Kriteria dan 

Altematif, serta membandingksunya secara betpasangan untuk mengetahui prioritas 

kegiatan yang sebaikeya dilllknken berkaitan dengan perbaikan alau modifikasi 

kebijakan di masa depan. 

lnforman penelitian ini adalab lembagalorganisasi!departemen yang teliO,U di dalam 
- . - . • ;r' ' , • . . ' . . ' . . . . . • 

implementasi Debt-for-Nature Swap ill alan mengelahui dengan baik tenlang . . . 

program tersebnt. Para informan ditentuken berdasarkan alas laporan evaluasi 
. . . ' ·-· ' . . .. ! 

implementasi program DNS ill, riset pustaka, .dan informasi dari informan.lain. 

'.· 
Metode yang dipakai un~. menjawab pertanyan-pertanyaan penelitian, disnjikan 

. . . . ' - . ! 

dalam Tabel4 di bawah ini: 
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Tabel 4. Metodi> untuk Nfenjawab Pertanyaan Penelitian 

No Pertanyaan Penelitian Metode 

l. Bagaimana kebijllkon pengallhan hu'""'~- ;s;ud!~-wawopeam...,~ ' 
dijlnplementasi,kan melalui pro~--~ - . dan tmlnllctut dengao P"" int'OtmBn ,,, . , ' , I ' investasi lingkungan Untuk u.saha mikro dan dari lembaga pemerintah, sw-dan 

•• ' ' ' ' 

kecil di Indonesia? LSM 

2. Apa saja isuTisu utama kebijakan dalwn Wawancara mendalam dan terstruktt.lr . 
de08ail ~~Orman · ' 

implementasi program DNS ill untuk usaha . 
. nill<i;, dan kecil di Jndonesio?· ,., ' 

3. lsu-isu·apa saja yimg alenj2di pttbatiait utaai.a · Pemlxibo'tati bitaia dan aliematif 
':Para pih:ik'yi.nglieoolp;,tiDgao dSJ,.;, pio/i.iam:. -~alum 
DNSlli? ' ,. ' '. . r ;_" " '· . 

3.3. Variabel Panelitian 

V ariabel dabnn penelilian ini meliputi: 

I: Jsu-isu utama kebijakan DNS Ill 

2. · Tujuan, krireru;,' dan altematif terhadap tujuan liebijakan 

Operasionalisas'i masing-masing variabel diuraikim d.ilam Tabel 5 .. 

3.4. Kebaluhan Data 

3.4.1 Jenis data 

' 

terdapat dua jenis data yang dibuluhken prinelitian inl yaJtu da.,; primer dan data 

· selrunder. Data primer yang dibutuhkan oleh peneliti bempa jawaban pare infu;,., 
. ..· . I .. -· - .. 

darl setiap lembaga atau orilariisasi, yang diberiken pada Baa! wawancara mendalam. 

Data yang ingin diperoleh melalui wawancara anfai.a lain, tingkat keterlibatan setiap 

lembaga terhadap program DNS, wewenang dan struktur lembaga, koordi.nasi 

antaiiembaga; llambatan-hambatan implernentasi DNS, pendapat rentang pn;;.pek 

DNS di Indonesia, dan lain-lain. 

Data selrunder yang dibutuhkan antara lain data terbam pesisi hutang luar negeri 

Indonesia, sejarah imp!ementasi DNS di Indonesia dan negara lain, kebijakan-
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kebijakan yang terkait dengan pengalihan butang (debt swap) dan pengalihan hutang 

untuk konservasi, pengarub. DNS III terhodap beban anggaron negam, dan lain-lain. 

3.4.2 Somber data 

Data primer dan data sekunder diperoleh ·dilrl llappenas, Departemen Keuangan, 

Bank Indonesia. dan Kant6r Menteri Negara Liagkungan Hidup, bank pelaksana 

DNS untak sektor UMK, LSM, berbagai bultu ·referensi mengenal DNS, analisis 

kebljakani · akonomi makro, dan birokrasi, berbagal jwnal, studi kepustakaan, 

peftlberitaan di media eetak dan int.emet 

Variabel 

Penerttiao 

. ' 

kebijakan DNS m 
Masalah-masa!ab yang muncut dan 

potensi masalah ya:ng disa.mpaibn para 

, : .int:onnan peneljtian 

.... . ., ; 

. Hir;lrki 
' '+ • ' 

_ Permasalahan dikelompokkan sesuai relevansinya dan 
"'' ., ·;_ -, - ;c . , ~ - > ·:·· •. · 

• disusun seaua hirarki, yang terdiri dari: 

• ' (i)Tujuan, ~) ~ .. wm (3) Aiteilii.tir 

3.5. Metodel'engnmpuiiUI Data . . . -. . : . 

. .. 

,,,-.:r,• \ ,inen~ 'studi 

P,r>!'t;d<a. .. dan 

- d<Skriptif 
" ,, ' 

.Analisis: ~. 

deskrij;>tif analisis . . . ' . 

Pengumpulan data dllakulam melalui riset pustaka dan waWl!llcata mendalam yang 
,•. ' . j. ·, . 

terstruktur. Tujuan masing-masing metode dapet dijelaskan sebngai berikut: (l) Rise! 

pustake bertujuan untak mengumpulkan informasi yang berkaltan dengen sejarah 
. . . ' . ' ' 

DNS dan implemell)asi DNS untak sektor UMK di Indonesia. perbandingan 
., . ·' . 

pelaksanaan program DNS di negara lain, masalah-masaiah yang muneul, serta 
, . . -· . .. 

lembaga/institusi ynng berperan di dalam pengelolaan program dan pengambilan ' ' . . . . . . . . 

• kefllllllil'ln; (2) wawancara mendalam bertujuan mengumpulken informasi ynng 

berkaitan dengan perenan keterlibatan lembaga di mana infurman bakOJja, tingkat ... .. . . 

koordinasi dengan lembaga lain, masalah·masalah dan isu kebijaksn dalam program 
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DNS Ill di Indonesia, dan saran-saran tentang kemungkinan kebijakan <llJll proi!OI" 

DNS Ill yang lebih baik di Indonesia; (3) menen~ alternatif-altematif dari 

pennasalahan yang diajukan peneliti. 

Tekoik wawancara yang dipakai di dalam penelitian ini adalab wawaJIClll'll mendalam 

dan terstruktur (structured interviews), di mana. pertanyaan-pertanyaan yang sama 

diajukan oleh pewawancma dengan· struktur yang sama untuk selurub informan 

(OPM, 2008) •. Penggpnaan wawancma terntuktur dalam peoelitian ini an~. lain 

bertujuan untuk mendnpalkan konsistensi jawahan para infonnan, agar dapat dipakai 

menyusnn hirarld pennasalahan. Berdasarkan tipe pertanyaan yang diajukan, makn 

wawancma dnlam penelitian ini bersifut terbuka (open-ended questions) yang tidak 

membatasi infurmaii \interviewee i pada satu jmban saja. 

3.6.. Metode Anallsls Dlit8 
3.6.1 Anallsis kebijaku 

Analisis kebijakan memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmu di dalam 

metodologinya, sehlngga bersifat multidisiplin den interdisiplin. Analisis .kebijakan 

sebagian bersifat deksriptif den diambil dari disiplin lnldisional seperti ilmn politik, 

yang meneari pengetabuan tentang sebab den aklbat dari kebijakan-kebijakan peblik. 

Analisis kebijakan juga dapat bersifat narmatif\ yang mempunyai tujuan 

menciptakan den melakukan kritik terlu!dap ldaim peogetabuan teatang nilai 

kebijakan publik untuk genernsi rnasa lalu, masa kini, dan masa mendatang (Dunn, 

1999). Analisis kebijakan di dnlarn penelitinn ini bersifllt deskriptif, karena 

menerangkan sebab dan aklbat dari lrebijakan n!s\iuk:turiSOSi diiit 'kebijakan kanversi 

hutilng Iuar negerl melalui implem.,;tasi prognnn DNS Ill. 

Jenis pen\antauan yang dil!ikukan dnlarn penelitian ini adalab monitoring eksplanasi 

(explanafion), yaitu pemantanan yang bertujuan untuk menjelaskan adanya 

perbedarut antarn basil dengan tujuan kebijakan. Sesuai klasifikaSi Dunn, pendekatan 

yang dipilih sebagai alat untuk ;,elabkan moniioring ada!Oh pendekatan siniesis 

riset dan prsictik (feseare/z and pracfiee syntlwsis). Pendeklitan monitorfug sintesis 

dan prsictik menerapksn kompilasi, perbandingao dan pengujian sistematis terbadap 
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basil-basil implementasi lrebijakan DNS yang telah dilaksanalam di Indonesia dan di 

tempat lain. Sumber infonn .. i yang relevan bagi sintesis riset dan praktik dalam 

penoJidan ini terdiri dari tiga, yaitu: I 

(I) Studi l<l!sus tentang furmulasi dan implementasi kebijakan DNS 

(2) Laporan-laporan penelitian DNS yang membahas hubnngan anlara tindakan dan 

hasil kebijakan 

(3) Basil wawancara mendalam dengan para informan penelitian . 

Data yang dikumpulkan untuk melakulren analisis implementasi lrebijakan adalah 

dokumen-dokumen DNS dan DNS ill, struktur orgaaisasi lembaga-lembaga 

pemerintah yang melaksanakan DNS ill, hagan dan diagram alir proses implementasi 

DNS untuk aektor UMK, wawancara mendalam dengan para pihak yang terlibat 

dalam implementasi lrebijakan, yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintab dan 

unit usaha yang menjadi sasaraa kebijakan. Seluruh data primer dan seknnder 

tersebut akan dianalisis dengan pendelretan Sintesis riset-praktik osebagaimana 

dinyatakan Dnnn (1999), untuk mengetaimi kesesnaian antam kebijakan deagan 

implementasinya. 

3.6.2 MetodeAnalytic Hlmlrclry Process 

Metode AHP dilrembangkan oleh Thomas L Saaty pada tabnn 197Q..an, dan dipakai 

untuk menemakan soiiWi · permasalahan yang terdiri alas pilihan yang kompleks dan 

beragam. Metode AHP juga dapat dipakai dalam analisis kebijakan, deugan earn 

menentukan tnjuan. kriteria, dan altematif dari sebuah kebijakan. 

Untuk mengelompoklren isu-isu utama yang diauggap pentiug dalam aualisis 

keliijakan, peneliti dibantu olah perangkat lunak AHP versi 9.0 yang dikembangkan 

oleh Expert Choice, Inc., Amerika Serikat. Metude AHP akan memberikan bohot 

kepada setiap isu atau topik kebijakan yang menjadi perbatian setiap orgaaisasi atau 

lembaga yang terlibat. lsu-isu kebijakan yang paling bauyak mendapat perhatian dan 

paling konsisten ukan memiliki bohotlprioritas lartiuggi, dan pembobotan terus 

dilakulren sampai seluruh altematif telah dibandingkan dengan kriteria dan tujuan. 
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Meourut Saaty (2006), Abdini (2008), proses analisis data dalam AHP dapat dibagi 

menjadi lima langknh, yaitu: 

(1) Menentukan derajat kepentingan setiap lembagalorganisasi pada program DNS 

(2) Menentukan tujuan (goal), kriteria (objectives) dan altematif (alternatives), 

berdasarlum tingka.t kepentingan setiap lembaga 

(3) Memberikan bobot kepada setiap alternatif 

(4) Menghitung nilai setiap altematifberdasarkan tiap kriteria yang dipilih 

(5) Menyajikan basil pembobotan, dalam bentuk tabel dan grafik sensitivitas 

Output analisis AHP adalah tersedianya data tentang berbagai isu utama kebijalran 

dan berbagai alternatif kebijakan, sehingga dapet dipakai sebagai pedoman 

mereformolasi, memperbaiki, atau menyusun kebijalran implementasi DNS yang 

baru di masa depan. 

3.6..3 Pertimbangao pal<ar 

Penggunaan metode AHP biasanya melibatkan para pakar, iaforman, para pihak 

yang mengelahui dengan baik permasalahan yang sedang diteliti (lryanto, 2008). 

Para pakar ini membantu penyusunan birarki AHP dengan cara menjawab 

pertanyaan peneliti, sehingga diperoleh pengelompoknn basil wawanoata tersebut 

menjadi Tujuan (Goal), Krlteria .(Criteria), dan Altematif (Alternatives). Peneliti 

dapet juga dibantu oleh seorang fasilitator dalam penyusunan birarki AHP tersebut 

(lzbisaka and Lahib, 2009). . ' 

Peneliti memilih para informan dan fasilitator yang mengetahui program DNS ill 

dangan baik, yang terdiri dari: (1) Lembaga-lembaga pemerintah yang terti bat di 

dalam program DNS ill, (2) Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah atau 

sedang menjalankan programDNS dan (3) Fasilitator AHP. 

3.6.4 Skala ABl' 

Analytic Hierarchy Process adalah salah satu alat analisis yang daput digunalran 

uutak kondisi ketidakpastian dan ketidaksempumaan iaformasi dan beragamnya 

kriteria suatu pengambilan keputusan (Saaty, 2008). 
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Metode AHP dapat digunakan untuk menurunkan skala rasio dari beberapa 

perbandingan berpasangan yang bersifat diskrit maupun kontinu. Perbandingan 

berpasangan tersebut dapat diperoleh melalui pengukuran aktual maupun pengukuran 

rela!if dari derajat kesukaan, kepentingan atau perasaan. Dengan demikian metode 

AHP bennanfaat untuk membantu mendapatkan skala rosio.dari hal-hal yang semula 

sulit diukur sepeni pendapa~ perasaan, perilaku dan kepercayaan (Saaty, 2008). 

Peoggnnaan AHP dimulai dengan membuat struktur hirarld atau jaringan dari 

peooasalabeo yang ingin diteliti. Di daJam birarki terdapat tujuan utama, kriteria­

kriteria, sub kriteria-sub kriteria dan alternatif-altemalif yang akan dibahas. Proses 

analisis dengan AHP dilakukan dengan melakukan peibandingan berpasangan 

(pairwise comparions) untuk mendapatkan tingkat kepentingan (importance) sualu 

kriteria relatif terlmdap kriteria lain dan dapat dinyaJakan deogan jelas. Proses 

peibandingan berpasangan ini dilakukan untuk setiap levelltingkat; Tingkat 0 

merupakan tujuan umum, tingkat I terdiri dari berbagai kriteria, dan tingkat 3 yang 

merupakan level alternatif yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan dan memenuhi 

kriteria yang ada. Proses snalisis AHP ini dilakukan dengan perangkat lunak Expert 

Clwise versi 9.0. 

Sebagaimana sebuah analisis multikriteria, AHP barns dilengkapi dengan analisis 

sensitifitas (Triantaphyllou und Mann, 1995). Analisis sensitivitas ini digunakan 

untuk dapat melibat range (batasan) perubaban pendapat !cey person dalam 

pangambilan keputusan dengan AHP. Dengan analisis sensitifitas dspat dilibat 

komponenlelemen mana dari strukttir hirarld yilng paling seruiilif terhadap pembabeo 

bobetnya sehingga mengh!lllitkan perubahari pada alternalif. 
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Tabel6. Skala AHP 

··D<f"mlsl 
kepentlnpn pada ,.._., 1 

absolut 

I 

3 

CuJrup penting 
, ,_- - . ' . .;'I 

5 

7 Sangatpent!J;!g 

aktifitas lebili dllri . 

2,4,6.8 Nilai tengah 

rasio 

Sumber: Saaty, 2008. 

3.6.5 PenyusUDan ABP 

Penyusunan model AHP d\lpat dijelaskan melalui langkah-langkah sebagai berlkut: 
. I . . . . . 

I. Model masalab disusun sebagai hirnrki yang memuat tujuan (goal), alternatif­

altematif untuk mencapai tujuan tersebat (alternative), dan kriteria untuk 

melakulatn evaluasi pada altematif)'lUll! ada (criterion). 

2. Menyusun priorl!as diantata elemen-elemcn pada hirnrki dengan earn menyusun 

rangkaian keputusan menggunakan pairwise comparison 

3. Sintesis keputusan-keputusan ini untuk meodapatkan satu set priori!as dalam 

hirarki masalab. 

4. Memeriksa konsisteusi dari keputusan 

5. Membuat keputusan berda.sarkan basil deri proses I sampai 4 di atas. 
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Model hirarld permasalahan dalam AHP dapat digambarlrnn di bawah ini: 

Level 0 

Level 1 CRITERION CRITERION 
2 

CRITERION 
3 

Level 2 

1 

Garobar 4. Hinu:ki Mllsalah untuk l'enerapan Metode AHl' 
Sumber: Expert Choice, Inc., 1995 

41 

Studi Implementasi..., I Gusti Gede Maha S. Adi, Pascasarjana UI, 2010



4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Keterbamsan Penelltian 

Hasil penelitian ini tidak mencakup basil wawarwara dengan psra pengusaha mikro 

dan kecil sebagai penerima !credit investasi lingkungan dalam skema DNS III. Data 

tentang psra penerirna kredit investasi lingkungan diperoleh dari laponm basil 

evaluasi program DNS III yang dilaksanakan oleh Kantor Menteri Negara 

Lingkungan Hidnp 

Penelitian ini jnga tidak mencakup pembahaSI!ll basil dua parameter di dalam 

program DNS III yaitu: (I) parameter tingkat penyerapar1 !credit sebesar 80"/o peda 

akbir masa program dan (2) tingkat !credit maeet tidak melebihi I 0% oleh UMK, 

karena kedua parameter ini ditetapkail oleh perjanjian SAA akan diukur pada akhir 

masa program yaitu tahun 2010. 

4.2. Tipe Kebijakan DNS HI 

Hasil penelitian ini menunjnkkan bahwa kebijakan konversi lmtang yang 

diimplementasiken menjadi program DNS III adalah tipe kebijakan dengan 

pendekatan rasional top down. Raslonalitas · dalam kebljakan, sebagaimana 

di!ernngkan oleh Parsons (2005), menyatakan bahwa·.untuk memahami dunia yang 

rill klta hams membual kebijakan berdasarkan keputusan yang 1'8Sional pula. Sesuni 

. basil analisis implementasi kebljakan DNS III, makaterdapat dua sumber rasloualitas 

'dalam kebijakan tersebu~ yaltu: •rasionalitas ekonomi dan rasioualitas birolo:atis 

Rasionalitas ekononti menyalakan bahwa kebijakan tentang implementasi program 

DNS III dilaknkan berdasarkan semua informal!! yang !ersedia, membandingken 

informasi tentang opis-opsi · yang berbeda, kemndian mentilih opsi yang bisa 

membuatnya mencapai tujnan. Hal tersebut dapat dianalisis dari informasi -yang 

tersedia lentang kondisi objektlf lingkungan bid up di Indonesia, informasi mengenai 

UMK dan · kemungkinan npsi implementasi DNS pada sektor ini. Para· pibak, 

Studi Implementasi..., I Gusti Gede Maha S. Adi, Pascasarjana UI, 2010



kreditor dan debitor, sepakat untuk mengikatkan diri dalam kesepakatan SAA untuk 

mencapa.i tujuan progmm yang dimaksud. 

Rasionalitas birokmsi meoyntakan bahwa progmm DNS ill dikerjak.an oleh suatu 

struktur legal rasional dalam masylll:lllcal:, ya.itu lembaga·lembaga dan departemen 

pemerintah pu.sat. Struktur legal formal birokmsi yang ada sesuai dengan perspektif 

Weber (dalam Parsons 2005) ya.itu birokmsi modem yang ideal memil.iki ciri-ciri: (!) 

adanya spcsialisasi yaitu KLH, (2) adanya hirarki seperti dapat digambarkan dalam 

struktur organisasi dan peoanggangjaweh progmm di setiap departemen, lembaga 

dan KLH yang menangani DNS m, (3) terdapat aturan baku. berupa keputusan 

menteri, undang-undang,operaturan pemerintah yang telab ditetapkan untuk mengatur 

progmm DNS ill, (4) bersifat impersonal yang dicirikan oleh pembuatao kebijnkan 

dan progmm yang tidnk mengacu kepcda kepentiagan pribadi tenentu atau 

merefleksikan hanya orang tertentu saja. Progmm DNS ill didesain untuk seluruh 

UMK yang memenuhi syarat, (5) adanya pejabat yang diangket, (6) adanya pejabat 

fUll time, (7) adanya pejabat kerir, dan (8) adanya pemisaban ruang publik dan ruang 

privat 

R.asionalitas kebijak.an juga tergambar pada pelaksaaaan progmm yang bersifat top 

down (dari atas ke bawab) ya.itu dari pengelola progmm di tingkat kementedan 

nasional. kepada sasarannya, .. unit-unit UMK di tiogkat lokal. Dabnn gagasan 

rasional ideal, implementasi lcebijak.an membutahkan rantai komando yang baik dan 

kepcsitas, untuk mengkeordinasikan dan mengontrol yang balk. Kesimpulan ini jaga 

mengsrtikan bahwa sebeab implmneotasi kebijnkao yang balk adalab produk dari 

organisasi yang padu dan memiliki gwis otoritas yang tegas (Pa=ns, 2005). 

Hasil analisis kelembagaan dalam implementasi program DNS lli menunjukkan 

bahwa pelnksaman program DNS lli tidnk sepenuhnya mengiknti tipe rasional ideal 

sebaga.imana dimnksudnya oleh Weber di atas. Dapat pula dinyatakan babwa 

berdasarkan rasionalitas kebijnksrmya, mnks program DNS III merupak.an tipe 

rasional, bukan rasional ideal. Hal ini disebabkan karena tidnk terpenuhinya syarat 

yang diajukan Weber seperti adanya pejabat publik yang fUll lime. Staf birokrnsi 
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yang melaksanakan program DNS In merupakan pejabat yang diangkat berdasnrkan 

sural keputusan tertentu atau merupakan pejabat karir di departemen den lembaga 

pemerintab yang sewaktu-waktu depot dipindabkan ke bagian ·lain berdesarkan 

· kebutuban organisasi den birokrasi pemerintaban. 

Tipe rasional juga mengasumsikan adenya kemungkinan disfungsionalitas 

kelembagaan den kemampuan subsistem yang terorganisir dalam menjalankan 

pedoman di lapangan (Mayatz, 1993). Struktur kelembagaan yang kokoh dalam·tipe 

kebijakan rasional ideal den kebijakan-kebijakan yang bartumpu kepada struktur ini, 

!nenurut Mcintyre (2003) wmgilkibaikan tetjadinya akumulasi masalah knrena 

tingkat fleksibi!itas kebijakan di lapangan sulit untuk dicapai. 'Kesimpulan tersebut 

·lampak dari laporan Evaluasi Pelaksanaan DNS ill •per-Desember 2008 yang 

menyatakau beberapa masalah yang timbul knrena perbedaan kemampuan subsistem 

dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain komngnya sumbenlaya manusia 

yang mengarti DNS pede bank pelaksana program, kesiapan manajemen UMK, den 

lain-lain. Masalah-masalah tersebut digambarkan lebih mendalam dengan isu-isu 

kebijakan yang dinyatakau oleh para informan. 

Sesuai tipe implementusi kebijakan, maka program DNS• m termasuk model 

kebijakan rasional yang imperatif kare!la ·dilalrukan secara terpusat yaitu seluruh 

tujuan, jenis, den sumber pelayauan publik diteotukan oleh pemerintab (Dye, 1976 

dalam Suharto, 2005) dalam kasus ini adalah KLH. Para informan dari kalangau 

LSM menyantukan agar pemerintab hanya menentukan sasaran· kebijakan secam 

garis besar, sedengkan pelaksanannya sepenuhnya dilakukan oleb masyarakan.tau 

lembaga non-pemerintab sepeitl LSM atan disebut•pula model kebijakan indikatif. 

Berdasarkan informasi y011g diproduksinya, maka implemontasi kebijakan · DNS ill 

. termasuk ke dalam bentuk analisis terintegrasi karena menciptakan informasi yang 

terus-menerus pede tiap labap analisis kebijakan. Produksi informasi yang terus­

menerus bertujuan untuk memperbaiki den mengevaluasi setiap tabap implementasi 

kebijakan yang dilakukan dari alas ke buwah (top down). 
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4.3. Mekanisme Konveni 

Setelah ·proposal Financial Assistance for EITVironmental Irrvestments dari 

pemerintah . Indonesia disetujui oleh pemerintah Jerman, kedua pihak 

merumdatangani Consolidation Agreement tanggal 8 Novemher 2004 sebagai 

komitmen pelaksanaan DNS Ill (KLH, 2004). Parameter dan bal-balteknis DNS Ill 

diatur dalam SAA yang ditandatangani tanggal3 Agustus 2006 di Jakarta. 

Implementasi kebijakan pengallhan hutang untuk kredit investasi lingkungan 

mernpakan kebijakan di tiugkat bilaleral, yang .dilaksanakan dengan peljanjian 

pengalihan hntang antara Pemerintah Republik Federal Jerman sebagai kreditor 

dengan pemerintah Republik Indonesia sebagai debitor. Kemenrerian Federal untuk 

Keljasama Ekonomi dan Pembanganan (BMZ) adalab kemenrerian )'llllg dill.1!laskan 

pemerintah Jerman uotuk mengadakan keljasama luar negeri, dan deng&!l sub-kob:ak 

menyetahkan sebagian implementasi program-program bilateral mereka kepada GTZ 

atau KfW (Pumomo, 2004). Proyek-proyek keljasama pembiayann antara 

pemerintah Jerman dengan negara-negam lain selanjutnya ditangani oleh KfW alas 

namaBMZ. 

Prosedur administratif DNS dimulai dari . penentuan krireria debitor penerima 

konversi hutang oleh BMZ (Bere!ISII1anl1, 2007). Krireria-kriteria. yang dinilai BMZ 

antam lain: (I) kemampuan dan kondisi debil!>r membayar hutang, (2) kondisi politik 

di negara penerima, (3) rekam j<Jjak dalam pengelolaan butang, (4) kebutuban dana 

untuk kegiatan konservasi dan perlindungan lingkungan, pengantasan kemiskinan 

atau peudidikan. Da1am pembicaman bilateral, BMZ a1ran mempresentasikan usulan 

mereka tentang program yang akan dibiayai dengan skema konversi hutang. 

Departemen Keuangan, Kantor Menke Perekonomian dan KfW bamegosiasi untuk 

menyepakati bal-bal · teknis dan administrasi keuangan berkaitan dengan 

implementasi DNS Ili.Bila kesepakatan tereapai, maka KfW akan menynsun 

kesepakatan dengan negara debitor ("separate agreement"). 
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negosuw KQnversl 
- hutanJl -- -
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! \ t;.; .x~;:>dJ 

-Gambat 5. Mekanisme B1lateral DNS III 

Petjanjian DNS III adalah salah satu implementasi kebijakan nasional restrukturisasi 

butang lum: negeri yang diamanatkan oleh TAP MPR dan diatur dengan tata 

perundang-undangan di bawabnya. Petjanjian DNS III ditandatangani antara 

perwakilan KfW di Indonesia dengan KLH sebagai lembaga pengelola dan eksekutor 

program. sebagaimana terlihat dalam Gambar 5 di atas. 

Pemerintah Jerman bersedia mengalillkan sejumlah 50% hutang ODA pemerintah 

Indonesia senilai €25 juta menjadi €12,5 juta, dan pengalilian itn disepakati untuk 

sektor keiananan dan sektor llngkungan hidup masing-masing sebesar €6,25 juta. 

Pemerintah Indonesia berke~iban menyediakan dana setara nilai hutang yang 

dikonversi dalam DNS III atau sekitar Rp68,75 miliar untuk kegtaran seiama lima 

tahun alau dirata-ralllkan Rpl7,2 miliar per-tahun (KLH 2004, KLH 2006e). 

Mekenisme konversi hutang yang disepaketi oleh kedua belah pihak dissjikan dalam 

Gambar6. 
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Gambar 6. Mekanisme Kebijakan Nasional Program DNS ill 
Sumber. Data diolab, 2009. 
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4.4. Dampak Liogkungan 

Usaha Mikro dan Kecil tidak tenna.suk kategori usaha yang memiliki dampak 

panting terhadap linglrungan hldup seperti diatur dalam Keputusan Menteri Negara 

Linglrungan Hidup No.l7 Tahun 2001 Tentang: Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan 

Yang Wajili Dilengkapi Dengan Aaalisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 

Dampak linglrungan yang ditimbulkaa oleh unit UMK maupun UMKM tidak diatur 

seeara khusus oleh paraturnnlketetapan Menteri Negara Linglrungan Hidup. 

Dhewanthl (2007} menyebutkan bahwa beban pencemaran seklor industri sejak masa 

krisis ekonomi dan moneter tahun 1997/1998 telah mencapai tahap kritis. Pada krurus 

pancemaran industri, diparkirakan beban organik yang dibuang ke sungai berkisar 

25-50%, sehingga bila digabnngkan maka vnlume limbah yang berasal dari sekitar 

42 juta unit UMK di selurah Indonesia sangat besar. Sampai akhlr tahun 2009, 

peoeliti tidak dapot memperolah data pasti tentang jenis-jenis polutan dan volume 

pencemaran UMK di selurah Indonesia, karena sulitnya mendapatkan publikasi basil 

penelitian tentaug topik tersebut 

Sesnai kateguri usaha mikro dan keeil yang ditetapkan KLH, maka UMK yang 

berhak mendapalkan kredit investasi lingkungan dapat disesuaikan dengan pernoalan 

pancemanm tinglrungan yang dianggap panting, di mana UMK tersebat berlokasi. 

Menurut KLH (2008}, data pancemaran linglrungan diparoleh dari database KLH dan 

data dari berbagai lembaga pemerintah lainnya. ' 

Unit UMK yang telah mendapotkaa kredit investasi linglrungan per-30 Desember 

2008 mencapai 58 unit usaha yang tersebar pada 15 provinsi dan tujuh jenis bidang 

usuha yaitu: (I) daW: ulang limbah plastik, (2} industri makanan dan minuman, (3) 

vulkanisir ban, (4) industri peleburan, dan (5) kemjinan logam, (6) kemjinan Iangan 

dan mebel, (7) industri petemakan. Ketujuh tipa UMK terseba! menghasilkan 

berbagai jenis limbah antara lain karet, logam dalam berhagai ukuran, kain, koturan 

hewan, limbah sayuran, busa, bulu-bulu unggas, limbah blotoag pahrik gu!a,·!imbah 

organik dari sampah pasar, sahut kelapa, dan lain-lain (KLH, 2008). 
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Tabel 7. Ringkasan Hasil Pemantauan Pencapaian Target33 UMK per Desember 2008 

No Jenis Usaba Jnmlab' 'fllrget •l' Pencapalan 

I Daur ulanj; lim bah 10 . 2!1-100 tOn liml>llh Tercopai 

plastik pla.stiklbulan 
. 

2 Unit biogas limbah tahu 5 Pengur.mgan BOD 4 'Belum tereapai-
' kg/bari .BOD 4 pengur.mgan 

tonlhari 

, Unit biogas kotoran I Pengur.mgan beiman sap! Pengur.mgan 150 ""' 
' ' ternak ' ,. 1.200 too/bulan kotonm.sapilbulan 

4 Daurulaog·besi bekas 4 Peilgur.mgan limbal! best TeruJpai 

' 0,5 kg-25 toolbohw ' '• .. 

5 Pemanf'aaren bolo] I Pengur.mgan limbah boWl 13el1,11U T~pai 

)recap ]recap .5.000 botollboJan . ,•, 

6 Dour,ulang ljmbah ban 3 Pengurallgan . limbah bes Ten:apai sebogioo 

4-10 toolbot.n . 

7 Pemanfuatan Jimbah air I Pengurangan lim bah air Bclum teroapai 

kelapa !relapa 20 toolbo!an 

8 PClllllllfuatan liml>llh I Pengur.mgan llmbah Belum~i 

selolm sekam l 00 ton/bulan 

9 Pemanfilatan kel.apa. 
' 
2 ,,Pengur.angan C02 T ercapai sebagian 

biji jorak, min yak 25--100 ton/bulan 
' 

jelantsh untuk biOdiesel 
i •• ' 

·' 

10 PemanfBatan liml>llh 1 Pengur.mgan limbah kayu Tercapai 

kayu dan melle! 80 meter kubiklbulan 

II - eoeng l Pengurangan ilmbah kertas Tercepai 

goodok 80~1an 

12 D~Wang limbah kaca 1 Pengur.mgan emiS1 C02, Ten:apai 
' 62ioolbuhw 

13 IPAL rumahsakit l Pengurangan BOD 200 Tercapai 

kg/bulan 

14 Pemanraatan limbab I Pen~ail lim bah· k.ain Tercapai 

koin 1 '1 ton/bulan . ' ·' 

. 
Sumber: Data KLH dJOlah, 2008 
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'Tabel 7 menyajikan ringkasan jenis usaha dan target perbaikan kualitas lingkungan 

serta pencapaiannya. Dati 33 perusahaan UMK yang dipillh untuk diovaluasi oleh 

KLH sampai bulan Dosomber 2008 (KLH, 2008) maka lebih dmi 50% UMK telah 

mencapai target memperbaiki minimal satu parameter kualitas 

lingkungan,sobagaiman tergambar di dalam tabel. 

Bebempa perusahaan tidal< mencapai target I 00"10 atau tereapai sebegian, karena 

adanya perubahan-perubeban selama pengucuran kredit, teretama pada pem.iliben 

teknologi dan• pembangunan sarona yang sedang •beljalao. Unit-unit UMK yaog 

tidal< mencapai target disobabkan oleh keterlambatao pemasangao pernlatao 

pengolah limbah atau adanya pembelian Iehan usaha yang bam, yang tidal< 

direncanakan sebelumnya. 

Laporan KLH tahun 2008 juga menyatakan bahwa tidal< eda satupun pengusaha 

UMK yang menerima kredit investasi lingkungan, menggunakan kredit terSebut 

untuk keperluan di luar kesepakatan. Penyimpangao biasanya te!jedi pada 

pemilihan merek dan spesifikasi teknologi yaog berbeda.dengan rekomendasi TAU, 

dan pembelian Iehan barn yang dapat dimaklumi karena dipakai sebagai lokasi usaha 

atau lokas penempatan pernlatao barn (KLH, 2008). 

4.5. lmplementasi DNS m 
Program DNS ill ditandatangani tahun 2006, ketika pemerintah Jerman dan 

pemerintab Indonesia menyepakati program pengalihan hutang senilai €12,5 juta, 

melalui Separate Arrangement Agreement (Kesepakatao Pengataran Terpisah) yang 

ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Dana yang dialokasikan untuk program 

ini setere dengan nilai rupiah pada saat ditandataogani atau Rp68 miliar untuk 

program dalam jaagka waktu lima tahun (2006-2010). Program dimulai pada 

Semester Kedua Tahun Auggaran 2007 dan KLH telah mengalokasikan dana DNS 

sebesar Rpl8 miliar. 

Sampai bulan Desember 2008, nilai kredit yang telah dikncurkan mencapai Rp I 0,26 

miliar. TeJXOtat 63 unit usaha UMK yang tidal< melanjutkan proses selama periode 
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29 April-30 Desember 2008 karena ditolak pennohonannya. tidak melengkapi 

persyaratan, meogundurl<an diri, alan ditunda prosesnya (KLH, 2008). Jenis 

investasi yaog dibiayai oleh prognun DNS m digamhurl<an pada Tabel 6. 

Jumleh hari yang dibutuhkan UMK untuk mendapatkan persetujuanlpeuolakan !credit 

rata-rata 132 hari meliputi; 11,7 hari untuk penyariogan awal dan penyiapan, 64,6 

hari untuk analisis pembiayaan, 10,4 hari untuk analisis teknis, 3,1 hari untuk 

·rekomendasi telrnis, 38,2 ·hari untuk auolisis pembiayaan lanjutan dan 7,8 hari untuk 

· peneairan dana Anallsis pembiayaan yang dilakukan BSM memakan waktu paling 

lama· karena BSM mengnaut prinsip kehati-hatian daJam memberikan kredit AndiJ 

bank sebesar 20 % dari setiap alo!d !credit yang disetujui, menjadt dasar hank ini 

untuk bersikap hati-hati dalam persetujuan pengucuran. Menurut infonnan BSM, 

proses akan relatiflebih cepat bila 100 pendanaan bernsal dari KLH. 

Komposisi pembiayaan dalam kredit investasi lingkungan telab disepakali oleh KLH 

dan BSM tel'diri dari maksimal 80% bernsal illsilitas !credit investasi bergulir, 

maksimal 20% berasal dari dana internal hank, dan minimal 5% dana pengnsaha 

·sendiri; Kredit sebesar 100% dapat diberikan kepada UMK yang mempunYai potensi 

dan alan pencemaran yang besar seperti industri tabu, tapioka, dan industri lain yang 

menghasilkan pencemaran baik organlk dan atau oon-organik yaog besar (KLH, 

2008). ' ( ; ,, 
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Tllbel8. Jenis lnveslasi yang Daptlt bibiayai oleh Program DNSill 

.Ten!S ' ' ' ., "';: 
' ~ ,, ' idanl . i enetgi · 

penceman!l1 Peral.,.,; pen~ kerusalom lapisari Omn. termasUk konsttuksi sipil dan 

' 
" ll. 

IJidustri daur Semua 'Pf:ralatan 'UD.iilk' alam dan 

, teniu!suk -belian . tanah. unllfu mendukung pnis'es produksi, 

: :': ~~i:~~.jj ~~~P:O-~i~ . .;! ' 

~.,._ . Pemlatan jlang dapat m~ema; -onfaatan suml>erdayn alam. enetgi dan 

reuse, recycle (3R) nilai tambeh '!it\lbab, !"~ ~,mbet~ tanah Wltuk .. ,,_.,_ 
" 

mendukwJg proses produks~ konstruksi sipiJ serta 9lat t:ransportasi lirnbah 

• iimbah (I\' AL) 
' ,..._ ·' ~·: _·' .-.~,. : .. '·· ' .i " . 

pengolaban lim bah Instalasi fengendalian ~ncemaran Udara (IPPU) 

(end-of-pipe Instat~i Pengelohan Limhah ·Padat (iPLP} 
' 

lechnologj;)' '· 

' 

IaOOraforium . Pera!atan labOratOriuffi Untuk aDalisis kualit!s Iingkungan 

' 
Bahan beku yang •bahan ••• 

ramah !ingkungan 

~·~ ' • ' 

f • ' ' <· ' ' ,; 
' - .·• ' . ' 

• KLH,2008 · " 

4.5. Penguknrao Indrkator Kredit • ·' 

Terdapat · empat indikator yang dlsePakati sebagai indikal!>r keberhasilan kredit 

investasi lingkungan olnb Ktintor Menteri Negar.i Linil,kungan d3n KlW, sesuai 

dengan peganjian Separate Arrangement Agreement (SAA) tahun 2006, yaitu: (1) 

indikator kualitas lingkungan, (2) indiketor kredit mace!, (3) indikator tingkat 

penyernpan kredit, dan ( 4) indikator legalisasi mekanisme dana bergulir. 
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4.5.1 Iudikator kualitas lillglmngan 

lndikator. pertama kaborhasilan,. DNS adalah rulanya dampak positif terhadap 

lingkungan hidup, berupa perbaikaii jiimuneter kualitas lingkungan fisik. Beberapa 

perbaikan dan Inovasi yang mO!lllliibah nil& positif kegiatan adalale pengbematan 

pemakaian sumberdaya alam seperti air, bahan baku, dan energi, pangurangan 

limbah, pengurangan gan-gas rumah kaca, peningkatan kualit>s limbah dan kualitas 

erllisi. Pexjanjian SAA mensyaratkan minimal satu patllllleter lingkungan dipenubi 

oleh UMK. Sebanyak 33 UMK yang dipantau pada tahap pettama pencairan kredit, 

terdapat 20 UMK (54,4%) yang memberikan indikasi dampak lingkungan positif, 13 

UMK (39,4%) belum memberikau indikasi dampak lillgkungan pesitif, banya 4 

UMK (12,1 %) yang perlu dipantau pada saatja!nb lelllpO atau setelaimya. 

Dalam ringkasan basil pemantanan sampai 30 Desember 2008, dari 33 perusahaan 

yang dipantau berhasil mengurangi pemakaian bahan baku dan volume limbah yang 

dibuang ke media Jingkungan. Beberapa perusahaan mampu mengurangi limbah 

plaatik 20-100 ron/bulan, mengurangi 1imbah ketolllll sampai 150 ton/bulan, limbeh 

pengurangan enrisi 25.{;0 ton/bulan, pengurangan limbah ban I 0 ton/bulan, dan 

pengurangan limbah logam I 0 ton/bulan. 

Pemantauan terhadap 33 parusahaan itu juga menyimpulkan bahwa 20 perusa:liaan 

berhasil mencapai target biugga I 00% dari ren<Janll pengolahan limbah mereka. 

Mayorit>s UMK yang mencapai keberhasilan dalam memperbaiki parameter 

lingkengan fisik adalah unit usaha yang meogolah limbah plastik, sedangkan UMK 

yang belum mencapai target perbaikan patllllle!er liD,~ umumn~ kerena 

sedang mempersiapkan lalam dan bangunan fisik, 111ernbangun paralatan proses 

prodoksi, atau menrilib spesifikasi teknologi yang tidak sesuni dengan rekomendasi. 
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Gambar 7. Unit UMK Pengolaban Limbab Plostik di Cirebon (Sumber: KLH, 2008) 

4.5.2 Indikator kredit ma<et 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 619/PBI/2004 dan PBI Nomor 

7/38/PBI/2005, bank yang berkinerja baik.tidak boleb memiliki kredlt mace! (NPL) 

melebihi 5%. Petjanjian SAA antara kreditor dengan debitor menyepaliati syarat 

NPL.dalam.program DNS ID tidak melebibi 10"/o atau lebih tinggi .5% dibandingkan 

dengan syarat Bank Indonesia, karena karakteristik bisnis UMK yang memi!iki 

masalah permodalan yang re!atif besar. 

Jnformnn penelitian di KLH menyatakim bahwa evaluasi terhadap tingkst kredit 

maeet bern dapat dilakukan secepat-eepstnya pnda akbir masa akad kredit atru tahun 

2010. ;, . 

4.5.3. Indikator lingkat penyerapan kredit 

Jndikator lain yang ditetapkan dalam petjanjian SAA adalah tingket penyerapan 

kredit pada masa akbir program setidalrnya mencapai 80%. Evaluasi menyeluruh 
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untuk kriteria ini akan dilakukan pada akhlr masa program DNS liJ lahap pertama 

pada tahun 2010. Sesuai lapomn tahun aoggaran 2008 yang disusun PT PEl atas 

periotah KLH, tingkat penyerapan !credit DNS III periode 2006-2008 sebesar 

Rpl4.717.916.614.12 alau baru terserap Rp774.627.190/bulan, seiama lebih lrurang 

19 bulan masa kerja program ini. Sedangkan pada periode April-Desember 2008 

nilai totai kredit yang telah disalurkan mencapai Rpl0.264.09S.700,00 atau setara 

Rpl,28 miliar/bulan. Nilai ini setara dengan 22% dari totai daaa DNS yaog tersedia 

pada tahun 2008 alau masih relatif keeil bila dibandiugkan dengan target minilll81 

penyempan mencapai SO"A> pada tahun 2010 dari nilai totai DNS m yang akan 

. dihapusbukukan. 

Menurut para informan dari BSM, TAU dan KLH, kcmilltan untuk menemukan 

UMK yaog memenubi persyaratan teknis dan kelayakan finansial, dan basis data 

yaog lengkap mengenai bisnis UMK, menyebabkan pencapaian nitai peoyaluran 

kredit relatifbelum memuaskan. 

4.5.4 Indikator legalisasi mekani!me dana bergalir 

Perjanjian SAA menyalakan bahwa terdapat kebutuhan untuk melegalisasikan satu 

bentuk mekanisme dl!llll bergulir yang dikelola oleb BSM. Dena bergulir itu terdiri 

dari initial fimd (daaa yang dipinjamkan kepada UMK) dan revolving fund (cicilan 

dari UMK yang dipinjamkan kembali kepada UMK lainnya). Persyaratan itu tidak 

menyebut dengan teglis apa bentuk kelembegannnya, tetapi mensyaratkan bahwa 

lembaga keumigan (financial instilldion) bertanggangjawah menyalurkan naog itu 

kepadaUMK. 

Sesuai:Undang-Undang Nomor I tahun 2004 tentang Perbendabaraan Negara. maka 

lembaga negara dan kementerian wajib membentuk Badan Layanan Umum (BLU) 

untnk melayani publik berkaitan dangan penjualan barang/atau jasa. Badan Layl!lllln 

Umum adalah instanlii di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyatukat berupa penyediaan bamng dan/atau jasa yang .dijual 

tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegialannya 
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didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, Dengan memakai ketentuan ini, 

maka dana DNS dikelola oleh BLU yang dilientuk KLH. 

Menurut infonnan penelitian dari KLH, pihaknys telah mencapai kasepahaman 

dengan KfW tentang pengelolaan dana DNS III. Kedua pihak menganggap hahwa 

rekening yang dibuat terpisah dari rekening KLH dan ditempatkan di Bank Syariah 

Mandiri sudah cukup memenuhi S)'!lillt kriteria pengelolaan dana yang benar, 

Informan dari LSM meoystakan bahwa pihak negara donor umumnya meotin1a dana 

hibah lingkubgan dalam jumlah besar dikelola dalam sehuah lembaga trust fund 

(dana abadi) ·yang Sa.mpai 1ahon '2009 belum diatur dalam perondang-undangan 

khusus. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang mengharuskan pengelolaan 

dana hihah lingkungan oleh lembaga trust fund, sebingga dana yang masuk ke 

Indonesia dibuatkan rekening di negara tetangga terdekat yang telah memiliki 

penaturan tentang hal ini. 

Gamber 8 . .Unit·UMK produksi brodiesel di Muksssar (Sumber: KLH; 2008) 

4.6. . Isu-isu Penting Kebijokan · 

Penulis sepakat dengail Dunn (1999) yang memberlakan karakteristik persoalan 

dalam kebijakan menjadi dua, yaitu masalah kebijakan dan isu kebijakan. lsu-isu 

kebijakan tidak hanya mengandung ketidaksetujuan mengenai serangkaian akai yang 

56 

Studi Implementasi..., I Gusti Gede Maha S. Adi, Pascasarjana UI, 2010



aktual atau potensial, tetapi juga mencerminkan pandangan-pandangan yang berbeda 

tentang sifat dari masalah-masalah itu sendiri. 

Lebih lanjut Dunn mengungkapkan bahwa. isu--isu kebijakan dapat dildasifikasikan 

dalam sebuah hirarld menjadi bebempa tipe yaitu: isu tipe utama, sekunder, 

li.!ngsional dan tniru>r. lsu utama biasanya muncul pada level tertinggi lembaga 

pemerintah di tingkat nasional, daerah, maupun lokal seperti Presidcn, Gubemur, 

atan Bupati dao Walikota. Isu-isu sekunder adalah isu yang terletak pada tingkat 

. instansi pelaksana program pada tiugkat pemerintahan nasional, daerah dan lokal 

seperti dcpartemen dan kantor dinas. Isu-isu ini merupokan isu prioritas-prioritas 

progi1llll dan definisi kalompok-kelompok sasaran dan penerlma dampak . 

.... 
Isu-isu li.!ngsional terletak di antura tingkat progi1llll dan pro~d<i, dan momasukken 

portanyaau-pertanyaau seperti auggaran, keuangan, dan usaha untak memperolelmya 

Contoh isu li.!ngsional adalah pemilihan lembaga pelaksana proyek, alokasi anggaran 

dan alokasi sumberdaya loinnya. Sadangken isu-isu minor adalah isu-isu yang 

ditemulrao paling sering pada tingket proyek-proyek yang spesifik. Isu-isu minor 

meliputi personal, staf, keuntungan kerja, waktu liburan, jam kerja dan petunjuk 

pelaksanaan serta peraturan. 

KlaSil'ikasi Dunn sesuai dengan pendapat para informan penelitian yang 

mendcskripsikan isu-isu kebijakan yang rnllllCul dalam setiap hinttki struktur DNS 

Ill, mulai dari lembaga pemerintah di tingkat nasional sampai petaksanaan progi1llll . . 

di tingket lokal yaitu para pengusaha mikro dan ked!. Melalui wawancara .. 
mendalam, perui!iti mengelompokkan isu--isu tersebut menjadi lima isu kebijakao 

potellSial seperti turapak dalam Tabel9, yaitu: (1} Kelembagaan, (1) Komitmen, (3) 

Kebijakan Anggaran dan Hutang Luar Negeri, (4) Aspek-aspek Teknis Usoba 

Mikrn dan Kecil, dan (5) Transparansi Program. Tabe~ 9-menyajikan daftar para 

informan yaog merupokan para pihak yang mengetahui DNS dengan baik atan telah 

melaksanakan dan terlibat dalam implementasi program yaog berkaitan dengan DNS 

lil. 
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Berdasarkan posisinya terhadap pemerin1llb, maka penelitian ini mengelompokkan 

informan menjadi dua kelompok yaitu: (1) lembaga-lembaga pemerintah, (2) 

lembaga non-pemerintah, yang terlibat atau memiliki pengetabuan t<mtang program 

ini. Lembaga-lembaga pemerin1llh yang menjadi narasumber daimn penelitian ini 

dipilih berdrularkan pondapet para infurman ponelitian dan informasi sekunder yaag 

diperoleb peneliti dad berbagai buku, lllporan, dan internet tentang topik yaag 

berkaitan dengan DNS. 

lnforman lembaga swadaya masyarakat (LSM) daimn penelitian ini terdiri dad tiga, 

yaitu Yayasan WWF Indonesia, Conservation lnternationai-'Jndonesia. A1asan 

pemilihan kadga LSM tersebut antara ll!in: WWF dan CI adalab dua lembaga non­

. profit tingkat intemasional yang telab berpengalaman menjalankan program DNS di 

berbagai negara, sadangkan Y ayasan Kebati (Keanekaragaman Hay ali) menjadi 

pengelola dana dan pelaksana program DNS sebesar US$30 juta melalui skema 

Tropical Forest Conservation Act (TFCA) dad pemerintab Amerika Serikar pada 

pertengaban tabun 2009 (The Jakarta Post, 2009). 

Ketiga LSM tersebut dapat dikategorikan sebagai informaa yang tetab mengetabui 

program DNS dengan baik, sehlngga jawaban-jawaban yang beraangkutan dapat 

dipakai sebagai landasan untuk menyusun himrki permasalaban dalam AHP. 
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Tabel9. Hubungsn lnfurman dengan Masalab dan lsu Kebijakan DNS ID 

IDfonnan 

Perekonomian 

Departcmen 

Keuangan 

Bank 

Mandi.rl 

WWF Indonesia. 

Yayasan.Kebldi 

Bagaan Negara 

Kreditor 

1 Kebijakan Aspek 

Anggaran dan Teknls 

Hulrulg 

Negeri 

Uraian isu-isu kebijakan pada Tabel 9 di atas menunjukkan babwa isu transparansi 

program merupakan isu unmk selurub stakeholder diikuti oleh isu aspek-aspek teknis 

UMK, isu kebijakan anggaran dan hutang luar negeri, isu komilmen negara !creditor, 

dan isu terakhir adalah kelembagaan yang merupakan isu bagi empet informan. 

Dengan membaca Tabel 9 dapat ditarik kesimpulan pertama babwa isu transparansi 

program DNS dapat dikategorikan sebagai isu utama dan merupakan faktor paling 

panting dalam implementasi kebijakan DNS III saat ini. Apabila selurah infonnan 
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lronsisten dengan pendapat mereka, make. bobot atau prioritas dalam AHP akan 

menghasilkan tingkat kepentingan isu yang sama. Untuk menentnkan bobot atau 

tingkat prioritasnya, seluruh kriteria akan dibandingkan seeara be!JlBS'!Ilgan dengan 

kriterianya. 

4.6.1 Aspek·aspek kelembagaan 

Menurut Parson, pendakatan kelembagaan dalam analisis kebijakan berkaitan deogan 

fungal dan penman institasi dan bagaimaoa mereka menjalankan fungai itu dalam 

realitas yang berbeda dengan gagasan tipe rnsional ideal. 

Kelembagaan program DNS m berkaitan dengan masalsh hibsh:luar negeri menurut 

Ariadi (2001). setidllknya terkait dengan empat institasi di samping pelaksana 

proyek. Keempat institusi tersellut adalsh Deplu, Depkeu, Bappenas, dan Sekre1ariat 

Negara. Adapun lernbaga-lembaga yang dinyatakan. dalam . penelitian ini adalsh 

lembaga yang dinyatakan oleh para informan terlibat dalam koordinasi, penentuan 

kebijakan dan pelakaanaan program DNS ill. Lembaga-lembaga yang terlibat di 

dalam progmm DNS ill terdiri dari: 

(1) Menteri Koordlll.ator Bidang Perekonomiao 

Menteri Koordinator Bidang Perekonornian diatur dengan Peraturan Presiden No.9 

Tshun 2005 lentang Tugas, Kedudukan, dan Fungal Kementrian Negara. Sesuni 

peraturan tersebut. Kementeriao Koordinator (Menko) mempunyai tugas membantu 

Presiden unluk mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan. kebijukan, serta 

mensinkronkao pelnksanaao kebijakan di bidangoya. Menko Bidang Perekonomian 

menjadi koordinator nasional resttukturisasi hutang pemerintah, deng8ll cara 

melnkukan sinkronisasi tugas .dan fungsi antar-lembaga dalam ·program DNS ill. 

Kantor Menko Perekonornian melnkukao komunikasi resrni dengan negsra kreditor 

melalui saluran diplomatik, yaitu melalui kantor kedutuan besar negara-negsra 

kreditor di Indonesia dan menerima pena.waran secara resmi untuk melaksanak.an 

program DNS di Indonesia. Sesuai..dengan tugasnya, meka. Kantor Menko 

Perekonornian bartugas sebagai koordinator lembaga-lembaga pemerinlllh 
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departemen dan non-dopartemen yang tedibat di dalam kebijakan pengaliban hutang 

melalui DNS. 

Informan penelitian menyatakan bahwa dalam DNS III, Kantor . Menko 

Perekonomian tidak berkaitan langsung dengen aspek-aspek teknis perjanjian 

konversi hutang, dan negosiasi langsung dengan para kreditor menyanglrut nilai, 

jenis dan besaran hutang yang akan dikonverni. Dalam penandatanganan perjanjian 

SAA antara kreditor dan debitor, Kantor Menko Perekonomian mendampingi KLH 

sebagai wakil resmi pemerintah Indonesia untuk menantangani perjanjian tersebut. 

(2) DepartemenKeuangan · 

.Salah satu fungsi dopartemen keuangan adalah mernmuslian kebijnkan nasional, 

kebijakan pelakaanaan, dan lrebijakan ·teknis di bidongnya, yaitu bidang keuangen 

negam sesuai. perintah Peraturan Presiden Nomor 9 Tabun 2005 tentang Tugas, 

Kedudukan-dan Fungsi Kementrian Negsaa. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri 

Keul!ngan Nomor 13VPMK.Oll2006 tentang Organisasi dan Tala Kerja Dopartemen 

Keuangen dinyatakan babwa Departemen Keuangen bertugas melaksannkan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negsaa. Salah satu tegas pokok 

adalah membantu pemerintah pusat menyuslln · Anggamn Pendopatan dan Belanja 

Negam (APBN), termasuk .di dalamnya menempkan nilai dana DNS pada tahun 

anggaran yang bersangkutan .. · 

Di dalam prognun DNS, Depkeu adalah wakil pemerintah Indonesia yang bertindak 

sebagai peminjam kredit ( dobitor), melakukan hubungan yang intensif dengan pibak 

negam. kreditor untuk menentukan jenis dan jumtah butang yang nkan dikonversi, 

kesiapan kebija)mn-kebijnkan anggamn di dalam negeri yang sesuai dengan rencana 

konversi, sistem audit keuangen, dan melaknkan negosiasi langsung dengan negara 

kreditor atau bank yang ditunjuk, 

(3) Badan Pereneanaao l'embangnnan Nlll!ional 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan 

Pembangonan Nasional, maka salah satu fungsi Bappenas sebagaimana dinyatakan 
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dalam Pasal 3.e., adalah koordinasi, lllsilitasi, dan.ll"laksanaan pencarian sumber­

surnber pembiayaan dalam dan luar negeti, serta pengalokasian dana untuk 

pembangunan bersama-sama i.nstansi terkait · Dalam program DNS, Bappenos 

menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, yang dilaksanakan langsung oleh Deputi 

Bidang Pendanaan Pembangnnan. 

(4) ~ntorMonteri Negam Llllgknogan Hidup 

Kantor Menteri Negma Lingkongan Hidup (KLH) · bertindak sebagai executing 

agency (lembags -pelaksana) program DNS ill, yang bertugas melaksanakan 

implementasi DNS. DI dalam tugasnya KLH dibantu oleh satu Unit Bantuan Tekais 

(TAU) yang dijalankan oleh konsultan kompetan dan dipilih setiap tahun. KLH 

menetapkan satu l•mbaga keuangan sebagai pelaksana penerns. pinjamlm ·bagi 

pembiayaan program bantuan pendanaan untuk investasi liegkangan bagi UMK 

melalui program DNS; sesuai dengan peraturan perundang-nndanglm yang berlako 

dan SAA. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupekan lernbaga keuangan yang 

ditunjuk untuk mendistribusikan dana dalam program ini, melalui perjanjian 

kerjasama No. 07/Dep.VIVLH/0412008, tanggal15 April200S. 

(5) BankKfW 

Pemerintah Jerman bertinduk sebagai kreditor dan menunjuk hank KfW 

(Kreditanstalt for Wiederaufbau) sehagal juru bayar kepada pemerintah Indooesia. 

Nilai uang yang dikoversi menggunakan mata uang Euro (€) yang setara dengan nilai 

tukar mata uang rupiah di pasar uang, pada bulan pencaimn uang tersebuL Dalam 

pemapmannya, KfW menyatakan bahwa.sesuai skema Paris Club, mereka dapet 

menghapusbukukan hutang negara bersangkutan Sllillpai 100 % (KfW, 2004). 

Bauk KfW sepekat untuk memakai desain pendanaan endowment .fund pada DNS 

Ill, yang merupakan meksnisme dana bergulir dengan memanfaatkan bunga kredit, 

tanpa menghabiskan modal pokoknya (capital stock}. Dalam pemapmannya 

mengenai DNS, KfW menyatakao bahwa keberlanjutan institusional dalam program 

DNS ini ditentukan oleh partisipasi pem pemangku kepenti:ngan. 
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(6) .LeJDbap..Jembop Swodayo Masylll11kat 

Lembaga swadayo masyarakat (LSM) disebutkan para infunnan memainkan penman 

penting dalam implementasi DNS lli karena LSM dapat memberikan in:furmasi 

kepada pengelola program mengenai kondisi objektif UMK, penyebarannyo dan 

kondisi bisnisnya. 

Para informan tidak menyebutkan secara khusus nama LSM tertelitu, · tetapi ketiga 

· LSM yang menjadi informan yaitu Y ayasan WWF Indonesia, . Conservation 

Intemational Indonesia, dan Yayosnn Kebati merupakan lembaga yang memililci 

kemampaan untuk mengelola dan melaksanaken program DNS. 

· (7) Unit Bautwm Telmls 

Tugas inti Unit BantlUlll.Teknis (TAU) adalab membantu UMK untuk mendapatkan 

pembiayaan dengan skema DNS antam lain dengan .penyusunan proposal yang Ia yak 

dibiayai, pemilihan altematif investasi lingknngan ·yang paling tepitt dan bantlUlll 

dalam menyusun kelengkepan aspek keuangan (KLH, 2008). 

Unit Bantunn Teknis memberikan basil eva!uasi kelayakan teknis setiap UMK 

kepada KLH, dan hila diperlukan membantu lembega kenan!iJm BSM uirtuk 

· ntemberikan penilaian teknis. Untuk tahun 2008 KLB memilih PT Pasadena 

Engineering lndonesili (PEl) sebagai TAU, dan ditender kernbali setinp 1ahun. 

(8) Lembaga Keuaugan . 

Terdapat 15 benk yang mengikuti seleksi menjadi bank pengelola kredit DNS lli 

yang diaditkan oleh KLH. Bank-benk ini diwajibkan memiliki dan syarat penting 

agar dapat mengelola kradit tersebut, yaitu mencanb1mkan dangan tegas orientasi 

bisnis mereka kepada pengnsaha mikro, kecil dan menengitb (UMKM), dan memiliki 

tingkat kesehatan keuangan yang balk. 

Bank Syariitb Mandiri (BSM) le!Jlilih sebagai lembep keuangan yang«mengelola 

dan menyalurkan kredit investasi lingkungan kepada UMK, berdasarkan basil 

penilaian tertinggi dalam presentasinya di dapen witkil pemerintah Indonesia dan 
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Kfw di Jakal1a. Anak pemsabaan Bank Mandiri Tbk ini dengan tegas 

mencantumkan sebagai bank yang berorientasi pada usah8 mikro, kecil, dan 

menengah di dalam visi misinya serta mempunyai kantor cabang yang luas di seluruh 

Indonesia. Dengan posisi sebagai anak pen•sabaat\ BUMN yang memiliki risiko 

relatif kecil, BSM merupakan kandidat terkuat pengelola dana DNS Til. 

Risiko kredit investasi lingkungao dibagi menjadi tiga yaitu: (I) Risilco BSM sebesar 

sekorang-lrunlngnya 20%, (2) Risiko pengnsaba UMK sebesar maksimal 5% dan (3) 

dana DNS sebesar maksimal 80%. Dalam implementasinya, KLH dapat 

menanggnng kredit sam pal 100% dari kebutuhan UMK, untuk unit usaha yang 

mendapalkan prioritas dala pengurangan voltime limbabnya. 
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TabellO. Pemmm ln'""""i Terkait delam DNS Ill 

No Lembaga 'Pe~an R:ewenilngan . 
Taagguag · jewab 

(JI.Oie) (Aut/JoriJY) (ResponslbilitJ') 

I Menko Koofdiflfttor KOOrdinator · · oas-iollal MeflgkoordiMsb 
PemkonoOuali nasiOttal program , restruktinisasi lioitanii l'tOjjrem DNS Ill 

DNSlll pemerintah 

2 Menkeu · NegOslaji ·-k "Menyusoo APBN, Mengalokaslken dana 

tekniS. keuangan• ""-'>k angganm DNS .. DNS nt pada setiap talllln 

·de·~~ ..... m setinp -. snggaran 
-- ·- ... ~ggaran. . . 

,3 KIJI ... Mengelolaprogram, Memutusklln UMK yang M-lola . """ 
betllak mentlapal!om , tnel.ak.sanakan ! program .. ' . " < 

-~ evaluasi selwuh DNSlll 

progmm 

4 Bappenas Mencari sumber- Mengalokasikan """" - """" DNS m berwna~sruna 

pembangunan instansi terkait Jainnya 

5 KfW Bank penampung Menentukan keberltasilan Negosiasi konversi 

dm DNS Ill &m kegagalan p><>gnun ltubmg, pengawasan """ evnluasi program 

6 UMK Penetima kredit . Menyusun lapo!llo 

keuangan, dan 

menyelesaikan kewajiban 

sebagai penerima kredit 

1 LSM Menpritisi DNS . -
]]] 

8 TAU Membantu KLH di Memberikan rcloomendasi Menyusun laporan teknis 

bidang teknis telmis penilaian DNS li[ 

9 Bank Pengucuran kredit Meneotuken kelayakan Menyalu.rkan kredit 

ekonomi UMK penerima sesuai perlntah KLH 

!credit 

Somber: Data dtolah, 2009 
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4.6.2 Analisis aspek-aspek kelembagaan 

Isu-isu kelembagaan yang dinyatakau Jlll"' informan meliputi (1) hubungan antar­

lembaga dalam program DNS Ill, (2) sumberdaya lllliilusia, (3) pula pencairan !credit, 

(4) pemilihan UMK dan (5) lembaga pengelola program 

lsu hubuogan antarlembaga di dalam implementasi program DNS dapat dijelaskan 

seperti Gambar 11. Pada tingkat kelembagaan implementasi program, KLH adalah 

lembaga peagelola (managing agency) dan eksekutor program (executing agency), 

dibantu oleh unit bantuan leknis (f AU), Baok, dan UMK sebagai peuerima kredit. 

Seluruh lembaga ini dapat digambarkan dalam satu strulctur program yang memiliki 

fungsi-fungsi koordinasi, pengawasan dan infonnasi. 

Dalam pelaksanaan program, TAU adalah konsultan yang ditunjuk oleh KLH untuk 

melakukan peutiaian (assesment) aspek-aspek teknis UMK, sadangkan BSM sebaga.i 

Bank pengelola melakukan penilaian terbadap aspek-aspek kinetja keuangan dan 

bisnis UMK. Kodua lembaga bekelja secara mandiri untuk melekukan penilaian, 

tetapi dapat berkoordinasi dan tukar menukar infurmasi tentang kriteria teknis dan 

keuangan UMK. Lapuran kodua lembaga ini disampaikan kepeda. KLH sebaga.i 

penangguogjawab program tertinggi. Berdasarkan rekomen~i teknis dari TAU dan 

rekomendasi keuangan dari Bank, maka KLH menentukan UMK yang berbak 

mendapatkan !credit atau yang ditolak.permohonannya. 

Unit-unit UMK yang telab mengajukan permohunan krodit kepeda haok, wajib 

memberikan infurmasi dan memberikan kesempata kepeda TAU dan BSM untuk 

melakukan penilaian ha.ik secara langsung maupuo tidak lanJlSl,Uli. 

Pada setiap akhir tahun pelaksanaan program KLH melakukan audit terhadap 

program DNS lli. Sodangkan evaluasi kinetja yang dilakukan terbadap program yang 

sodang peda Tabun Anggamn 2006-2008 Ielah selesai dilakukan oleh KLH pada 

akhir tahun 2008. Pada akhir masa program DNS Ill tahap pertama, KLH dan KfW 

menentukan bersama auditor independen yang ditunjuk untuk melakukan audit 

program pada tahun 2010. 
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Gambar 9. Kelembaga.an dalam lmplemenlasi Progrnm ONS ill' 
Sumber: KLH, 2008 

(i) Hubuugan antar-lembaga 

Para informan dari BSM, LSM, UMK, dan Krcditor menganggap aspek'kelemMgaan 

merupakan masalab dan isu kebijakan dalam progrem DNS III. Pendapat para 

informau penelitian berbeda-beda tentaug fungsi dau peranan institusi dabun 

implementasi DNS III .. 

Menurut BSM, perubaban kebijakan di tingkat insti!Usi pelaksana dau pengelola 

DNS III di maS8 yang akan datang, merupakan isu P.,tensial yang dapat 

menyebabkan perubaban-perubaban pada tingkat implementasi kehljakan di 
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lapangan. Isu kebijakan paling penting menurut informan adalah peruilihan lembaga 

keuangan pengelola !credit, yang dilaknkan secara berkala oleb KLH. Menurut 

informan BSM, kebijakan ini akan memerlnkan waktu untuk mentransfer hak dan 

kew!Yiban lembaga keuangan lama kepada lembaga keuangan yang baro terpilih, 

sebingga dapat memperlambat masa pencairan kredit. informan di BSM tidak 

menyampaikan usulan yang tegas tentang penetapan masa kerja . lembaga 

keuanganlbank yang lebih lama atau sampai akhir masa progmm. Mekanisme 

pentilihan lcmbaga keuangan/bank pange!ola !credit DNS ·III merupakan kebijakan 

yang tertera dalam perjanjian SAA, dan dapat diubab oleh kesepakatan antara KLH 

denganKIW. ·. 

Para infonnan LSM menyatakan bahwa isu kelcmbagaan yang terpenting antara lain 

pelibetan unsur LSM di dalam progmm DNS baik sebagai pengelolo progmm 

maupun pelaksana dan pengawas yang mewakiti masyarakat. Masalah dan isu 

kebijakan yang dianggap·penting oleh UMK antara lain aspek legalitas UMK dalam 

hubungan dengan syarat mendepaakan kredit perbankan 

Para infonnan dari Kantor Menko Perekonomian, Depkeu, dan KLH sepekat bahwa 

implementasi kebijakan restrukturiasi hutang melalui program DNS III yang dikelola 

oleh KLH telah dikoordinasikan dengan baik antar-lembaga, dan berjalan sesnai 

dengan perencanaan dan perjanjian yang ditaadatangani antara Pemerintah Repnbtik 

Indonesia dengan Pemerintah Repubtik Federal Jerman. Progmm DNS yang 

dikelola KLH mempalcan progmm DNS tahep ketiga yang dilaksanakan di 

Indonesia, sebingga dianggap oleb para informan dari lembaga pemerintah, 

merupakan kepercayaan dan penerimaan negara kreditor terlu!dap pelakaanaan DNS 

I dan II. 

(2) Sumber daya manusia 

Isu kebijakan dalam pengelolaan kredit investasi lingkungan yang dikemukakan oleh 

BSM dan TAU adulah kekurangan sumber daya manusia atau pegawai bank yang 

memahami kredit investasi lingkungan, dan sekaligus memiliki visi untuk 

meningk:alkan kualitas lingkungan hidup baik di kantor pusat maupun kanlor cabang. 
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Aspek-aspek sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuan teknis 

pengelolaan progrsm DNS ill dinystakan bekan merupakan persoalan oleh informan 

.. dl Jemhaga pemerintah, karena semua kendala relatif Ielah dlatasi oleh Departemen 

;;..Keuangan untuk bidang teknis keuangan dan penganggaran serta alokasi pendanaan, 

dan oleh KLH untuk tek:nis pelaksanaan, pengawasan dan evaluosi progrsm. 

Kendala sumber day a manusia terdapat pada UMK,· karena para pengusaba ini relatif 

tidak menguasai .akuntansi · keuangan perusahaan, pengetahuan manajemen 

perusahaan, dan lidak mengetahui dengan pasti dampak Iimbah yang mereka buang 

ke media lingkungan (KLH, 2009). 

(3} J>ola pen<airim kredit 

Kegiatan. pertting yang berhubungan dengan kelemhagaan DNS ill adalah 

mekanisme pencairan kredlt kepada UMK. Terdapat dua pola menjaring unit-unit 

UMK yang aken mendapatkan kredlt yaitu pola reguler dan pola khusus. Secara 

garls besar mekanisme peneairan kredit sesuni tahnp-tahap dalam Gamber 9. 
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Keterangtln: 1. Pengajuan kredit investasi lingkunpn dilakukan oleh UMK kepada bank 

atau Jembf!ga ~a-~n. 2. Bank menganalisis ke1ayakan finansiaJ, 3. Bank meminta 

i _ rckom~~i ~s dati~~ Menteri Negara Lin~gan Hi~_~p-~), '.'· Fq-H 

melakukan arnilisis kelayakan teknis, dengan bantuan Technical Assistance Unit (TAU), 

S. KLH mengirimkait rekome0.dasi teknis kepada bank, dan 6. Bank ruenCairbJl kredit 
• 

bergulir (revolvingftmd) unfuk UMK. ' .. 
Gambar 10. Mekanisme Pencaimn Kredit lnveswi Lingkungan DNS.m 

Sumber: KfW, 2006 · .. 

(4) .Pemilihan UMK 

Pemilihan UMK yang berbak mendapatkan fasilitas kredit merupaken wewenang 

KLH. Sebagian. besar UMK yang dipilib pada Taltun Anggamn 2006-2007 memakai 

pola khusus, yaitu memberikan prioritas l<;epada UMK berda&arkan kriteria yang 
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ditetapkan oleh KLH. Pada pola khusus ini, proses penjaringn UMK sangat 

rergantung dari TAU. 

Sejak Tahun Anggaran 2008, sebagian besar UMK dipilih KLH dengan memakai 

pola reguler, dimana rekomendasi TAU dan Bank menjadi acuan utama untnk 

menentakan UMK yang berhak menerima kredit. Pola khusus masih diterapkan 

pada bidang-bidang yang menjedi prloritas KLH. Menurnt KLH (2008), pola khusus 

penjaringan UMK digunakan untak memenuhi tujuan-tujuan khusus yang sulit 

dieapai dengan Po !a Reguler, yaitu: (1) mengikuti prioritas kebijakan KNLH, 

misa!nya pengurangan poneemaran pada industri tahu, (2) meriotis bidang usaha 

yang masih tergolong barn dan belum dikenali dengan baik oleh bank (misa!nya 

pengadaan energi alternatif seperti investasi peda mikrohidro, biogas), (3) membuat 

pereontohan program lingknogan seperti industri tahu di Tegal, dan (4) mengikuti 

prlorltas pengamhangan daerah, oontoh bioetanol di Aceh dan kerajinan skala mikro 

di Pu.rwokerto. 

(5) Lembaga pengelola program 

Tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) konservasi yang diwawaneami 

menyatakan bahwa kelembagann DNS Ill dapat melibatkan LSM eli dalam 

pongelolaan kreclit investasi lingknogan, Hal ini sejalan dengan infotman dari Kantor 

Menko Perekonomian yang meminta pengelolaan dana dan program DNS di masa 

yang akan datang ditangani oleh LSM, nntak merioganJam. · hehan audit dan 

kewajiban tambahan oleh lembaga-lembaga pemerl!!tah. Ketiga LSM menyatakan 

bahwa syarnt-syarat dari negara-negara kreditor dapat dinegosiasikan seperti yang 

di!akakan oleh negara-negara lain. 

Pmgram DNS Ill tidak dapat diserahkan kepada LSM karena pemarintah Jerman 

dan Indonesia telah menyepakati pengelolaan program rersebut dilakakan oltih KtH, 

seperti tereantum di dalam perjanjian SAA. Menurut informan · KLH, perjaqiian 

bilateral sangat tergantung dari kesepakatan dan negosiasi kedna betah pihak dan 

ditontakan oleh posisi dalam perjanjian. Dalam perjanjian SAA, posisi Indonesia 

relatif lemah dihandingkan Jerman yang hertindak pemilik piutang. 

71 

Studi Implementasi..., I Gusti Gede Maha S. Adi, Pascasarjana UI, 2010



4.6.3 Knmitmen negors kreditor 

Menurut para infoxman isu-isu kebijakan yang berkaitan dengan komitmen nega:ra 

kreditor meliputi: (I) Nilaihutang yang dapat d.ialibkan oleh kreditor, (2) jenis-jenis 

hutang yang dapat d.ialihkan, (3) penambahan hutang barn, dan (4) syarat-syarat dan 

kondisi yang diinginkan negara kreditor dalam perjanjian DNS. 

Kantor Menko Perekonomian menyatakan bahwa nilai DNS relatif keeil 

d.ibandingkan nilai hutang Indonesia. !nfoxman juga menyatakan negara-negara 

kreditor belwn memiliki komitmen yang tinggi' untok membantu menghapuskan 

butang negara-negara berkembang termasuk Indonesia, dan pada. saat yang 

bersamaan membantu meningkalkJm kualitas lingkungan hidup melalui skema DNS. 

Menurut informan dari Kantor Menko Perekonomian, jumlah pengalifum bntang 

yang relatif sangal kecil d.ibandingkan bntang pemerintah diaebahkee oleb persepsi 

negara-negara kreditor terhadap posisi bntang Indonesia. Pada tahun 2005 nilai 

bntang ODA pemerintah Indonesia kepada Jexman bernilai US$1.346,27 juta dan 

nilainyanaik menjadi US$1.493 pada tahun 2007 (Benk Indonesia, 2007). 

Sebagai negara penghutang terbesa:r keempat di denia, Indonesia dinilai telah 

berhasil naik petingkat HIPC (heavily indebt poor country) meqjadi MIC (middle­

income country), sebingga Indonesia reladf sulit mendaparkan filsititas penghapusan 

• atau pengalihan hntang atau skema sejenis. Lebih lanjut, informan nienyatakan di 

masa yang akan datang progrua yang sama dapat diserahkan kepada 118M untok 

mengurangi beban tugas dan kewajiban audit progrua dan audit keuangan di 

lembega-lembaga pemerintah. 

Sebegai pihak yang melaknkan negosiasi dengan pemerlntah Jerman dan menyusun 

. mekanisme pengalihan hutang dan penyaluran kredit investasi linglrnngan dalnm 

DNS, maka Departemen Keuangan menyatakan bahwa KLH menanggung sendirl 

beban keuangan progrua yang berjalan, ka:rena skema DNS tidsk masuk dalnm 

anggamn kementrian yang bersangkutan yang dialokasikan dalam APBN. 
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Lembaga swadaya masyarakat menganggap isu kebijakan yang berk:aitan dengan 

komitmen negara kreditor dapat dinilai dari proses peneairan dana. persyaratan 

dalam perjanjian debt swap yang saling menguntungkan dan masalah kedaulatan 

.bangsa. Pelaksanaan program yang lebih banyak atau selurubnya mengikuti 

kehendak negara kredltor akan menyebabkan menurunnya kedaulatan negara untuk 

menentukan program lingkungan apa saja yang encok dan dapat dllaksanakan di 

. negara belllallgkutan. 

Isu kebijakan.Jain yang berkaitan dengan komitmen negara kreditor adalah komitmen 

untk tidak memberikan bntang luar negeri sooara mudeh kepade Indonesia sebagai 

imbalan pelaksanaan DNS. 

4.6.4 Kebijakan anggaran dan lnrtang luar negeri 

Memanfaatkan skema konversi hutang dalam mngka pengurangan hutang luar negeri 

adalah amanat dari Majelis Pennusyawan~tan Rakyat sebagaimana tertuang di dalam 

TAP MPR RI NoJ(JMPR/2001 tentang Lapomn Pelaksawan Putusan Majelis 

Pennusyawan~tan Rakyat Republik Indonesia oleh .Lembaga Tinggi Negora, yang 

dltetapkan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001. Dalam masalah pengelolaan 

hutang luar negeri, maka MPR melalui ketetapen tersebut antara lain menugaskan 

kepada <Presiden sebugai berikut; "Hutang Luar Negeri Indonesia wajib dibayar 

tetapi Pemerintah perlu mengupayakan program restrukturisasi bntang luar ,negeri 

baik melului penjadwalan hutang pokuk dan bunga, penukaran hutang· yang relatif 

mahal dengan bntang yang sangat lunak, program debt-to-pover(JJ swap maupun 

debt-to-nature swap dalam rangke mengurangi beban APBN." 

Pemanfaatan skema konversi hutang luar negeri juga telah dlprogranskan dalam 

Undang-undang No. 19 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Tahun 

2002, sebagai salah satu kegiatan pokok dalam Program Pengelolaan Hutang 

Pemerintah yailu mengembangkan alternatif pembiayaan untuk mengurangi beban 

kewajiban pembayaran bunga dan cicilan pokok phljaman luar negeri, termasuk 

pemanfaatan skema debt-to-nature swap. 
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lsu kebijakan anggaran dan hutang luar negeri yang disebut oleb para itifoJllUUl 

peoelitian dan basil evaluasi kegiatan DNS m tahap pertama meliputi: (!) regulasi­

regulasi pemerintah yang sesuai untuk pelal<sanaau DNS lli di Indonesia, (2) 

komltmen pemerintah Indonesia mengurangi otau mengheutikan hutang luar uegeri, 

(3) sistem anggaran dan audit 

(1) Regulaai pemerintah yang sesuai deugan DNS ID 

Progmm DNS III diatur dengan Peraturan Menteri Negara Liuglruugan Hidup Nomor 

lOA ·Tahun 2006 tantang Pedomau Teknis Penyaluran Pembiayaau Bngi Debt-for­

Natare Swap (DNS) Deugau Pemerintah Jerman Untuk lnvestasi Lingkungau Bngi 

Usaha Mikro dan Keeil (UMK). Peraturau ini telah dinbah menjadi Pemturan 

Menteri Negara Lingkungau Hidup Nomor 19 Tahun 2009. 

Peraturau setingkat Menteri uutuk pengelolaan program DNS Ili, dinilai eukup 

memadai, karena peraturan tersehut mengatur tata kelja kelembagaan KLH uutuk 

meucapai tujuan progmm yang telah ditetapkan melalui SAA. 

(2} Iu.mlfmen Pemerlntah meogul"llllgi hulaog Iuar uegeri 

Indonesia .dikategorikan sebagai uegara dengan. penghasilan meneugah (middle­

income counJry), sehingga rela!if sulit meudupatkan komltmeu DNS, dibmdingkan 

negara-negara mlskin yang memiliki hutang sangat tinggi (HIPC), seperti negara­

negara di Afrika dan babempa negara ·di Amerika Latin. Pemerintah Jerman 

beranggapen bahwa negara dalam kategori seperti Indonesia ma..U. dapat 

memanf•atkan skema DNS karena adanya kebutubau riil untuk terua mengurangi 

hutang dan menyahunatkan lingkungau hidupnya (Berensmann, 2007). 

Para infurman penelilian dari LSM meuganggap pemerintah Indonesia perlu 

menegaskan kamlbnennya untuk terus mengurangi hulang luar negeri, termasuk 

mengurangi hutang ODA. Menurut para informan, skema DNS lli tidak akan berarti 

hila pemerintah telap ingiu meuarnbah hutang ODA. 
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(3) Sistem ugganm dan audit. 

Salah satu kebijakan nasional yang berkaitan langsung dangan lembaga pengelola 

dana DNS III adalab penerbitan Pemturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tunlllng 

Pengelolaan Keuangan Badan Layllllllll Umum (BLU). Badan ini adalah insllUl.si di 

Iingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijnal 

tanpa mengutamakan mencari kenntungan · dan dalam melaknkan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi dnn prodnktivitas (Sekretariat Negam Rl, 2004). 

Departemen Keuangan menyatakan bahwa semua program-program dana bergulir di 

lembaga pemerintah dnn departemen dikelola oleh BLU (Depkeu, 2009). Daftar 

· BLU yang Ielah ditetapkan pada departemenllembaga pemerintah per 12 Desember 

2009 berjumlab 71 unit (PKBLU, 2009). 

Menurut · informan KLH, Depart em en Keuangan dnn Badnn Pemeriksa Keuangao 

selaku auditor negara telah mengingatkan kepentingan pendirian BLU di KLH ..,.uai 

undnng-undang, dnn mernberikan saran agar KLH segera membentuk badan tersehut 

untuk mengelola dana bergulir DNS III. Ketua BPK meoyatakan bahwa dalam audit 

keuangan departemen dnn .. lembaga pemerintah, masih .banyak yang be!um 

membentuk BLU · dnn menjedi penyehab laporan keuangan mereka diberikan 

kategori basil penilaian disclai11Uir (Tempo, 2007) 

i! 

lnfurman KLH menyatakan, pendirian. BLU tidak dianggap .merupakan prioritas 

utama karena Ielah dlcapai kesepaiuunan dengan KfW, habwa KLH telah membuat 

rekening bank terpisah untuk mengelola dana program DNS III, serta pengelolaao 

dana tersebut dilaknkan oleb lembaga.k<mangan yaitu BSM. Pihak KfW dinyatakan 

oleh informan telah menyatakan depat menerima penjelasan tunlllng pengelolaan 

dana tersebut. Kedua pihak juga menyepakati bahwa audit menyelurah terhadap 

program DNS III baru depat dilakukan pada ak:hir masa program yaitu tahun 2010, 

sednngkan audit keuangan Ielah dilakukan secam berkala setiup tahun anggaran oleh 

BPK. 
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4.6.5 Aspek teknis usaba mlkro do kecil 

Seb"!iian besar UMK di Indonesia mengbadapi kOSulitan mengeloJa sumber daya 

untuk mencapai efesiensi yang tinggi dalam proses produksi, baik dalam mengatasi 

masalah pengurnngan nilai sumber dayanya maupun· inetisiensi peralatan 

produksinya (Dhewanthi, 2007). Mengembangkan usaha m.ikTo dan kecil merupakan 

cara untuk mengurnngi kem.iskirum dan penganggurnn melalui ~ tetapi 

perkembangan usaha mikro terhambar langkanya permO<lalan. llsalm ll=erintah 

memperlrenalkan kredit tanpa agunan yang pemah diperkenalkan pada tahun 19.70-an . . 
dan diperk.erudkan kembali pada tahun 2003, dalam realisasinya di lapang"'l masih . . 
rum.it secara adm.iuisttatif (Kompas, 2005), dan fenomena tersebut juga terjadi pada 

' '••', ' 

Jcre4i! DNS Ill 

Gambi"' 10 rnenggambarkan tahapan perkembangan suatu kegiatan usaha dan 

menunjukkan diperlukannya inturvensi pemerintah untuk membantu kebutuban biaya 

yang tidak dapat dipenubi melalui perbankan biasa Sektor yang dibantu oleh 

perbankan konvensional adalah usaha pada tahap ma(ure, sedljnp usaha pada 

!almp development dan start up dibantu perbankan biasa. Skema DNS didesain 

Ullt!Jk dapat membiayai UMK pada semua tahapan (Dbewanthi, 2007) . 

'; ( 

·.,. 

• • • 

:.·: 

• • 

• • • • • • 

• • • 

• • 

• ' 

~ 

Pmtrqn 
Engineering System 

·'Development Mature 

Gambar 11, Perkembangan Bisnis Usaha Mikro dan Kecil dan lntervensi DNS m 
Sumber: Dhewanthi. 2007 
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., '·. 
Masalah dan isu kebijakan dalam usaha mikro dan kecil yang dinyatakan oleh para 

informan meliputi (1) Kolateral (jaminan), (2) Akses yang nmdah terbadap kredit .. . ' 

perbankan, (3) Pencatatan keuangan dan administmsi, (4) Tmgkat pengoasaan 
' ; ' . 
teknologi ramah lingknogan yang relatif rendah dan (5) Kemampuan pemasaran 

· .. 
{KLH, 2008). 

' 

(1) I'enyortaan modal 

Penyertaan kolateral (jaminan) adalah selah sate syarat · untuk mendapatkaji kredit 

perbankan atau lembagakeuangan. Bank-bank konvensional memintajaminan kredit 

untUk nilai kredit di atas Rp 10 juta (Jurnal Nasional, 2009), biasanya dengan nilai 

jaminan setara dengan nilai kredit yang diajukan. Program DNS ; III juga 

mensyaratkan adaoya nilai agunan atas pembiaynan kredit investasi lingknugan ini 

minimal sebesar I 00 %. · Selain itu, UMK diWf!iibkan menyertakan pelldanaan 

minimal 5 % dari rotai kebtitahan dana. 

Syarat kolatei'al dan penyertaan modal tergolong sebagai isu kebijakan karena 

merupakan potensi masalah yang diperkirakan akan teljadi di masa yang· akan 

datang, menurut persepsi para informan. Pelaksannan pertcaiian kredit investasi 

lingknogan DNS m selama Tahun Anggaran 2006-2009 tidak menemui kendala 

berkaitan dengan kesanggupan UMK memenuhi kedua syru:at di atas. Kredit 

investasi lingknogan tetap dapat diberikan kepada UMK yang tidak dapat memenuhi 

kedua syarnt tersebut, dengan syarat nsaha yang bersangkntan memplDlyai potensi 

dan atau peneernaran yang besar seperti industri tahu, industri tapioka, dan industri 

lain yang mengbasilkan pencemarnn balk organik atau uon~ (KLH, 2008). 

(2) Aklies yang rendab terbadap kredlt perbankan 

Beberapa al..an rendahnya akses UMK terhedap kredit perbankan umum antara lain: 

UMK biasanya tidak memiliki izin usaha, tidak ada rencana bisnis (business plan) 

yang pasti, sebagian besar bisuis musiman seperti bisuis di sekror perkebllllllll, 

pertauisn dan basil batan non-keyu seperti madu hutan, rollm, dan menimbalkan 

biaya overhead yang relatif lebih besar bagi bank, dibandingkan dengan pernsahaan 

menengah dan besar. 
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Usaha: mikro dan kecil juga dianggap berisiko tinggi, untuk kredit . perbankan 

beberapa produk UMK tergolong produk yang inovatif yang membutuhkan dana 

awal wituk membu;rt produk barn, karakteristik usabanya dalam tabap perkembangan 

yang membutuhkan pembiayaan yang tinggi namun belum termasuk dalam tabapan 

kegiatan matang. 

Pibak bank dan lembaga keuangan kunvensionallainnya· juga menganggap kredit 

investasi lingkungan berisiko tiuggi untuk dbiayai karena tidak eukup pengetabuan 

tentang potensi keuntungan dati investasi lingkuogan, memakai teknologi baru yang 

bel1ltll diterima secara luas sebingga tergolong berisiko tinggi, masa 

pengembaliannya relarif lebih panjang dibandiilgkan 'ki-Jdit bias&; s~ri.ri@mn 
mengbasilkan keluaran yang tidak dapat dibitung dan sutit ditOijemabkan sebagai 

indikator keuangan dan investasi lingkungan tergolong j,a;ar baru dan pasar yang 

tiduk dapat diprediksi. 

(3) Pencatatan kewtogao dan administrasi 

Pencatatan dan administrasi l<euangan mensyaratkan adanya pengeti.tiuan minimal 

tuntang akuntansi. Informan BSM menyatakan bahwa pengetahuan para pengusaha 

UMK tentang aktintanii perusabaan relatif minim, karena modal usaha 'yang relatif 

kecil dapat dikelola dengan mudah dan dengan ingatan semaui, · sehingga tidak 

memerlukan pengetahuan kbusus. Para pengusaha UMK juga tldak biasa mencatat 
arus kas perusahaannya, sebingga tiduk dapat diketahui · dengan pasti laba:rugi 

merek:l: 
;; 

Bauk BSM sebagai pengelola kredit DNS ill tetah melaknkas sosiatisasi penyusunan 

taporan keuangan kepada para eaton peneruna kw.t' inv~ lingkungan. 

lnforman BSM menyatakas bahwa kendala minhiinya pengetahuan tentang 

adrninistrasi keuangan dapat ~stasi dengan mem~ pelatlhan pengisian formulir 

laponm keuangan kepada para pengasaha UMK. 

78 

Studi Implementasi..., I Gusti Gede Maha S. Adi, Pascasarjana UI, 2010



(4) Tmgk.ot penguasaan teknologi ramah lingkomgan yang relatifrendah 

Karena permodalan yang relatif sangat kecil dan pemahaman tentang dampak limbah 

usaba yang relatif korang baik, maka para peogusaha UMK juga tidak mengetahui 

dan mengerti tentang dampllk piliban-pililian teknologi yang mereka dapat pilih 

dalam proses·produksi barang. 

Menurut Dhewanthl (2007), tingkat peoguasaan teknologi ramah lingkangan yang 

rendah wsebahkan oleh teknologi ramah lingknngan yang relatif bam diperkelllilkan 

sehingga memerlukan waktu uniBk menguasainya operasinya. Dalam pralrtik 

pengoperasian teknologi barn, para peogusaha UMK dihantu oleh TAU. 

(5) Kemampuan ~e!Duaran .·.·· . . 

Pasar UMK biasanya terbatas dihandingkan barang sejenis yang dihasilkan oleh 

perusahaan menengah atau besar. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya permodalan, 
. . I ' 

jum!ab pekelja dan tingk.ot produksi barang yang dapat dipakni untuk melalrukan 

penetrasi pasar yang lebih besar. 

-. '. 
lnforman BSM, TAU dan KLH menyatskan babwa pemasaran barang~barang yang 

ramah lingkangan yang dihasilkan oleh UMK penerima kredit investasi lingkungan. 
-·~ ., ., .. - . . -

belum mendapatkan respon pasar yang lehih baik dihandingkan barang-barang yang 

dihasilkan perusahaan buksn peserta program. Para infurman sepakat bahwa ' ' . 
pemuaran produk ramah lingknngan membutuhkan pencitraaan dan strategi 

. ' 
pemasaran yang berbeda dengan barang-barang biasa, agnr para pernbeli yang .. ,_ .. . 
menghargai kualitas lingkangan hidup yang baik, ukan mernilih barang ramah 

lingkungan dihandingkan barang lain yang dihasilkan perusabaan sejenis. 

4.6.6 Transparansi program 
' . 

Masalah transparansi program merupukan masalab yang dianggap oleh semua 

informan sebagai isu kebijakan yang penting. Menurut para informan, isu-isu 

kehijukan berknitan dengan: makanisme pemiliban lembaga keuangan yang 

menyalurkan dana DNS, persentase biaya andit dibandingkan nilai DNS, behan biaya 

administrasl program, mekanisme keputusan pemilihan UMK, mekanisme peoeairan 

kredit. mekanisme pengawasan dan partisipasi publik, paramater lingkungan yang 
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dipilih sebagai parameter keberbasilan, pemantauan reguler oleh !<ine<ja lingkungan 

UMK, volume limbah yang berhasil dikurangi, akses informasi publik terl!adap 

program, dan kehijakan lingkungan hidup untuk UMK. 

Informan dari kalangan LSM menekankan partisipasi lemhsga non-pemerintah 

· dalam pengelolnan DNS yang dikelola KLH dan departemen kehutanan, dan 

kebijakan publik yang dibuat pemerintah untuk mengontrol kine<ja lingkungan 

UMK. Menurut para infonnan, masatah pencemarnn lingkungan yang dilakukan oleh 

UMK hsrus diselnsaikan dari hulu, yaitu dari kebijakan Jingkungan hidup yang 

.dibuat secam kbusus untuk mengontrol kinerja lingkungan bisnis skala mikro dan 

kecil. Kebijakan ini dianggap lebih mendusar dibandingkun DNS karena belum ada 

pengaturan khusus terbadap kinerja lingkangan UMK. 

· Kehijakan lain yang mendapatkan perhatian para.:lnfurriii!D. adaiJ.h rencana 

pemeriittah lllltuk mencari hutang hsru dari negai:a-negata kreditor. Reneana hutang 

luar negeri hsru itu dinyatakan para informan tidak akan menyelesaikan masalah­

masalah kerusakan lingkungan hldup, karena dapat menyebabkan meningkamye 

jumlah UMK untuk memanfaatkan dona konversi hutang melalui mekansime DNS di 

sektnr lingkungan hidup, kehutanan, pendidikan, pernbangunan dan sosial. Menurut 

para infunnan, program DNS hanye menyelesaikan gejala-gejala yang muncul dalam 

bentuk dampak lingkungan, bukan masalah yang sesunggulmya. 

lnforman KLH menyatakan bahwa DNS ID diberikan dalam keadaan krisis dan 

meningkatnya angka kemiskinan karena krisis moneter dan ekonomi. Pertumbuhan 

UMK dan UMKM yang sangat pesat di Indonesia hsrus diikuti dengan progoun 

nasional yang dapat meminimasi dampak lingkungan yang ditimbulkannya. 

4.7. Hi1111rki Masalab 
. 

Untuk melakukan analisis kebijakan yang berbasis stakeholders dan mengbasilkan 

altematif peneapaian tujuan dan pilihan-pilihan prioritas kebijakan, maka basil riset 

pustaka dan wawancara mendalam deng8.n para infonnan a.kan menghasilkan data 

isu-isu kebijakan yang diuraikan dalam tlga altematif (alternatives) yang mempakan 
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basil pengelompokan tsu dari jawaban-jawaban para informan di berbagai lembaga 

pemerinUlb, swasta dan LSM. Ketiga alternatif itu adalah: (I) Memperpanjang masa 

prognun DNS lll, (2) Melibatkan LSM dan (3) Memperketat Syarat Peserta DNS ITI. 

Hubungan anwa piliban altematif dengan para informan disajikan dalam Tabell L 

Ketiga altematif ternebut merupakan piliban-piliban kebijakan yang dapat dipilih 

· .. oleh pengalola prognun DNS m untuk meneapai memenuhi !criteria program dan 

meneapai tujuannya. Hirarld akan disusun secara top down dimulal•dari' Goal. 

· Criterion dan Alternatives. Garis-garis yang menghubungkan kotak-lcotak antar level 

merupakan hubungan yang.perlu diukur dengan perbandlngan berpasangan (pairwise 

comparison) dengait arab ke level yang lebib tinggi. 

Tabel I L Alternatif MeneapaiTujuan DNS ill Menurut InfortlllUl 

~ 
Mempe:rpaajang masa MeUbatkao LSM Memperketat Syarat 

P~ramDNSm Peserta DNS m 

• 
Kantor M<ml<o 

Perekonomian • • ; ," '· :-

... 
Depa.rtemen . . • . . . . .. 
Keoangan --: .. · . . ~,[• _·;' ..... ' ·T, ' ., ; ;.;(~--

KLH 'i,:: ·_-' .. ._'i '. 
.. . .. . . ' " -' ~ '' : 

TAU 

Bank Syariah .\ _, • "• \i _1:.: . . 
-'(.•. " .. ) ' . ~- .: :·,' .·. . ; ~. J . . 1;~A1''iolil; 

Mandiri . . • .. .-, ;; . .. '• • ·"Y 1:. ' ,, --;' 
' . -· 

Conservation 
• ;;_,.. _,:' -• 'I ::,;:: • .. . . 

Iniemat'ional-

Indonesia ,' ~-·· ' 
',,-L . .. :\>'' t•'t• >' 

Yaya;an WWF 

Indonesia <•;i 

Yayassn Kehati ·' i; ,. ,-; .. .• 

1umlah lsu 6 4 5 
• 

. 
Menurut Lembaga 

Keternngan: 

I : Masa.tab dan isu kebija.kan D : Bukan masalah dan isu kebijakan m~ infunn~ · 
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Alrernatif-altematif tersebut bemda pada level terbawah atau Level 2 yang akan 

diukur secara relatif masing-masing dengan keempat kriteria pada Level 1. Karena 

level akan dibandingkan antara satu dengan yang lain, maka untuk penulis memakai 

skala pengukuran relatif I sampai 7, seperti yang diusulkan oleh Saaty. 

Faktor-fak:tor pada Level Satu (I) atau Criteria yang terletak di tengah, diukur 

dengan perbandingan belJlllSOilgan berareb ke Level Not (0) yaitu Tujuan (Goal) 

yang banada pada level tertinggi. Level 2 adalah uraian beberapa Altematif 

(Alternatives) yang teleh ditetapkan. dalam perjaf1iian SAA · antara pemerintah 

Indonesia deogan Kfw Entwiclrlungsbank darl Jerman. Kedua pibak menyepakati 

tujuan dan kriteria-kriteria keberhasilan penyalumn kredit bergulir untuk UMK. 

Kriteria yang Ielah disepakati kedua pibak terdiri darl empa~ yaitu: (1) Perbaikan 

minimal satu parameter liog!ruogan, (2) Nilai kredit mace! tidak melebihi I 0% pada 

akhir masa program, (3) Kredit yang diserap pada akbir masa program minimal 8001<> 

dan ( 4) Legalisasi mekanisme dana bergulir. 

Analisis AHP ini disusun secara top down karena peneliti memahami tujuan program 

(Level 0) lebih baik dibandingkan deogan alteroatif yang tersedia. Pemahaman ini 

diperoleh karena tujuan program Ielah ditentukan a1au diketahui sebelumnya yaitu: 

Pertingkelan Kualitas Lingkungan. Setelah tujuan teridentifikasi dengan baik, maka 

dlianjutkan dengan level di bawabnya (Level. I). yaitu adanya empat alternatif. yang 

juga Ielah diketahui dari sumber data selrunder. Langkah ketiga mimentukan 

Kriteria-kriteria (Level 2) yang disusun sesuai dengan basil wawanoara mendalam 

dengan pnra informan. 

4.7.1 p..,yustmlln Mil' 

Alrernatif diperoleh darl rangkumnn wawaru:am dengan pnra infOI'lllliii, dan terdiri 

darl: (!) Memperpanjang masa program DNS ill, (2) Melibatkan LSM, (3) 

Memperketat syarat peserla DNS III. Adapun informasi yaog termasak ke dalam 

masing-masing kriteria tersebut, adalah sebagai berikut: 
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. (1) Memperpanjanglllll88programDNSill 

Semua informan sepakat bahwa program DNS dan khususnya program DNS III 

merupakan program iiiovatif k.arena dapat menjadi sumber altematif pembiayaan 

sektor lingkungon hidup dan kegiaton komervasi alam, serta memiliki dampak· 

dampak positif lain di bidang pengurangan hutang luar negeri, pengentasan 

kemiskinan, prngembangan kemandirian berusaha dan pengembangan ekonomi 

skala kecil. Alason perpanjangan masa program DNS III yang dirnaksudkan oleh 

para info!Illan an tara lain: 

(i) Program DNS III mempakan program pOrlama yang diimplementasikan dalam 

skema DNS, sehiiigga membumilkan masa prnyesuaian . 

(ii) Program .DNS III tergolong khas sebingge membutuhkan waktu unrok 

melsknkan trial and error 

(iii) Pengusaha UMK di Indonesia relatif enggan berurusan dengan bank, sebingga 

dapat menglwnbat pencapaian program tahap pertama 

(iv) Masih banyak UMK yang belum mengetahuai dan mengikuti program ini · 

(v) PotellSi pengurangan limbah yang masih sangat besar dari sektor UMK 

(vi) Masih ada potensi DNS yang relatifbesar,misalnya dari Amerika Serikat, dan 

negara-negara Uni Bropa 

(vii) DNS III mernpunyai tric/de dawn ejfoct (efek menetes) yang ke bidang-bidang 

.Jainnya 

· (viii) Dapat menggarakkan perekonomian di masa krisis 

(ix) Tidak ada program ekonomi .· kemkyatan yang secara nyata. mernbantu 

. . meningkatkan perekonomian masyamkat sekaligus meningkatkan koalitas 

lingkungan 

(2) Mellbatkan LSM 

Keterlibatan LSM di dalam prngelolaan DNS disampaikan oleh semua informan 

yang berasal dari •LSM, dan pihak konsulton teknis. Adapun alasan-alasan untuk 

melibatkan LSM dalam mencapai tujuan program DNS III yang dinyatakaan oleh 

pam informan, adalah: 
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(i) Beberapa LSM mempunyai kapositas untuk mengelola program DNS 

(ii) Pengalaman LSM internasional dalam pengelolaan program DNS sangat 

berharga untuk mcnilai cfcktivitas program dan perbaikan di masa depan 

(iii) LSM yang sudah memiliki pengalaman dengan DNS, memiliki alat evaluasi 

yang kemungkinan besar dapat diterapkan untuk DNS III 

(iv) Sudah ada DNS trlparti di Indonesia dalam skema TFCA dari pemerintah 

Amerika Serikat, yang dikelola LSM 

(v) Keter!ibatan masyarakat sipil seperti LSM dapat meningkatkan kredibilitas 

program DNS di Indonesia di mata kreditor dan dunia intemasional 

(3) Memperkeist syarat peserta DNS m 
Selain meneruskaa program DNS Ill dan melibatkan LSM didalaro pelaksanaan dan 

evaluasi program tersebut, para informan juga menganggap penting untuk 

memperketat syarat penerls DNS III. Mennrut mereka, syarat yang lebih ketal akan 

dspat memenuhi keempat kriteria yang ditetapkan di dalam program, antara lain 

karena alasan-alasan berikut ini: 

(i) UMK perlu mendapatkan harbagai pelatihan yang diperlukan terkait program 

DNS ill karena para pengusaha sebagian besar belum memahemi masalah 

administrasi, keuangan. teknis dan lain-lain 

(ii) Untuk mengurangi persentase kegagalan pencapaian target oleb UMK, maka 

peserta harus sudah memiliki pengetahuan dasar yang cukup tentang program 

ini 

(iii) Andit keuangan dan program mempunyai standsr tersendiri, sebingga harus 

dikuasai oleh para pengusaha UMK yang mengikati program ini 

(iv) Syarat yang lebih ketal tidak mengurangi minat dan jumiah UMK yang 

mengikati program, bila mereka disiapkaa sebelumnya dengan pelatihan 

(v) KLH mampu mengelola program ini dengan balk untuk tahap pertama dan 

tahap selanjutnya, dengan memperhatikaa kesiapan UMK haik aspek teknis, 

adminis!nlsi, dan produkuya. 
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Bila ketiga altematif yang ada disusun secam manual dalom bimrki pennasalaban 

AHP, maka akan tampak seperti Gombar 14 di bawah ini. 

Peroalkan 
Minimal 
Satu Parameter 

. Lingkungan 

Memperpanjang 
Masa Progrnm 
DNSIIl 

Peningkatan Kualitas Ungk.ungan 

Kredit Mace! 
Tidak Me!ebihi 
10% 

Kredityang 
Diserap pada 
AJ<nir Progtam 
80% 

Me!ibatkan 
LSM 

Gambar 12. !iimrki Pelll!asalahan DNS III 
'·'' 
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Legansasi 
Mekanisme 
DSna Bergullr 

Memperl<etat 
Sy-l'eserta 
DNSIIl 
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4.7.2. Analisis AHP 

Seteloh menyusun hirarki pennasalahan, peneliti melakuk.an perbandingan 

berpasangan (pairwise comparison) an tar kriteria dan antara setiap alternatif dengan 

setiap kriteria. Perbandingan ini dilakuk.an dalam bantuk matriks dengan ukuran 

matriks yang disesuaikruijumlah Kriteria dan Altematif yang ada. 

Matriks kriteria betukuran 4x4 karena terdapat empat kriteria yang akan 

dibandingkan antara satu dengan tiga yang lainnya. Matriks Altematif banakuran 

3x3 · berfungsi untuk membandingkan masing-masing dari tiga .altematif yang ada. 

Matriks perbandingan ini akan mengbasilkan nilai prioritas kriteria terbadap tujuan 

separti digambarkan dalam Tabel 12A. Nilai priroritas.setilip kriteria dibandingkan 

dengan semua altematif disajikan dalam Tabel 12B sampai Tabel 12E. Pembobotan 

setiap matriks dibantu dengan perangkat lnnak AHP. 

• atri nontas tena eraap·u T bell2A M 'ksP. . Kri . T h d T. uan 
Perbaikan Kredit Maeet Penyerapar~ Legalisasi 
Minimal 1 Tidak Melebihl Kredit pada Mekanisme Dana 
Parameter 10% Akhir Progrera Betgalir 

Lin 80% 
Perbaikan I 3 5 7 
Minimal I 
Panuneter 
Linakun..., 
K.redit Macet l/3 I 3 5 
Tidak 
Melebihl . 
10'.4 
Penyerapan liS l/3 1 3 
Kredil pada . 
Akhir 
Program 
80% 
Legali ... i In 115 l/3 I 
Mekanisme 
Dana 
Bergulir 

Nilai-nilai Tabel 12A dipasangkan berpasangan dengan memakai Skala AHP yang 

diusulkan oleh Saaty (2008). Bilangan-bilangan ordinal pada tabel di atas 
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menunjukkan perbedaan tingkat penting atau tidaknya satu kriteria dibandingkan 

kriteria lain. Bila satu kriteria leb!h penling daripada kriteria yang lain, maka kriteria 

pertama mendapatkan nilai X sedangkan perbandingan dari kriteria kedua kepada 

kriteria pertama bernilai IIX demikian seterusnya. Dua kriteria yang sama diberikan 

satu (1 ), dimana peneliti memutuskan bahwa sumbu Y lebih penting dibandingkan 

sumbu X Matriks di atas memperlihatkan bahwa Kriteria Perbaikan Minimal 1 

Parameter Lingkungan merniliki kepentingan yang palieg tinggi dibendingkan 

Kriteria yaag lain. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 3,5, dan 7 yaag diperoleh 

Kriteria ini dibandingkan .dengan nilai 1/3,. 115, dan 1/:J bila kriteria lain 

dibandingkan dengan Kriteria Perbaikan Minimal 1 Parameter Lingkungan .. Dapat 

diperkirakan bahwa .kriteria dangan nilai tertlnggi ini akan memiliki nilal prioritas 

tertlnggi pula terbadap tujuan. 

Tabel 12B. Matriks Kriteria Perbeikan Minimal Satu Parameter Lingkungan 
T erhadlw Altematif 

Melibatkan Mempark$1 Seleksi Memperpanjang 
LSM Peserta MI!Sil Program DNS 

ill 
Melibeikan 1 1/3 liS 

LSM 
Mempenretat 3 1 113 

Seleksi peserta 
Memperpanjang s 3 I 
Mesa Program 

DNSID 

Tabei12C. Matriks Kriteria Kredit Macet Tidak Melebibi 10"/o Terhadat> Altematif 
Melibatkon Memperketat Seleksi Memperpanjang 

LSM Peserta Mesa Program DNS 
ill 

Melibatkan I liS 1n 
LSM 

Memperketat 5 l 1/3 
SeleksiPeserta 

Memperpanjang 7 3 I 
Mesa Program 

DNSID 

87 

Studi Implementasi..., I Gusti Gede Maha S. Adi, Pascasarjana UI, 2010



Tabel 12D. Matriks Kriteria Tingkat Penyerapan Kredit 80% pada Akhir Program 
T hada Altern !if er ••• • 

Melibatkan Memperketllt Seleksi Memperpanjang Masa 
LSM Peserta PrOgram DNS lli 

Melibatkan 1 113 115 
LSM 

Memperketat 3 1 113 
Seleksi Pesena 

Memperpanjeng 5 3 1 
Masa Program 

DNS Ill 

T bei12E M triksKri ' Le I' . M kani DanaB I' Terboda AI atif • . • tena egausas1 e sme erguur Lap. tern 
Melibatkan Memperketat Seleksi Memperpanjang Masa 

I-SM Peserta DNS Ill 
Melibatkan 1 115 117 
LSM 

Memperketat 5 1 1/3 
SeJeksi Peserta 
Memperpanjang 7 3 I 
Masa Program 
DNS Ill 

Pada Matriks 12B sampai 12E diperlihatk.an bahwa Altematif Memperpaqjang Masa 

Program DNS Ill konsisten sebagai altematif dengan nilai lebih penting, jauh lebih 

tinggi dan sangat penting dibandingkan dua altematif yang lain yaitu Memperketat 

Seleksi Peserta dan Melibatkan LSM. Dapat diperlrirakan bahwa kriteria yang 

memlliki nilai lebib penting dibandingkan kriteria lain alrnn mendapatkan nilai 

prioritas lebih tinggi pula. 

Bila hirarki pennasalaban diolab dengan menggunalrnn bantuan pernngkat lunak 

AHP Vellli 9.0, maka bagian teratas yang merupakan Goal adalah Pertingkatan 

Kualitas Linglrungan, pada Level 1 terdapat empat kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya,sedangkan tiga altennnif yang diraogkum dari jawaban para infonnan 

berada peda level ke-3 atau terbawah, seperti dalam Gamber 12 di bawab ini. 
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Tabel 13. Nilai Prioritas Kriteria dan Altematif rerhadap Tujuan Prognun DNS m 

Peningkatan Kualita!ii Ungkungan 
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Sesuai dengan Japomn basil evaluasi .pelaksanaan DNS m pada bulan Desember 

2008, maka KLH telah melakukan evaluasi terhadap kinelja Krlteria PRAMETER 

dengan melakukan pengukumn secara pasti target-target material pengurangan 

limbah yang dilelapkan hersama dengan para pengusaha UMK ser1ll peneapaian riil 

mereka terhadap target yang ada. Nilai prioritas setiap kriteria dan altematif 

ditunjukkan dalam Tabel 12 di atas. 

4. 7.3 Analisis Priorilas 

Nilai prioritas setiap kriteria menunjukkan perbedaan relatif ted!adap tujuan, dan 

kriteria yang mempunyai prioritas tertinggi ditunjukkan oleh nilai prioritasnya Dari 

keempat kiileria yang ada, maka Perbaikmi Minimal I Parameter Liligirungan 
" ' l ' ' 

(PRAMETER) bernilai 0,565, atau merupakmi kriteria dengan prioritas tertinggi 

yang' paling D:.eilipengaruhi usaha untuk mencilpai tujuan program yaitu Peningkatan 

Kualitas Lingkungan Hidup. 

Penilaian yang tinggi terhadap pengaruh perbaikan pariuneter Jinglrungan juga 

digambarkan oleh Lapomn Bvaluasi Pelaksanaan DNS III per Desember 2008 

disusun oleh KLH. Dalarn lapomn itu dinyatakao bahwa pengukuran keberhasilao 

program dilakukan dengan membaodingken jumlah material bempa limbah yang 

dibuang ke media lingkungan. Berkunmgnya jumlah limbah merupakan indikasi 

teljadinya perbaikan lingkungan, dan berhubungan langsung dengan tujuan program. 

Sementara kriteria berikatnya yang memperoleh nilai prioritas tertinggi adalah 

NOMACET (Nilai Kledit Mace! Ti&k Meleliihi 10%) sebesar 0,262, disusul oleh 

DYSBRAP (Penyerapaii Kredit Pada Alihir Program 80%) sebesar 0,118 dan 

BERGULJR (Legalisasi Mekllnisme Dana Bergulir) sebesar 0,055. Hal ini juga 

dapai diartik:ao, bahwa kegiatau-kegiatan yang berkaitan d~ngan aspek legali;...; 
mekanisme dana bergulir akan memerlakan usaba sepulnh. kali lipat hila diakakan 

pada kriteria PRAMETBR. 

Krlteria NOMACET dan DYSERAP relatif tidal< dapat diukur dengao pasti karena 

akan diukur pada akhir masa program yaitu !ahun 2010, sedangkan masalah status 

pangelola dana DNS III hanya dapat dipahami secara baik oleh KLH dan 
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Departemen Keuangan sehlngga. mendapatkan nilai prioritas yang. qmdah sebagai 

faktor yang mernpengaruhi kl!berbasilan program. 

Perbandingan berpasangan (pairwise comparison) yaag dilakukan terbadap keempat 

•kriteria dan kl!tiga altematif yang tersedia menyimpullum bahwa Mempetpanjaag 

Masa Program DNS III (PPANJANG) adalah pilihan utama yang rekomendasikan 

karena memiliki pengarub terkuat terhadap semua kriteria yang ada. 

' '' 'i • ' 

Tabel 13 di alas dapat dipakai untuk mendapatkan nilai prioritas berbagai alternatlf 
' • • .- . ,!<" • 

dihan!lingkao deogan kriteria yang ada. Pada kriteria PRAMETER yang mernpakan ' ' ' . : . . ' ' . ' ' . ; ' - ' 

kriteria yang memiliki prioritas tertinggi, maka altematlf PP ANJANG memiliki 
. ' ' _; ' ' ' ' ' ' • . ' i . . . . 

p~orjtas terti,ngg\ .. Hal ini. bemrti. kegiatan·kl!gil!tan yang d~ padp. aspek 

perbaikan parameter lingkungan dipengaruhi oleh keputusan petpanjangan masa 
• ' ! . 

program DNS III sebesar 0,360. 

Untuk memenuhi kriteria Nilai Kredit Macet pa<Ja_ Akhlr Masa Program Maksimal 

10"/o (NOMACET) maka prioritas.PPANJANG adalah sebesar0,170 atau 10% dari 
' . ' . . 
nilai total prioritasnya yang terbagi dalam el)lpat kriteria. Nilai prioritas PPANJANG 

' • • ' • f ' • 

terkecil te$pat pada kriteria legal(sasi mekaoisme. dai!a bergulir (BERGULIRJ Y;aitu 

sebesar 0,036. 

- .- ~--

. Bila pepgolola program DNS III memilih kl!giatan Y31lfl'. diko!IS"~ikan pada uaaha 

untuk memperpanjang masa program DNS III (PPAN,ANG) setelah tahun 2010, 

maka seperti ditunjf!kkan oleh GanJb~ }~. pengarah kegiajan itu terhapap 

penea]:!aian semua kriteria dan tujuan program akan meneapai 0,641 atau domimm, . ' ' . . . ' . 

Prioritas kegiajan .untuk memperkl!tat seleksi peserta DNS III (SELEKSI) hanya 
. - . . -·~ . . . ·'' ' - . 

berpengarub 0,265 dan hila kegiatau untuk. melibatkan LSM yaag dipilih agar . . 

terpenuhi semua kriteria, maka pengarubnya hanya 0,094 ter~apap tereapainya 

tujuan. 

Prioritas Kriteria terhadap Tujuan disajikan dalam. Gambar.14 yaag memperlihatkan 

uji konsistensi sebesar (),04 ~tau masih lebih kecil dibemiingkan dengan 0,5 yang 
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merupakan syaral nilai maksimal teljadinya konsistenai pada prioritas yang ada. 

lndeks Konsistensi juga dapat memberikan gambaran bahwa nilai prioritas tertlnggi 

pada altema!if Memperpanjang Masa Prognun DNS In (PP ANJANG) konsislen 

dengan pendapat para infonnan penelitian lengang basil perbandingan kriteria dan 

tujuan. Dapat pula disimpulkan bahwa alternatif tersebut sudah seb.arusnya 

mendapstkan prioritas paling tinggi bila pengelola prognun DNS Til ingin 

melakukan perubahan alau modifikasi kebijakan di masa yang akan datang. 

Keputusan untuk memilih al1ematif Memperpe!1jang masa program DNS m 
(PPANJANG), dapat disimpulkan akan memberikan pengarub 64,1% terbadnp 

pencapaian tujuan program Peningkatan Kualitas Lingkangan !fidup. Dua alternatif 

yang lain juga mempengaruhi pencapaian tujuan tetapi dengan pengarub yang relatif 

jauh lebih kecil yaitu Memperke1l!t Seleksi Peserta DNS III (SELEKSI) sebesar 

26,5% sedangkan hila memilih altema!if Melibatkan LSM (LSM) banya mempunyai 

pengarub 9,4%. 

1
·~~ ....... ---·· Peningkatan K11alitas LlngkunglliJ~------. 

Synthnla of Lellffiodn: wtth raspectto GOAL --OI.E'W!.~NlElt~ Q_!)ol 

~~-=====-----~ ~ ·- -
. 

--·····-··--J Gambar 14. Nilai Priorites AlternatifTerltadap Tujuan Program 
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5. KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan basil penelitian ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implemeotasi kebijakan Debt-for-Nature Swap Ill berupe kredit investasi 

lingkungan bagi usaha mikru dan kecil, termasuk tipe kebijakan rasional 

yang disusWl secara terstniktur oleh lembaga-lembaga pemerintah dan 

dikelola oleh lembaga pemerintah ya.itu Kantor Menteri Negara Lingkungao 

Hidup. Iinplementasi program DNS m dilakukan dalam rantai komando 

yang haik yang kapasitas untuk mengkoordinasikan dan mengontrol 

kebijakan dengan ba.ik. Sesuai dengan kamkteristik tipe kebijakan rasional, 

maka progmm DNS ill juga memiliki beberapa masalah yang timbul karena 

perbedaan ·liemainpean subsistem dalam mengimplementasikan kebijakan, 

antara !run· kurangnya sumberdeya manusia yang mengerti DNS peda bauk 

pelaksana progmm, kesiapan manajemen usaha mikru dan kecil, dan 

transparansi publik. 

2. Masalub-masalah dan isu-illll kebijakan utama yang menjadi perbatian para 

pemaitgku kepentingan dalam pelabanaan DNS ill dapat dikelompokkan ke 

dalani limn rnasalub den isu kebijakan ya.itu: (i) Kelembagaan, (ii) Komitmen 

Negara Kraditor, (iii) Kebijakan Anggaran dan Hutang Luar Negeri, (iv) 

Aspek-aspek teknis UMK, dan (v) Transparansi Progmm . . 

3. Aruilisis prioritas memakai progmm Analytic Hierarchy Process (AHP) 

sensitivitas menunjukkau bubwa kriteria Mempelp.njang Masa Progmm 

DNS m (PP ANJANG) memiliki nilai prioritas tertinggi di dalam semua 

kriteria. Kriteria perpanjangan DNS m, dapat mempengaruhi tujuan dan 

kriteria yang ditetapkan dalam progmm DNS irr sebesar lebih dari 0,64 atill 

lebih dari 64%, sehingga meropakan faktor yang berpengaruh paling besar 

terhadap pembuban atau refurmulasi kebijakan yang berkaitan dengan DNS 

m di masa yang akan datang. Dua alternatif lain yang turut mernpeagaruhi 
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pemenuhan em pat altematif prognun adalah Melibatkan LSM (LSM) sebesar 

0,26 dan krileria Mempetketat Seleksi Peserta DNS ill ( SELEKSI) sebesar 

0,09. 

L Pemerintah sebagai penge!ola prognun DNS ill perlu menyusun prognun dan 

kegiatan-kegiaton yang memampukan seluruh para pemangku kepentingan 

yang terlibat dalam prognun ini agar tidak ada kesenjangan pengetahuan dan 

informasi yang terlalu Iebar di aotara para pihak yang barkepentingan. 

2. Pengelola prognun DNS ill disarartkan untuk mengembaogkao mekanisme 

akses poblik terhadap prognun tersebu~ sehingga masyarakat dapat berperan 

serta memberikao kritik, saran, maupun ikut aktif sebagai peserta prognun 

tersebut. 

3. Kantor Menteri Negara Lingkungau Hidup sebagai pengelola prognun DNS 

ill dapat bekeljasama dengan Pemerinteb Daerah untuk menyusun suatu 

peraturan yang bertujuan mengontrol jenis dan volume limbah yang 

dibaslikao oleh usaba mikro dan keeil yang memberikan dampak penting 

terluulap lingkungau hldup. 

4. Pengelola program DNS ill perlu melakukan sosialisasi dan disemirulsi 

informasi tentang program ini kepoda publik yang lebih luas dan seeara lebih 
. ' 

intensifuntuk menjangkau tingkat kepesertaanyang tinggi. 

5. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat sipil 

!ainnya dalam mangootrel pengelolaao DNS !II poda !ahaP berikutnya dapat . ' ' .. 

dipertimbangkan. • 
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' 
Lompiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk lnforman Penelitian 

' . 

Nama lnfonnan: 
Lembaga: 
Jabatan: . 

Waktu/Tcmpat 
Wawancara: 

Pertanyaan: 

J. Sejarah dan Latar Belakang DNS: 

I. Mohon dijelaskao teotang implementasi DNS I tahun 2005, sedangkao skema 
ini Ielah diperkenalkao sejak 1l!hun 1987 

a. Hambatan apa yang menyebabkao DNS tidak diimplementasikan? 
b. Negara mana saja yang menawarkao skema DNS ? 
c. Bagilimana reaksl Pemerinlah atas tawaran.tawamn (1 b.) itu? 

2. Mohon dijelaskan lentang kebljskan Pemerintah mengenai hutang luar negeri 
saatitu? 

a. Apakah Indonesia memang ingin membayar semua pokok dan cicilan 
hutang? 

b. Apakah tidak ada pembicaraan tentang memanfaatkan pernotongan 
hutang , konversi hutang atau pengbapusan hutang? 

c. Bagalmana dengan pnsisi hutang yang ada, Indonesia masak kategori 
HIPC atau MIC? 

d. Apakah hutang Indonesia sebelum tahun 2005 berkategori mace!? 
e. Mekaiko menyail!kan gegal bayar tahun 1982. Apakah ide semacam 

ini sempat terbersik di kalangan pemerintah, khususnya setelah era 
refunnasi I 998? 

3. Dapatkah diterangkao ten tang implementasi DNS di Indonesia ? 
a. Apakah penawaran pertama disampaikan negara donor atau 

merupakao proposal inisiatifPemerintah melalui Paris Club? 
b. Bagahnana pnsisi DNS di Paris Club saat DNS dimulai? 
c. Sekitar tahun 2004 Indonesia sudah masuk kategori MIC. Apakah 

peningkatan status ini rnengbambat negosiasi DNS di Paris Club? 

4. Apa kebijakan hutang luar negeri pada era reformasi? 
a. Tahun 1998 TAP MPR menyatakan bahwa pemerintah barus 

mengorangi hutang-hutang luar negerL Apa soja alasan di balik TAP 
MPRini? 

b. Apalangkah-langkah pemerintah saat itu? 
c. Siapa saja lembaga/departernen pemerintah yang ditugaskao untuk 

menyusun program restrukturisasi hutang luar negeri? 
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5. Dapat Anda jelaskan proses pemerintah RI melobi anggota Paris Club dan 
· . kreditor lain dalam negosiasi DNS 

a. Siapa saja pihak dari RI yg melakukan negosiasi awal? 
b. Siapa saja kreditor yang dijajaki untuk konversi hutang? 
c. Apa tanggapan rnasing-masing kreditor tersebut? 
d. jenls konversi hntang apa yang diminta oleh Indonesia? 
e. Bagaimana mekanisme negosiasi dengan kreditor? 

6. Apakah ada negosiasi dengan kelompok kreditor lain di luar Paris Club? 
a. Bagaimana tanggapan dari kreditor lain di luar Paris Club ini? 
b. Bugiamana posisi mereka terhadap mekanisme DNS? 

7. Apakeh hutang swasta nasional juga dibantu dalam negosiasi dengan pihak 
kreditornya? 

a. Siapa sajapihak swasta nasional ini? 
b. Berapa nllai butang mereka dan nllai proposal DNS? 
c. Dalam hal apa saja bantuan Pemerintah dibutohkan oleh mereka? 
d. Bagehnana hasilnya sampai saat ini? 

8. Model DNS apa saja yang dibehas untuk diterapkan di Indonesia saat itu? 
a. Jenis hutang apu saja yang login dikonversi oleb pemerintah? 
b. Apakah ada jenis hutang tertentu, misalnya ·bllal>lral, multilarernl, 

yang mendapatkan prioritas untuk diajukan dalam skema DNS? 
c. Apu alasan primritas (8b) tersebut? 
d. Apakah Pemerlntah lebih saleh satu mekanisme menyukai DNS 

bilateral dibandingkan triparti? 

n. Togas Pokok dan Fungsl Lemhnga 

I. Apu tugas pokok dan fhngsi lembuga Saudaca dalam program DNS ini? 
a. Apa landasan legal formalnya? 
b. Apu saja tupoksi yang dinyatakan daJam perundang-undangan? 
c. Apa tugas lembaga Saudara dalam implementasi program DNS Ill? 
d. Apa saja aktivitas yang dilakukan lembuga ini yang berkaitan dangna 

DNSlli? 

2. Apaksh strulctrur organisasi yang baku dan ditetapkan dengan peraturan terrentu 
untuk DNS ini? 

a. Dapatkeh Saudaramanggambarkan? 
b. Apakah ada garis koordinasi, garis pertanggungjawaban dan konttol 

dalam struk1ur organisasi ini? 
c. Dapatkeh Saedarajelaskan maniug-masing tupoksinya? 
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3. Bagaimana koordinasi program DNS ill di kantor Saudara? 
a. Apakah ada kepala prognun/penge!ola!manajer yang ditunjuk khusus 

untuk menanganl DNS ini, baik selama proses negosiasi dengan 
kreditor berlangsuog atau sete!ahnya? 

b. Apakah mereka (3a) adalab pegawai negeri tetap yang diperbantukan 
pada DNS Ill, staf dari !uar yang ditunjuk secara khusus, pegawai 
magang, dll? 

c. Apakah ada tanggunjawab definitif yang diberikau kepada mereka? 
d. Berepa jumlab satfyang ditunjuk ini? 
e. Bila tidak ada penunjukan dengan · surat keputusan tersendiri, 

bagaimana DNS ill dikelola di tempat Saudara? 
f. Apa saja kendala dalam koordinasi antar-!embaga ini? 

4. Dapatkah Saudara terangkan, siapa yang mengurusi masalab teknis: 
a. Pembuatan proposal dan peJjanjian dengan kreditor? 
b. Negosiasi dengan kreditor? . ' 
c. PeJjanjian akad kredit dengan UMK? 
d. Koordinasi dengan lembaga-lembaga di luar pemerintab yang terlibat 

dalamDNSID? 

III. Penylll'1ttan dan Negosiasi Program 

I. Apa saja persyaratan yang diminta pemerintab Jerman sebagai kreditor? 

2. Dapatkab Saudara menerangkan bagaimana hal-hal berikut ini dicapai solusinya? 
.. L<Jkasi program 
b. Daerah penyeberan program (pilot project, kawasan lndustri, 

tersebar,lt) 
c. Jumlah UMK yang terfibat? 
d.· Karakteristik UMK yang terlibat? 
e. Besaran kredit investasi lingkungan? 
f. Waktujatabtempokredit 

3. Siapa yang menentukan nilai kooversi hutang dalam DNS ill? 
a. Apakah banya diteatukan oleh kreditor 
b. Ditentukan hersama kreditor dan pemerintah Indonesia? 

4. Siapa yang menentukan tujuan dan indikator program? 
a. Apakah kreditor menyenuui se!uruh indikator program yang diajukan 

Pemerintah? 
c. Apakah kreditor merevisi/menambabkao indikator-indikator DNS Ill? 
d. Dapatkah Anda terangkan apa saja yang menjadi kendala dalam 

menyosun tujuan dan indikator program ini? 
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IV. Kebijakan Aoggaran 

I. Siapa yang mengelola dana DNS ini? 
a. Apakah masuk dalam rekening Depkeu, KLH, atl!U rekening terpisah 

atas nama program DNS ill di bank? 
b. Siapa saja yang berhak mengeluarkan dana dati rekening ini? 

2. Dapatkah lemhaga pemerintahlkemenrerian mengelola dan memakai rekening 
lembaga? 

a. Apakah KLH sebagai pengelola program membentuk badan kbusus 
untuk mengelola dana DNS m ini? 

b. Apakah KLH mengelola sendiri anggamn program DNS III? 
c. Bagaimana peraturan menyangknl pengelolaan dana sejenis ini? 

3. DNS daJam APBN? 
a. Apakah DNS ill juge dimasukkan daJam APBN? 
b. Berapakah nilainya setiap tahun angganm? 
c. Di pes mana dana ini dimasukkan? 

4. Bagaimana perbitungen nilainya dalam rupiah, apakah ni1ai tukar pada bulan 
penandatangenan atau pada bainn penyusuuan APBN yang dipakai? 

5. Barapa nilai anggamn yang haros disiapkan pemerintab Indonesia setiap tahun 
anggaran selama program DNS ill ini berlangsung? 

V. Manajemen Usaha Mlkro dan K..U 

L Definisi UMK manakah yang dipakai dalam program ini? 
a. Definisi Bank Indonesia? 
b. Definisi sesuai Keputusan Men-LH? 
c. Definisi lain, mohon direrangkan? 

2. Apa kriteria daJam menentuksn bidang us aha UMK yang akan diberikan kredit? 
a. S1nlktur pennodalan? 
b. Dimana sajalokasinya? 
c. Jenis bidang usaha? 
d. Jenis limbah yang dihasilkan (misalnya penghasil B3)? 
e. Sesuai dengen krireria UMK daJam perundang-undangan yang 

d. akai? tp . 
f. Apakah juga ditentuksn sebarannya di selurub Indonesia? 

3. Berkaitan dengan kredit: 
a. Apakah semua UMK mendapatkan kredit yMg soma? 
b. Apa alasan pemberian kredit yang soma ini? 
c. Jika tidak sama, apa alasannya? 
d. Berapa rentang nilai kredit dari minimum sampai maksimum? 
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4, Dapatkah Saudara memberikan angka-angka yang meliputi: 
a. Berapa UMK yang memasukkan proposal mereka? 
b, Berapa UMK yang dibiayai sampai tahun 2008? 
c. Berapa yang ditolak dan apa alasan penolakan proposal tersebut? 

5. Kendala-kendala yang dibadapi oleh UMK: 
a. Apakah UMK peserta DNS ill memang membutuhkan bantuan dalam 

penyusunan proposal, dan pelaporan keuangannya? 
b. Selain masalah administnlsi kenangan, masalah yang menonjol pada 

meraka? 
c. Apakah pemasaran produk UMK mernpekan kendala, dan apakah 

mereka dibantu untuk memasarkannya? 
d. Apa saja bentuk bantuan tim DNS ill kepada mereka selain kredit? 
e. Apakah menurut Saudara UMK saat ini sudah dapat mengelola kredit 

yang diberika melalui skema DNS ill ini 7 
f. Apa saran-saran Sandara untuk UMK agar dapat memakaimalkan 

peneapaian tujuan dari prognnn DNS lliini? 

VI. Evaluasi dan Audit Progn~m 

I. Evaluasi: 

2. Audit: 

a. Siapa saja yang melakukan evaluasi terbadap progmm ini ? 
b. Siapa yang menyusun lapomn akhimya? 
c. Apakah evaluasi dllukukan secara periodik? Mohon diterangkan 

waktunya 
d. Materi apa saja yang dievaluasi? 

a. Apakah audit prognnn dllaksanakan Secara periodik? Kapan? 
b. Apakah auditor dilukukan internal atau auditor indepeuden? 
c. Apa saja bidang yang diaudit (kenangan, prognnn atau keduanya?) 
d. Apakah negara donor dapat menerirna atau menolak basil audit? 
e. Apa dampak dari penolakan terbadap basil audit? 

3. Pemilihan auditor: 
a. Siapa y8I1g memilih auditornya? 
b. Apakah m:gara kreditor juga berltakmemilih? 
c. Apakah auditor adalah auditor indaponden internasioaal? 

6. Mohon dijelaskan mengenai hasil evaluasi DNS lli tahap pertama? 
a. Bagaimana kinelja teknis 
b. Bagaimana kinerja peneainm kredit? 
c. Bagaimana kinerja peuingkatan kapasitas manajerial UMK? 
d. Bagaimana basil parameter lingkangan yang diuji? 
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7. Peran Serta Masyarakat: 
a. Bagairnana cara masyarakat mengakses laponm DNS III ini? 
b. Bagaimana strategi sosialisasi ·basil DNS III ini? 
e. Apakah menurut Saudrua LSM perlu dilibatkan. da1am audit ini, 

terutama yang sudab be~pengaiaman dengan DNS? 
d. Siapa yang mengawasi kinerja lembega pengelola program DNS Ill 

ini? 
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Lampiran 3. Ringkas.on Basil Wawancara Para lnforman Penelitian dan 
Identilikasi Isn-isu Kebijakan 

L ScjarohDNS 

I. Indonesia barn memanfaatkan DNS sejak tahun 2005 karena sebelumnya tidak 
ada kebijakan untnk memanfaatkan skema pengalihan hutang atau pengurangan 
hutang luar negeri selama era Orde Barn 

2. Keputusan Paris Club tentang debt swap untnk hutang bilateral membantu 
Indonesia untnk mcmaofaatkan mekanisme ini 

3. Indonesia telah rurlk status dari HIPC menjadi negara dengan middle 
income,sehingga sulit mendapatkan pengurangan hutang 

4. Relatif masih banyak negara kreditor yang tidak mempunyai kebijakan konversi 
hutang untnk kegiatan lingkungan hidup. 

ll. Aspek-aspek Kelembagaan 

I. Pemiliban lembaga keuangan yang akan mengelola kredit investasi lingkungan 
membutahken waktu untnk mentransfer hak dan kewajibao kepadalembaga yang 
baru yang dapat memperlambat pencainm kredit. 

2. Kekurangan surnber daya manusia yang memabami kredit investasi lingkongan 
dan memiliki visi meningkatkan kualitas lingkungan Wdup baik di kantor pusat 
maupun kantor cahang BSM. 

3. Koordlnasi antar-lembaga pemerintah sangat baik 
4. Perlu transparansi dnlam pemilihan UMK. misainya mengumumken daftar 

penerima kredit DNS III di website KLH 
S. Di masa yang akan datang, program sejeois DNS III sebaiknya dikelola LSM, 

untnk mengurangi beban kelja dan audit lembaga pemerintah 

m. Komitmen Negara Kredltor 

I. Nilai hutang yang dapat dialihkan oleh kreditor terlalu kecil dibandingkan nilai 
bataag ODA lndonasia 

2. Pemarintah mengbarapkan penghapusan 100% hutang ODA seperti dinyatakan 
dnlam kesepakntan antar-kreditor dnlam Paris Club II. 

3. Nilai debt swap Paris Club untnk Indonesia tabnn 2001 hanya 0,04% dari ODA 
4. Realisasi dan implementasi komitmen negara kreditor terlalu lama, sek.itar dua 

tahun 
5. Tingkat kepercayaan negara kreditor kepada pemerintah Indonesia masih rendah 

karena tinginya korupsi 
6. Syarat-syaral dan komlisi yang diinginkan negara kreditor dalam peijanjian DNS 

berpotensi mengancam kedaulatnn 
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IV. Kebijakan Anggaran dan Hutang Luar Negeri 

I. Regulasi-regulasi pemerintah yang sesuai nntuk pelaksanaan DNS di Indonesia, 
komitmen pemerintah Indonesia mengurangi ouau menghentikan hutang luar 
negeri, sistem anggaran dan audit, dan pendirian badan layanan umum (BLU). 

2. BLU behun dibutuhkan karena dana yang dikelola relatifkecil dan lembaga yang 
ada sudah memenuhi persyaratan peljanjian DNS dengan kreditor 

3. DNS III tidak akan efektif mengurangi hutang hila Pemerintah tetap membiayai 
kegiatan lingkongan hidup melalui skema hutang lunr negeri 

4. Pada saat DNS III diimplementasikan tahun 2006, peningkatan pinjaman luar 
negeri pemerintah Indonesia dalam skema ODA terus meningkat 

V. Aspek-aspek Tekais Usoha Mikro dan Keeil 

I. Isu-isu tcknik dan ekonomi pada usaha mikro dan kecil meliputi; (i) kolateral 
(jamhum), (ii) akscs yang rendah terbadap kredit perbankan, (iii) pengetahuan 
yang nnrum tentang pencatatan keoangan dan ndministrasi, (iv) tingkat 
penguasaan teknologi nunah lingknngan yang relatif rendah dan (v) kemampuan 
pemasaraa yang rendah 

2. Program DNS III sebaiknya diperpanjang karena tahap pertarua selama 5 tahnn 
merupakan tahup belajar 

3. Perpanjangan program DNS III didahului dengan strategi sosialisasi yang baik, 
berbagai pelatihan kepada UMK 

4. Perlu memperketat syarat-syarat peserta DNS III di masa mendatang untuk 
menghlnderi penyalahgunaan kredi~ KKN antara peserta program dengan 
pengelola, dan mengurangi tingkat kegagalan program pada tingkat UMK 

V. Audit dan T"'-""Paransi Program 

L Audit dileksanakan pada ekhir masa program iahun 2010 
2. Evaluasi reguler dilekukan KLH terbadap kinerja UMK setiap tahun, untuk 

menilai peneapeian target program 
3. Evaluasi tahun 2008 menyatakan babwa sebagian bcsar UMK meru;apai target 

perbaikan pada parameter lingkongan 
4. Sesuai peljanjian dengan KfW, evaluasi dan audit dilekukan KLH 
5. Laporan basil evaluasi dan audit dapat disampaikan kepeda masyarakat setelab 

disetujui pibek KLH dan KfW. 
6. Dapat disusun strategi untuk melibatkan masyarakat luas untuk mengakses basil­

basil DNS IIl agar lebih transparan 
7. Sosialisasi program KLH hurus lebih digiatkan terutama melalui media mas sa 

Studi Implementasi..., I Gusti Gede Maha S. Adi, Pascasarjana UI, 2010



Lompiran 4. Mekanisme Implementasi DNS Triporti 

Pembelian hutang diskon oleh 
debt trader 

lok8lJ!embaga lain 
debitor, 

dan bank lokol • '· . ' . -

IPendapatan~,. 
',(' 9~~~~·}.~,:-·: ! 

: . •; ,; ' 

De6t riOte 

manajemen kawasan konservasi 
eagar biosfer 

. '·· /'' 

Sumber: Dogse and Droste (1990) 

' ' 
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Lampiran 5. llustrasi Persetujuan DNS Triparti 

Langkah l 

Bank atau Negal'll Kredit<>r 

$300. 000 dalam !curs laknl 

Langkah 3 

Langkah2 

retrukturisasi 
hutang 
ljula 

• Langkah 1 ~ Sisa hutang yang ada (rermasuk hunga dan denda) dijual kepada 
LSM peda nilai diskon (misalnya 20'A. dari $ !juts, atau $ 200.000) 

• Langkab 2 = Hutang diba!alknn oleh LSM sebagai begian dari pernetujUM 
yang dibutuhkan negem debitor untuk menyediakan dane delam kurs lokal 
yang setam bugi LSM lokal 

• Langkah 3 = Nega.ra debitor setuju mendanai kegiata.n konservasi lokal 

Sutuher: Tapa (2(}()6) 
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Lampiron 6. l'otensi Dana Kouversi HutaDg di Jerman 
I ! ~ 

.,L _____ N_eg_•ra-------'~----1'-•_•t• __ n_•_iK_•_n_v_ers_iB-ut_•_ng __ j _ _ (Juta EUR) , 

Emt 1065 

Bosnia and Herzetrovin.a 30.2 

Indonesia 124.6 

Jordan 2M 
' 

Kyrgyzslllll . 8.5 

Pllkisll!n 910.0 

Peru 2J 

Seroia and MO!lteneg:ro 218.0 

Spill 178.0 

Sumber: BMZ, 2007 
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Lamplran 7. Hntang dan Nilai Konveni Hulling Tiga Negara lerbadap Jerman 

Tablr 1: FC and FC deb! connrsion lor In~ Jordlln, Rnd Peril, In lHo@ 

Indonesia Jordon' 1'1'!11 

FC-related claims. end of 2005 tl50.0 361.0 318.0 

~lir.t possible swap l'Oillllll! 19&.2 234.1 147.0 

Swaps a~ onlhus far 73.6 213.6 144.7 

Swaps srill possible 124.6 20.5 23 

Solnce: BMZ 

•l ln Jonlanagretlllellt "" rea<bed aft<r ll MarehilOoo an01b<r d<bt '"'I' for Eclt lD willro~ '[hi.; is why tbt 
110t.: ofimplemallation jil'<!lbere i1lO Aprilll6. 

Sumber. BMZ, 2006 
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Lampirao 8. Hubungan anlara Deforestasi, Perlumbuhlm Ekonomi dan 
Hulling Luar Negwi lndoneoia 

12,000,000 

10,000,000 

B.DO!l.OOO 

6,000,000 

4,000,000 

2,000.000 

-

... 
. . . 

r--~---,-----t r--:--c::-:---:--::-----.1 · _._Deforestation . 

• 
.. .... I 

.... / 
. . /.A . ... 

+-----.. -2 
1960 1970 1980 1990 2000 

(heclareslyear) 

-ii-Officlal Detlt (publicly 
guaranteed, in ten. 
tllousantl USO) 
GOP (In ten-thousand 
USD} 

Sumber: Walhi, 2000 
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Lampinm 9. Simulasi Kenaikan dan Peuuruuan Bobot Krireria Sebesar 10% 

A 

~------?et:fO.[munce Sensititi[£ w.r.t. GOAL/or nof/_es l!elow GQd.~ .. --
r.:t,-.. ""'-=~-""''"~"-_.,__,.. -~_.,.,. .. . __._....__, 

l>iiZ AU 

.00 -

.110 ~ . 

. 70 

Jl . 
-~ 

-· SELHSI 

-• - ' 20 

-~ 

.1 
10 LSN 

PRANETEn NONAl:H DYSEIW' BERSUUR 
00 

B 

Gambar I. A dan B. Simulasi Kenaikan Bobot Kriteria PRAMETER I 0% 
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Lanjutan 

A 

.stL onn '" " "' ' • "'" . " ----- PIWUAN6 ... ,50 

.ro ... ... 

... 
.31) ... 

SEl£KSI 
.3( .2!1 

·" .10 
.1 JSN 

PRAMETER NOMACET DYSEAAP BERGUUR 
.00 

B 

Grunbar 2.A dan B. Simulasi Penurunan Bobot Kriteria PRAMETER I 0% 
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Lampiran 10. llasil Pemantauan DNS III untuk 33 UMK per-Desember 2008 

No Nama n..krlpsl Kola Realisssl Pemblayaan nmku Pncapaian lndikator 
Lin u112an 

Ju":.,~ Catr Te::aoa % Keteranpn Rencana Terlakssna Keterangan 

1 Saroso Daurulang Sragen 250.000.000 250.000.000 100 Sesual Pengurangan Pengum.nga Tcrcapai 
K.Dharmoko lim bah rekomendasi limbah nHmbah 

plastik plastik 20 plastik 20 
tonib1llan tolllbulan 

2 Ratmm:.i Pratiwi~ SE Dauru1ang Sregen 500.000.000 500.000.000 100 Sesuai P<ngunmgan T'"""'Pl'i 
lim bah rekomendasi limbah 
plestik plastik40 

tonlbuluu 
3 UDSumber Oaur ulang Smgeu 690.745.985 690.745.935 100 Sesuai Pengunmgan PenJlU!I!!lga Terc>pai 

Makmur limbah rekomendasi limbllh ntimbah 
plestik plastik 100 plastik 100 

toolbulan ton/bulan 

4 Suradi Unit biogas lO..,n 84.033.000 84.033.000 100 Sesuai Pengunmgan Penguranga Tercapai 
untk rekomendasi BOD4 nBOD4 
pengo laban kg/hari kg/hari 
limbah tabu 

5 Atmasumarta Wiji Unit biog:as Klaten 84.033.000 84.033.000 100 Sesuai PeDJlU!I!!lgan Penguranga Tercapai 
untuk rekomtmde.si BOD4 nBOD4 
peogolahan kg/hari kg/hari 
limbahtaim 

6 Ngadiyono Unit biogas K1aten 84.033.000 24.000.000 29 Sedang !'enJlU!I!!lgan - Be tum 
llll!Uk membangun BOD4 Tereapal 
pengolal!an peraiallln proses kglhari 
limbah !Uku produksi dan 

I O.....daan alat 
7 Sumarno Unit b!Maq Klaten 84.033.000 60.033.000 71 Sedan• Penwran2an - Belwn 

Studi Implementasi..., I Gusti Gede Maha S. Adi, Pascasarjana UI, 2010



untuk membangun BOD4 Tercapai 

I 
pongolllhan reaktor biogas kgJhari 
limbahtahu dilnpenpdaan 

alat 
s Maryanto!Heni Unit biogas Kl- 84.033.000 . . Barumulai Pengumngan . Beium 

Mazyanti untuk peniapan Ieben BOD4 Tercapai 
pengolllhan k&'Jtllri 
l:imbah tohu 

9 Ferdi Gunawan Daurulang Depok 402.050.000 402.050.000 100 Ada modifikasi Peogurangan Penguronga Tercapai 
llmbah alat tetapi sesuai limbah n Jimbah 
plastik rekomendasi plastik 20 plastik 20 

tonlbulan tolllbulan 
to H.SUl1arto DauruJeng Lampung 144.865.630 144.865.630 100 Sesuai dengan Pengurangan Pengu!Wlgll Tereapai 

limbahban Tengah rekomendasi limbah ban6 niimb$b 
tonlbulan ban6 

ton/bulan 
II Slamet Sundiarto Dautulang Tegal 450.000.000 450.000.000 100 Sesuai dengan Pengurangan Penguranga Tercapai 

basi b<:kas rekome:nde.si limbah n limbah 
logam24 loga. 24 
ton/bulan ton/bulan 

12 Slamet Sun Asrori Daur ulang Tegal 317.700.000 317.700.000 100 Sesuai Pengunmgan Pengunmga Tercapai 
limbah rekornendasl limbah nlimbah 
pl.,tik plastik 20 plastik 20 

tonlbulan ton/bulan 
13 Slarnet Sun DauruJang Tegal !35.000.000 135.000.000 100 Sesuai Pengurangan Pengunmga Tercapai 

Wahyudi besl bekas rekomendasi limbah nlimbah 
logam20 logam 20 
ton/bulan ton/bulan 

14 UO Bintang Sejati Pemsnfaatan Mllka;;su 345.000.000 345.000.000 100 Sesuai Pengarnngan Penguranga Tercapal 
botol bekas rekomendasi limbah boto! nUmbah 
sebagai botol 5000 boto15000 
kecao buahlbulan buahlbulan 

15 UD Usaha Baru Daurulang Maros 345.000.000 310.000.000 90 Pemasangan alat Pengurangan . Belwn 
llmbah ban memm2.e:u limbah ban4 tercaoai 
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bangunan sipil ton/bulan 
selmi. 
Dip<rldralam 
November 2008 

16 CV. Adnan Malise Pemanfaatan M- 314.190.000 204.190.000 65 Perubatum Pcngurangan ' l.lelum 
llmbllh air spesifikasi alat limbah air · t=apai 
kelnpa untuk yang tidak sesuai kelapa20 
nata de coco rekomcndnsi ton/bulan 
dankec::~n 

17 UD.KTNA Penggilangan llanu 388.000.000 283.000.000 73 Sebagian alat l'<ngurangan . Belum 
padi dun masih daiam 1imbllh tercapai 
pemanfaatan proses pengadaan sekam 100 
sekam ton/bulan 

18 Kopontren Syech Pemanfaa!an Sidrap 495.000.000 . 0 Bangunan sipil Pengurangan . Belum 
Lasagena kelapa siap 40%, mesin emlsl C02 tereapai 

keropung, biodiese1 2$ ton/bulan 
blji jarak dan diperkirakan 
min yak akhir November 
jelruttah 2008 
unluk 
biodieseJ 

19 Kopkar Wijaya JPALrwnah Kuoingan 500.000.000 500.000.000 100 Sesuai :Pengurangan Pengunmga Tm:apai 
Kusuma saki! rekomendesi ~,:zoo :.:0200 

ul ... k ulan 
20 PT Mulya Tara Unit biogas Jakurta 7.000.000 1.500.000 21 Baru24uMK Pengunmgan Penguronga Sebaglan 

Nusa uotuk Selatan yang sesuai kotoran sapi nkotoran tercapai 
pengolahan dell gao !.200 sapi 150 
kotoran rekomendasi,sisa ton/bulan ton/bulan 
temak nyabelwn .. 

21 CV Cahaya Utama Daurula.ng Jombang 400.000.000 400.000.000 100 Sesuai dengan Pengurangan Penguranga Tercapai 
Plastik limbah rekomendasi limbah nlimbah 

p1astik plastik 50 p1astik 50 
ton/bulan ton/bulan 
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22 l!ru:broat Pemanfuatan Jakarta 500.000.000 500.000.000 100 Sesuai PenguflUig1!!l Penguranga Ter<apai 
llasuld/Mucbtar llmbahkain a.,., rekomendasi llmbahkain nlimbah 
Nmdin -k 1,1 ton/bulan knin 1,1 

•arrnen tonlbuJan 
23 H. Ro'i -..Jitatan Tegal 275.450.000 275.450.000 " 100 Sesuai p~ Penguranga Tercapai 

limbahkayu 
"'" 

rekomendasi llmbahkayu n llmbah 
untukmebel 80m knyu 80 

kubiklb..tan meter 
kubiklbulan 

24 Andas Sutrisno Pemanfaatan Tegal 418.750.000 418.750.000 100 Sesuai Pengurangan Pengumnga Tercapai 
logambekas rekomend&si limbah n llmbah 
~cnjadi logamo,s loge.m o.s 
baban baku kg/bulan kg/bulan 
mesin air 
minum isi 
ulan• 

25 Fatchudin Dauru1ang Tegal 300.000,000 300.000.000 !00 Sesuai Pengurangan Penguranga Tercapai 
Iimbahbesi rekomendasi lim bah nlimbah sebagiau 
untuk logam20 logam 10 
produksi part 
mesin tltlbrik 

ton/bulan ron/bulan 

26 lr Lili Suherti Daurulang Cianjur 480.000.000 480.000.000 100 Sesuai Pengurangan Penguranga TQ"ceapai 
llmbah rckomendasi l.imbah n Jimbah 
plastlk plastik40 plastlk 40 

ton/bulan ron/bulan 
27 AbdhyPirsawan P<llllllllllatan Ma.kassar 500.000.000 500.000.000 100 Sesuai Pengurangan Penguranga Tereap:ai 

Aziz minyak rekcmendesi .C02100 nco:noo 
jelantah ton/bulan ton/bulan 
untuk 
biodiesel 

28 Fonda Daurulang Cianjur 500.000.000 500,000.000 100 Sesuai Pengurangan Penguranga Tercapai 
llmbah rekom.endasi limbah n limbah 
plastik p!astik 40 plaslik40 

' - -
ton/bulan mnlbulan -
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29 Yepi Ruli~nto Daurulang Cianjur 250.000.000 250.000.000 100 Sesuai Pengw-angan Pengu.rnnga Tercapai 
llmbahban rekomendasi llmi>ah ban n limbob 

IOton/lrulan ban 10 
ton/bulan i 

30 Supvanudin DautuJang Cianjur 500.000.000 255.00.000 51 Sebagian alat Pen- Pengunmga Tereapai 
limbah masihdalam lim bah n Iimbah sebagian 
plostik proses pengndaan plastik 100 plastik 20 

ton/bulan ton/bulan 
ll Melva Daurulaog Parlang 136.000.000 136.000.000 100 Ada modifikasi Pengumngan Pengunmga Tercapai 

SH!Budiwarman/ limbah alat, tetapi masih llmi>ah n limbah 
UD.A1imar plastik sesuai plastik 35 plasti 35 

rekomeJ1dasi ton/bulan ton/bulan 
32 CV Mutiara lndah Pe!llllllfuatan J.karta 747.000.000 747.000.000 100 Ada perbedaan Penguraage Pengunmga Tercapai 

eceng Selalall merek alat, tetap Jimbah kertas n lltnba.h 
gondok sesuai 80kglbulan kettaS 80 

rekomendesi 'k•Jlmlan 

33 PT Pyrnmido Daur ulang Surabaya 500.000.000 500.000.000 100 Sesuai Pengurangan Penguranga Tercapai 
Santana Putra limbah klll:a rekomendasi emisi C02 n emisi Co2 

62 ton/bulan 62 
-·---- ton/bulan - -·- ' -

Sumber: KLH, 2008 
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